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PERATURAN PRESIDEN REPUELIK INDONESIA
NOMOR 123 TAHUN 206
TENTANG
FETUNJUK TEKNIS BANA ALOKASI KHUSUS FISIK

DENGAN RAIIMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PREZIREN REPUBLIK INDONERTA,

Mermimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan ffasal 15 ayac {2)
Undang-Undang Nomar 18 Tahun 2016 tentang Anpgaran
Pendapatan dan Belanja MNegara Tahun Angearan 2017, perlu
menctapkan  Peraruran Presiden  tentang Perunjulk Teknis
[rana Alokasi Khusus Fisik,

Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1] Undang-Undang Dasar Nepara Republik
Indonesia Tahun 1945; dan

2. Undang-Tndang Nomor 18 Tahun 2016 tenlang Anggaran
Pendapatan dan Belanjs Megara Tahun Angparan 2017
{Lembaran Nepars Eepublik Indonesia Taliun 2016 Nomoer
240, Tambahan Tembaran Negara Hepublik Indonesia
Momor S9498);

MEMUTUSIKAN;

Mecnctapkan: PEEATUORAN FPEEZIDEN TENTANG FETUNJUK TEKMNIS DAMNA
ALOKASI KHUSUS FISIK,

BABI ...
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BAEB I
KETENTUAN UMUM

Pazal ]

Dalam Peracuran Presiden ini, ¥ang dimaksud dengan:

1.

fi.

[rana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnys disingkat
DAk Fiaik adaiah dana vang dialokasikan dalam APBN
kepada Daerah terlentu dengan tujuan untuk membantn
mendanai kepiatan khusus Asik yang memapakan Urdsan
daecrah dan sesuai dengan prioritas nasional,

Femerintah Daerah adalah Kepala Dmerab sebagai unsur
peryelenggara Femerintahan  Doaerah  vang  memimpin
pclaksanzan  uwrusan  pemerintzhan vang  menjacdi
kewenangan dacrah otonoom.

Daerah Otonom yang selanjuinya diselbur Daerah adalab
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-
hatas wilayah berwenang menpatur dan menguras urusan
pericrintaban  dan  kepentingan  masyarakat  setempat
menurilt  prakarss sendini berdasarkan  aspirasi
ragyarakat dalam  sistem Negarg  Kesatuan  Repulilik
Indlonesia

Kepala Daerah adalab pubernur untuk daerab provine
ataw bupati untuk dacrah kahupaten araw walifots anruk
dacrah kota,

Satuan Kerja Perangkat Dacrah yvang selanjutnya disingkat
SKFD adalab perangkat dactah pada Pemerintah Daerah
sclaku pengguna anggarun; barang.

Angparan  Pendupatan dan Belanja Negara vang
sclanjutoya disingkat APBN adalah rencana keuaogan
lahunan pemerintahan nepara yang disetujui oleib Dewan
Perwakilan Kakyat.

T, Angparan . ..
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Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah vang
selanjutnya disinghkat APBD zdalah rencana keuangan
taliunan pemerintahan Dacrah yvang disetujol nleh Trewan
Ferwakilan  Rakyat Daerah dan  ditetapkan  dengan
Feraturan Dacrah.

Kemenlerian - Negara/Lembaga adalah Kementerian
Mepara/Lembaga vang tupas dan dan fungsinya terkait
denpan penpelolaan masing - masing bidang DAK Fisik.
Dokumen Pelaksansan Anpgaran SKPD yong selanjutnya
dizingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat
pendapatan dan belanja seliap SKPD yvang digunakan
sebapn dasar pelaksanaan oleh pengpling anggaran

RBAE (I

RUANG LINGKUP BIDANG SUBEIDANG DAK FISIK

(1}

[}

Pasal 2

DAK Fisile terdie atas 3 (tiga) jenis, melipuati

a, DAK Fisik Repuler;

. DAK Fisik Penugasan; dao

r. DAK Fiusik Alicmasi.

DAK Fisik Reguler sehagaimana dimalesud pada ayat [1)
huruf a melipuii bidang;

a. prndidikan:

b, keschatan:

c. perumahan dan permuakinmnan;

d. pertanian;

&, kelautan dan perkanan;

E. sentra induste kecil dan menengah,;
P pATiwisAta,

1] DAK Fisik . . .
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DAK Fisik Penugasan sebagaimans dimaksud pada avat
(11 huru! b meliputi bidang:

a. pendidikan sekolah menengah kejuruan;

Ii. kezchatan rumah sakit rajukan/pratams;

., air minum;:

. samiinsg

e, jalan;

. pasar

£, IrgEsi; dan

b. enerpi skala kecil,

DAK Figsik Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurul © meliputi bidang:

a. perumahan dan permukiman:

b. transpartasi; dan

e, keschatan.

BAB T
PENGELOLAAN DAK FISIK DI DAERAN

Pasal 3

Penpelolaan DAK Fisik i Dagrah meliputi:

A, polganggaran;

Ir. persipan tcknis;

c. pelaksanaan;

d. pelaporan; dan

. pemantalan duan ovaluast.

Pengelolaan  seriap hidang DAK  Fisik  sebagaimana
dimaksull dalum Pasal 2 avat (2], ayat (3], dan ayat [
dilaksanakan SE5UE] fdenygan podoratn tekniz
sebapaimana  tercantum dalam Lampiran T yang

meripakan hagisn ridak terpisabkan dacl Peraturan
Presiden ind.

[3] Btandar . ..
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Slandar teknis kegiatan masing-masing bidang DAK Fisik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (29, ayat (3],
dan ayal (4) mengacu kepaca pelunjul uperasional yang
ditetapkan vleh menleri/pimpinan lembapa.

Pasal 4

Dalam rangka penpunggaran sebagaimana  dimaksud
dalam Pasal 3 ayac (1} hurad a, Kepala Daerah
mengangearkan DAK Fisik dalam APBD danfalau AFBD
Ferubahan.

Bidang/subbidang dan besaran pagu yang diangparkan
datam APBD dan/atau APRD Perubahan scbagaimana
dimaksud pada ayar (1] diluksanakan sesuai denpan
rincian alokasi DAK Fisik per Daerah yanyg ditctapkan
dalarn Peraiuran Presiden mengenai rincian APBN.

Dralam hal Peraturan Presiden mengenal rincan APBN
diterima sclelah Ketentuan Utnum Angparan Prioriras
Mafaon  Angesran Sementara ditetapkan, maka
pengangparan DAK Fisik langsung ditampung  dalam
mekanisme pembahasan APBD.

[enganggaran DAK Fisik dalam APBD dan/atau APBD
Perubahan  scbagaimana  dimaksud pada  avatr  {1]
dilaksanakan sesuai dengan  peraluran  perundang-
undanguan.

Pasul S

Dalam rangka persiapan teknis DAR Fisik sebagaimana
dinabksud dalam Pasal 3 ayat {1] huraf b, SKPD rcknis
berkocrdinast dengan Badan Perencanaan Permbangunan
Dacrah menyusun usulan rencana kegiatan  masing-
masing bidang DAK Fisik.

(2] Renecana - .,
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Eeneana kepiatan sebagaimana maksud pada avacr (1)
paling sedikil memuat:

Finciun dan lokasi kegiatan;

target output kepiaran;

prioritas lokas: keglatan,

. rincian pendanaan kegiatan;

metode pelaksanasn kegiatan; dan

oM oA h T

kepiatan penunjang.

Fencana keglatan sebagaimans dimaksud pada avar {1)
dibabias ileh EKPD tlengan Kementerian
MNegara /Lembaga,

Fencana  keglalan yang telah  dibahas  scbagaimana
dimaksud pada ayal [J] diletapkan olch SKPD menjacdi
rencana kegialan berdasarkan  persetujuan darni
Kemmenterian  Negara/Lembagas  paling lambat bulan
Desember sebelum tahun anpgaran berjalan.

Dalaun hal diperlukan perabahan atas rencana kegiatan
schagaimana dimaksud pada avat (4], Kepala Daerah
dapat mengajukan usLlan perulrahan kepady,
toenter:/ pumpnan lembaga.

Rincian dan lokasi kegiatan sehageimaens dimaksud pada
ayal (2) buruf a dan tacgel outpiet leegintan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2} huoraf B ditetspkan  oleh
menterif pimpinan lembaga  sesuai  denpan  prioritas

nasiwonul palmg lambat rningpu kedua bulan Januari.

Pazal O

Gerdasarkan  rencana kegiatan sebagaimans dimaksud
dalam Pasal 3, SKPD Ileknis menyusun DPA-SKPD atau
dokumen pelaksanaan anpgaran sejenis lainma sesuai
dengan ketentusn peraturan perundang-undangan.

(2] DFEA-SKPD . ..
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DPA-BKPD atau dokumen pelaksanzan anpgaran sejenis
lainnya disusun berdasarkan alokasi DAK Fisik VETIR
dizngearkan dalam APGD dan/atau APBD Perubalian
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 4 ayat 1) dan
rencana kegiatan sebagaimana dimaksued dalam Pasal 5.

FPagal 7

Dalam rangka pelaksanaan DAK Fisik  sebapsimanas

dimaksud dalam Fazal 3 ayat (1] huruf ¢, SKPD teknis

melaksanakdan  kegiatan  masing-masing  bidang DAK

Fisik,

Felaksanaan keglatan DAK Fisik sebagaimana dimaksud

pada awat {l1) dilakukan selelah rencana kegiatan DAK

Fisik memenuhi pergvaratan sebagai berilogt:

4, rencana kegiatan DAK Fisik  tercantum  dalam
Feraturan Daerabl tenlang AFBD/APBD P dan/atau
Feraturan  Kepala  Daerah lentang  Fenjabaran
APBD/APBD-P;

b. reéncana keglatan DAK Fisik ditctapkan dalam DPA-
SKPD atau dokumen pelaksanaan angparan lainnya;
dan

codalam hal keglatan DAK Fisik memerbukan
ketersediaan  lshan, keabsabhan kepermlikan, dan
kesiapan lahan dibuktikan dengan pernyatasn Kepala
Daerat alau surat/bukt vang menvatakan tahan vang
akan digunakan untuk pclaksanaan DAK Fisike tetah
rersedia,

(2] Petneriniah . ..
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Pemerintah Daerah dapal menggunakan paling banyak

% {lima persen| carl alokasi DAK Fisik sebapgaimana

dimaksud dalam Pazal 4 ayat (2} wntuk mendanai

keglatan penunjang yvang berhutmngan langsung dengan

keglatan DAK Fisik,

Keglatan penunjang sebapaimana yang dimaksud pada

ayat {1], melipuari:

a. desAin perencanaan,

b, bilaya tender;

¢, honerarium  fasilitalor  kegiatan DAK  Fisik  vang
dilekukan secara swakielnla;

d. penunjukan konsultan PenEAwNAS keglartan
kootrakiual;

e penyelengparaan rapul koordinasi; dan
revialanan dinas ke/dari lokast kegiatan dalam ranpha
perencanaan, pengendalian, dan pengawsasan.

Pasal &

Dalam hal terdupat sisa DAK Fisik di Rekening Kas
Urmum Daerah vang terkait dengan adanva sebagian DAK
lahun sebelumnya vang tidak dapat dilaksanakan sampai
tanfas sampal akhir rahun angearan, schingga belum
dapal mencapan targel fsusaran output sesual dengan
vang direncanakan, sisa DAK terselair digunakan anrk
menyelesalkan ouiput pada bidang vang sama.

Dalam hal terdapal sisa DAK Fisik di Rekening Nas
Umutn Dacrah vang erkait dengan adanya pengalihen
kewenangan urusan pemerintahan dari kabupaten/leota
ke provinal  sebagaimana  disnire  dalam  peraturan
prrundangan mengenai pemorintabian Daerah, sisa DAK
tersebul diprioritaskan untuk dipunakan pada bidang
yang sama atau sesua dengan kebutuhan Dacrah.

(-3) Pengelolaan . . .
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Pengeiolaan sisa DAK sebagaimana dimaksud pada ayal
{1] dan ayar (2] menpacu kepada keleniuan dalam Pasal
3. Pazal 4, Pasal 5, Pasal & dan Pazal 7 dalam Peraturan
Presiden ini.

Pasal 9

Kepala Daeralh menyusun laporan  trivagdanan  alas
pelaksanaan DAK Fisik vang terdiri aras:

a. laporan pelaksanaan kegiatan; dan

b. laporan penyorapan dana dan capaian oufput kegiamn,
Lapuran pelaksanaen kepiatan schagaimana dimalksudd
pada ayat {l) huruf a disusun sesuai dengan format
sebagaimana dalam Lampiran Il yang merupakan bagian
Liduk terpisahkan dart Peraturan Presiden ini,

Lapwrran pelaksanaan kepiatan sebapaimana ditnaksued
racda avat (2) disampaikan oleh Kepala Daeraby keprids
Menteri Keuanpuan, menterifpimpioan lembaga, Menterd
Perencanaan  Pembaneunan  Masional/Kepala DBadan
Perencanaan Pembangunan Wasional dan Menteri Dalam
Negeri

Penyampaian laporan penyerapan dana dan capaian
cdput kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (L)
huruf b dilaksanakan sesuar dengan kelentuan peraturan
perundang-undangan,

Pasal 10

Pemantauan DAK Fisik dilakakan teriaaﬂap:

a. aspek telnis kegintan; dan

b, aspek keusngan kegiatan.

Pemantauan  aspek teknis kegiatan sebapaimana

dimaksud pada ayar (1) huruf o dilakukan terhadap:

a. pelaksanaan ...
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d4. pelaksanaan  kegiatan DAK  Fisik  sesuai dengan
reficana  kegiatan  yang  telah disetujui aleh
Kemoenterian Negara!Lembaga terkail;

b. hasil pelaksanaan kegialan DAK Fisik scsuai denpan
dokumenr  kontrak  dan  spesifikasi  tekius  yang
ditctapkan; dan

v, permasalahan yang dihadapi dan tindak lanjuc yang
diperlukan.

Pemantavan aspek kewangan sebagaimana  dimalosued

pada ayat (1] huruf b dilalakan rerhadap:

a. rcalizasi penyerapan DAK Fisik per bidang,

b ketepatan wakew  dalam pernyampaian laporan
penyerapan dana dan capaian outpul; dan

<. permasalaban yang dibhadapl dan tindak laojul yang
diperlybean.

Pasal 11

Evaluasi DAK Fisik dilakulean terhadap:

8.

{1]

12

pencapaian  eutpuf dalam  sata talnan sesnai dengan
target/ sasaran oufput vang telah diwctapkan pada masing-
miasing idang DAK Fisik; dan

tlampak dan manfaat pelaksanaan kegintan.

Pagal |2

Pemantavan sebegaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan

cvaluasi DAK Fisik sebapgaimana dimabksud cdalam Pasal

Il dilakukan secara berkaly dalam =etiap tahun

anggaran oleh Pemerintah Daerah,

Fernamtauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada

avat {1] dilaleukan untulk:

a. memastikan kesesuaian antara reslisasi dana  dan
CAPALAN oufput Kegiatan setiap bidang DAK Fisike i
Daerah; dan

b mempertaii .
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h. memperbaiki pelaksanaan kegiatan sedap bidang DaK
Fisik puna mencapal target/sasaran  oudput  yang
ditetaplan.

Pemantavan dan evaluasi pelaksanaan DAK Fisik yang

dilakukan wleh Pemerintah  Dacrah  scbagaimana

dimaksud pada avat [J) dikeordinasikan oleh Badan

Perencanaan Pembmmgunan Daerah.

BAE IV

FEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN DAK FISIK OLEH PEMERINTAI

[1}

{2]

Pusal 13

Pemantavan dan evaluasi pongelolaan DAK Fisik  di
Dacrah  dilaksenakan  secara  sendiri-senchiri mtau
brrsama-sama oleh Menteri Keuangan, menteri/ pimpinan
lembaga, Menieri Percncanaan Pembanpunan
MNasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasiotial, dan Menteri IZalam Negeri.

Pelaksanaan pemantauan dan evalussi  sebapaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:

a. Menien/pimpinan lembags melakukan pemantavan
dan  evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan
capawan sulput sehap bidang DAK Fisik,

b, Menters Keuwanpun melakokan  pemantauan dan

evaluasi (erhadap realisesi penverapan dana setiap
bidang OAK Fisik.

¢, Mentert Perencansan Pembanpunan Nasional/ Eepala
Badan Perencanaun Fermhanginan HNasional
melakukan  pemantagan  dan  evaluasi  terhadap
pencapaian  output selinp bidang DAK Fisik yang
menjady priorilas nasional.

o, Menteri . . .
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d. Menlen Dalam Negeri melakuban pemantavan dan
evaluast terhadap pelaksansan kegiatan DAK  Fisik
dalam rangke pelaksanaan AIPBDO.

I*a=al 14

Femantavan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan
sctiap bidang DAK Fisik schagaimana dimaksud dalam Pasal
13 ayar (3] dilakukan dengan mempechatikan;

d. Ccapalan output kegiatan lerhadap targetfzasaran wstout
kematan yang direncanskan,

b. realisasi penyverapan dana,
€. keteparan waklu ponyclezaian kegialarn;

d. kesesuaian lokusi pelaksanaan kepintan denpan dokumen
FENCATE kepiatan; dan

v. mctode pelaksanaan kegiatan DAK Fisilc

BAR WV
KETEMTLIAN LAIN-LAIMN
Paxal 15

Kotentuan  dalam  Peraturan Presiden int tetap  berlaku,
sepaljang petunjuk ieknis DAK Fizik disamanatian dan tidale
berientangan dengan Undang-Undang mengenaj APBN.

BAB ]

KETENTUAN PENUTLP

Pasal 1a

Peraruran  Presiden ini mualal berlaka pada tanpsal
dJiundangkan.

Apar,
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Agar  sctiap orang  mengelahuinya, metnerintahlkan
pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penemparannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

Ditctapkan diJakacia
pada tangpal 30 Desember 2016
PRESIDEN REPUBLIK [ND(INESTA,

ted.

JOHO WI1D0 D)

Diundangkan oi Jakarta

pada tanggal 30 Desember 2016

MEMNTERT HUKUM DtaAN HAK ASAS] MANUSIA
REFUBLIK INDONESIA,

ted.

TASOMNA FHL LAGLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESLIA TAILUN 2016 NOMOR 364

Salinan sesuai denpgan asiinya
KEMEMNTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPURLIK INDUGNESIA
Agisten Deputi Bidang Perekonomnian,
Liepili Bidang Huloam dan
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LAMPIRAN 1
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

HOMOR 123 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK
TEKNIS IANA ALOKASI KHUSUS FISIK

PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK

1. BIDANG PENDIDIKAN
1.1. Arak Kebijakan

sealal ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomeor 20 Tahun 2003
tenrang Jistem Pendidikan Naswonal diatur bahwa sedap satuan pendidikan
jurmal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana vang memenuhi
keperluan pendidikan sesuai dengan perturmhuhan dan perkembangan potensi
lisik, kecerdusan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik,

Sclanjutnya, dalam Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005
lentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana lelah beberapa kali diuhah
rerakchir dengan Peraturan Permerinluh Nomor 13 Tahuin 2015 mewajibkan sctiap
satuan pendidikan memiliki sarane dan prasarana  pendidikan untuk
menunjang proses pembclajran vang tetalur dan berkelanjutan dalam rangka
eningkatkan mutu pendicdikan,

Upava peningkatan sakses dan muty lavanan pendidikan melalul apaya
peémenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan merupakan saleh saty
pricritas  pembangunan nasicnal di bidang  pendidikan, schingga perlu
mendorong pemerintah provinsi dan pemerintah kalnipalen/kota melaloukan
lindakan nyata delam rangka melaksanakan urusan pemerintahan wajib Yang
hetkaitan denpan pelayanan dasar yeng wayib diselenggacakan oleh Dacrah,

1.2, Tujuan . . .
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1.2. Tujuan dan Sasaran

LiAK Fisik Bidang Pendidikan digunakan untuk mendanai kegiatan pendidikan
dasar dan mengngah vang merupakan wrusan wajib Daerah sesusi prioritas
nasional seéhugat upaya pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan
untuk mencapai standar nasional pendidikan.

Secara umum tupuan kepgiatan DAK Fisik Bidang Pendlicikan adalah untuk
pemcnuban sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah dalam

rangks meningkatkan akses dan matu layanan pendidikan.
Aecard khusus bertujuan untuk:

1. menvediakan ruang telajur/ ruang penuiang lainoya yang riyaman dan aman
unluk proses pembelajaran;

2. memenubhl kebutuhan jumlah moang kelas baru sesuai standar sarana dan
prasacana pendidiloan;

3. menyediakan prasarana penunjang muiy pemhbelajaran berupa laboratorium
IPA untuk EMP dan Shia;

4. menyedinkan sarana  penunjang mulu  pembcelajaran  berupa koleksi
perpusiakaan untuk 503, penyediaan alat pendidikan danfatau media
pendidikan untuk SMP dan 3MA; dan

3. menyediakan sarana dan prasarana kegiatan praktik kompetensi kerja dan
praklik realisasi produk tecefuneg factery untulk SME.

Sasaran DAK Fisik Bidang Pendidikan diberikan kepada satuan pendidilen
Jenjang Sekolah Dasar (SD), Bekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah
Menengah Atas (8MA) dan Sckolabh Menengah Kefuruan (SME) haik yang
dizelenggarakan oleh pemerintah duerah maupan sekolah yang diselenggarakan
oleh masyarakal memenuhi kriteria lokasi prioritas.

1.3. Ruang . ..
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1.3. Ruang Lingkup Kegiatan
1.3.1. Deskripzi Menu Kegiatan

Kegiaran DAK Fisik Bidang Pendidikan terdiri: (1) DAK Fisik Reguler Bidang
Pencicikan 3D, (2] DAK Fizik Reguler Bidang Pendidikan SMP; (3) DAK Fisik
Reguler Bidanpg Pendidikan SMA; dan {4) DAK Fisik Penupsasan Bidanpg
Pendidilian SME.

1. DAK Fisik Reguler Bidang Pendidiltan ST
Regintan DAK Fisik Bidang Pendidikan 80 melipuri:
A. Peringkatan prasarana pendidikan vang terdin dagi.

1) rehabilitasi ruang belgjar, ruang guru, dan/atau jamban denpan
lingkat kerusakan sedang atau berat, baik berikul perabotinya atau
tanpa perabotiya; dan ataa

2] pembangunan ruang kelas barma (RKR) berikut perabomya,

t. Peningkatan sacana pendidikan, berupa pengadaan koleksi perpustakaan

vang terdinl dar:
1] buku pengayaan,
21 butkou referensi; dan
H bul panduan pendidik,
2. DA‘K Fisik Repuler Bidang Pendidikan SMP
Kegiatan DAK Fizik Bidang Pendidikan SMP meliputi;
#. Penmgkatan prasarana pendidikan vang terdiri dari;

1] rehabihitasi ruang belajac danfalau ruang penunjang lainnya dengan
tingkat kerusakan minimal sedang, baik beserta perabol atau tanpa
perabotnyra;

2) pembangunan mang kelas bara {EKB) beserta peraboinys, dan/ atau

3b pembangunan laboratorivin [mo Penpetabuan Alam {(IPA} beserla
perabotnya,

b. Feningkalan sarona pendidikan herupa pengadaan peralatan pendidikan
dan/atan media pendidikan.

3 DAK L
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DAK Fisik Repuler Bidang Pendidikan SMA
Keglatan AR Fisik Bidang Pendidikan EMA melipun:
a. Peningkatan prasarana pendidikan yvang terdiri dari;

] rehablitasi ruang belajar dan/atau mang penunjang lainnya dengan

tingkat kerusakan minimal sedang, baik beserla perabot atau tanpa
perabofnya;

2] pembangunan raang kelas bai [RKB) beserta peraboinys; danfat«n

3] pecmbangunan laboratorium 1imu Penpetahuan Alam [[PA) beserta
perabolnya.

b. Penmingkatan sarana pendidikan berupa penpgadaan peralatan pendidikean
dan/ atau nedia pendidikan.

DAK Fismik Penupgasan Bidang Pendidikan SMEK

DAK  Fisik  Penupusan  Bidang  Pendidikan SME  ditujuksen  untuk
mempersiapkan peserta didik melalul prakiik kompetensi kerja dan prakril
recalisasi produk dengan konsep pembelajaran berbasis industri yanp
menghasilkan produk dan jaza melalal sinergi sekolash dengan indoserd
untuk menghasilkan lulusan yung kompeten scsuai dengan kebutuban
pasar [teachimg foctary dongan urutan peioritas pada idang keahlian
Apribisnis  dan  Agrareknoalogl, Kemaritiman, Pariwizata dan  Industn
Kreatif/ Teknologl dan Rekayasa.

Kegiatan [DAK Fisik Bidang Pendidikan 2SR meliputi;

1] Pemingkatan prasarana pendidikan berups pemenuhany pembanpunan
riang praktikl sicawa; dan

4] Peningkatan sarana pendidikan berupa penpadaan peralatan praktilke
utarna.

P.3.2 Kritearia . |
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Kriterla Lokasi Prioritas

Sekolah penerima DAK Fisik Bidang Pendidiltan adalah sckelah vang memenubi
krilera wumum dan kriteria khiugaus.

1.

Kriteria uroum melipuati;

.

dipriorilaskan bagl sekalah yang berlokasi di daerah 3T [Terdepan,
Terhiar, dan Tertinggaly untuke jenjang SD, SMI' dan SMMA:

masih heroperasional, memiliki izin nperugional, dan memiliki Momar
Pokok Sekolah MNasional (NPSK]:

bangunan sekolah berada di atas lahan yang tidak bermasalahf tidak
dulam sengketa dan milik sendint {milik  Pemerintah Daerah untuk
sekolah negeri, milik yayasan/badan hukum untuk sckolal yang dikelola
e masvarakat) yang dibuldikan denpan scridfikat atau bukti peraliban
hak [akta jual beli, akta hibah, akta ikrar wakal, akto peraliban hak
dan/atau akiy pelepasan hak) yeng disabhkan oleh peojabat yang
herwenang atau surat pernyalaan pelepasan hak atas tanah adat [khusus
Provinsi Fapua/Papua Baral) oleh pihak vang herwenang /dokumen lain
zesual dengun peraturan dan ketentuan dacrah atas nama Pemda/
Frovinsi/ Kabupaten /Ko /Yayasan/ badan hukum;

belum memiliki sarana dan/atau prasarana pendidikan yvang memenihi
standar sarana dan/alaw prassrana pendidiloan;

- mempunya; Kepala Sekolah yang definitif dibuktikan dengan surat

keputusan dari pejabat yang berwenang alau badan penvelengpara
pendidikan, dan bapi sekolsh yang dikelnla oleh masyarakat, kepala
sckolahrya tidak boleh dirangkap olch pembing/pengurus/ penpawas
yivasang badan hukum;

khusus untuk sekolah yang dikelola oleh masyvarakar harus memiliki izin
operasional dan dipriontaskan bagi sekolah vang sudah terakreditasi

memiliki. Komite Sekolah, vanp ditetapkan dengan surat keputusan
Keprla Sckolah:

- memiliki rekening bhank atae nams sekolah, bukan rekening bank atasz

nama pribaci;

1. tidak . L
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1. lUdak menerima bantuan sejenis dari sumber dana lainnya [APBN
dan/atau APBD) pads tahun angegaran berkenaan;

J. mempuinyai potensi berkembang dan dalam Giga tahun lerakhic
moempunyal kecenderungan jumlah siswa stabil atau meningkat, kecuali
untuk sekolah vang menpgalar keadaan darorat dan/atau musibah
sepertl terrlampak akibat hua hara, kebakarsn atau bencana alam: dan

k. sekclah telah mengisi Data Pokok Pendidikan dalam sistern pendataan
ondine yvang dikembangkan aleh Thteklorat Jenderal Pendidikan Dasar
dan Menengah pada laman Ritp:/ / dapo.dikdasmen. kemd (kb g i,

2. Knterna Khusus melipati:
a. Sekolah penerima TAK Fisik Ropuler 8D
1} 8D penerima kegialan peningkatan prasarana:
a} Rehabihtzaz: ruang belajar:

11 rusak sedang dengan tingkat kerusakan ruang belajar lebih
besar darn 30%: sampai dengan 45%:;

) rusak berat dengan tingkal kerusakan ruang belajar lebih
besar dan 45% sampal detpan G35%;

i1} dalam hal ruang belajac mengalami kerusakan lebiby dari 5%,
maka dapat dilakukan pembanpunan kembaii dalam benluk
ruartg baru dengan alokasi dana sebesar bisya pembangunan
ruang kelas har,

b} Rehabilitasi ruang belajar berikat peralwitnya:

i} rusak sedang dengan tingkat kerusakan ruang helajar berikut
pecaboinya [chih dari 30 sampal dengan 45%:;

) rusak berat denpan tnpkat kerusakan muang belajar berikue
perabotnya lebih dari 45% sampai dengan G5%:;

i dalum  hal ruang belajar mengalami kerusakan  berilout
perabotnya  lebih  dart 65%, maka  dapat  dilakukan
pembangunan kembali dalam beniuk ruang barg dengan
alokasi dany sebesar biava pembangunan mang kelas bar.

o) Behablitasi - . .
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REehabilitasi ruang guru tanpa perabotlnya:

1] rasak sedang dengan linglkal kerusakan ruang guru lebih dari
20%: =ampal dengan 45%;

i} rusak berat dengan tingleal kerusakan ruang gura lebih dari
45% sampal dengan G4
Rehabilitasi ruang guru herikul perabotoya:

ij rusalk sedang dengan tingkat kerusakan raang puru berikut
perabofiva lebih dari 30% sampai dengan 4 5%,

] rusak berat dengan lingkat kerusalkan ruang gury herikuat
perabotnya tebih dam 45% sampai dengan £63%,

Rehalbilitasi jamban siswa dan/atau guru

1} rusak scdang dengan tingkat kerusakan jamban siswa

danfalau pura lebth dari 309 sampai dengan 43%,;

I rusak beral dengan tingkat  kerusakan  jamban siswa
dan/ata guru lebih dard 43% sampal dengan 63%.

Pembanpunan ruang kelas baru (RKB} berikut perabotnya;

il sekolah mempunyal potensi betkembang (dalam tiga tahun
terakhir mempunyal jumlah sisws stabil atau meningkat);

1) memilild jumlah eombongan belajar melebihi jumlah ruang
kelas vang ada;, dan

nip memiliki lahan vang luasnya minimal 72m? {ilusirasi Sm x 9m)
dengan  ketenluan pemakaian  lahan  tersebur  tidak
Tengurangl lapangan upacara atou lapangan olah raga
atau  bapl sekolsh vang memiliki lahean terbatas. Apabila
tidak memiliki lahan, pembangunan RKEB dapar cdibangun
i lanlail 2.

1v) Apabila diperlukan penambahan struktur bangunan di lantai
1 agar dapat menumpu atau ditvangun ruang di atasnys maka
dapat diperhitungkan rencans pembangunan raang,

) 8D ..
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20 S penerima Koleksy permistakaan sekolah:

3]

by

memiliki ruang perpustakaan yang memadai; dan

helum memilikn koleksi perpustakaan atau jenis dan jumlah
koleksi perpustakasn vang dimiliki belum memenuhi standar
SHFANA porpustakaa.

b. Sekolab Peoerima DAK Fisik Repuler SMP

1] SMP penerima Peningkatan Prasarana:

A

ki)

Rehabilitasi ruang belajar danfatau ruang penunjang lainnva
dengan tingkat kerusakun paling rendah rusalk sedang, haik
beserta perabol alau tanpa perabncnya:

1]  kondisi fisik ruang belagjar rusak dengan tingkat kerusakan
lebaby besar darl 30%; dan/atan

1) kondisi fisik ruang penunjang lainnya susak dengan tingkat
kerusakan lebih besar dan 30%:.

Pembangunan ruang kelas baru [RKB) berikul perabotoya:

) sekolah vang memiliki siswa melebihi dava tampung,
dengan perhitungan days tampung satu kelas untuk 32
siswa, [rusng lain yang digpunakan scbagai ruang kelas
Lidak dibituang);

i} memiliki lahan yang luasnya minimal 81m? dengan ukuran
laban mminimal %m x 9 dengan ketentuan pernakaian lahan
terschut tidak menygurangi lapanpgan upscara atau lapangar
olah raga; dan

i) jika sekolah tidak memiliki lahan vang cukup maka
pembangunan dapat dibangun bertingleat dengan ketentoan
kinstrukst bangunan bertingkat dircncanakan yaog tidak
lelvih diari 2 lantai, dengan svarat struktir banpunan di lantai
satu memenubn standar untuk dapat menampa atau
dibangun ruang di atasnya.

] Pembangunan - . .
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c} Pocmbangunan labaratoeriom IPA berikut perabotnya:

1] sekolah yang belum memiliki laboratorium IPA atau memilili
labaratorium [PA yang tidak memadeifdarurat dan lidak
scsual dengan pembakuan bangunan dan perabor sckolah
vang dikeloarkan  oleh Kementerian  Pendidikan dan
Kebudayaan;

] memilikt lahan 135m2 dengan ukuran lahan minimal
Om x 15m, dengan kerentuan pemakaian lahan terscbut tidak
tmenpurangl lipangan upacara atau lapangan olah raga, dan

i jika  sekelah odak memiliki lahan yang cukup maka
pembangunan dapal dibanpun bertingloat dengan kerentuan
konstruksi bangunan berringkat direncanakan yang tidak
lebih dari 2 lantal, dengan syarat soruaktur bangunan di lantai
satu  memenuhi standar  untuk  dapat menumpu alau
dibanpun ruang di atasnya.

2) BMF penerima peningkatan saranas

a)l Alat Pendidikan

I} Peralatan IPS, vaitu diperuntukan untuk sekolah wvang
memlnltuhkan dan belum mermpminyal peralatan 1PS atau
Jumlah peralatan yung dimiliki kurang dari kebatuahan,

Uy Peralatan matematika, yaity diperuntukan antuk sekolah
vang membuluhkan dan behim mempunyai  peralatan
matcmatilka acau jumlah peralatan vang dimilila kurang dan
Lebutahan.

iii] Peralatan laboralvrium IPA, dibagi menjadi 2 pilihan schagai
Beriboll:

(1] peralaran laboratorium 1PA Fisika yvaitu dipcrurtukan
bagl sekolah yang memnbatuhkan dan belum mempuiogai
alat tersebur ataw jumnlah alar vang dimiliki kurang dar
kebutuhan, serta sekolah tersebur mempunyar ruang
laboratorium IPA; dan/atan

(2] peralalan | .
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(2} peralatan laboratorium IPA Biclogt yaltu diperuntukan
agi sekolab yane membutuhkan dan belum mempunyai
alat tersebur aran jumlaly alat yang dimiliki kurang dari
kebutuhan, =serra Hekolah ferselnll mempanyan raang

laboratorium IFPA.

Perajatan pendidikan jasmani, olah rapa dan kesehalan
(PJOEK), wairyy  diperuniukan untuk sekolah vang
membutuhbkan dan helhlm mempunyan peralatan olah raga
atay  jutmlah  peralatan yang  dimdhilo kyurang dan
kelutuhan.

Peralatan senl budaya, yaitu diperuntubkan vuntuk sekaolah
vang membutuhkan dan helum mempunya peralaran sent
budaya atau jumlah peralatan vang dimiliki kurang dari
kebutuhan.

Peralatan taboralerium komputer, yaitu diperuntukan bag
seknlah  yang membutubkan dan  belum  mempunyai
peralatan terzebut, serta sekolab rersebut mempunyai

ruang untuk digunakan sebagail laboratorium kemputer.

Media Pendidikan, dipemintulkan uniuk sekolah vang memiliki
ruang kelas yvang memadal dan belom memiliki sarana media
pendidikan atau jenis dan jumlaby media pendidikan vang dimaliki
kurang dan kebutuhan.

Sekolah Penerima DAK Fisik Reguler SMA

Kriteria sekolabh penecima salab satu atau lebih bantuan peningkatan
prasarana dan/atau sarana pendidikan ShiA:

1] SMA penerima Peningkatan Prasarana Peradidikan:

ap rchabilitasi ruang belajar danfataun ruang penunjung lainnys

i

dengan lingkat kerusakan minimal scdang, baik beserta perabac
atau tanpa peraboloya:

kondist fizsik ruang Belajar rusak denpan lingkal kerusakan
lebilh besar dari 304, dan/atau

1) kondiss . ..
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kondisd fisik ruang penunjang lainnya rosak dengan tingloat
kerusakan lebih besar dar 30%..

bp Pembiangunan Ruang Kelas Baru (REKB) berikut peraboenva:

1]

pembangunan RKE diperuntulean bapi sekolah yang jumlah
ruang kelaznya helum mencukup dan bagt sekolsh yang perlu

menambah akses, dengat syaral memiliki lahan yang cukup
dan memadai: dan

iij jika sekolab tidak memiliki lahan vang cukup dan memarai

maka pembangunan dapar dibanguan  berlingkal dengan
ketentuan  konstraksi banpunan bertingkalt  yany
dircncanakan tidak [ebih dari 2 lantal, dengan syarat scruloer
bengunan di lantal sotu metnenuhi standar unluk dapat
menumpl bangunan ruang kelas di atasoya,

£] Pembangunsan laboratorium 1IPA berikut perabolnys;

111]

dana DAK fisik bidung pendidikan dapat digunakan untuk
membangun salah sata dan atay melenpkapi laboratoram
IFPA 3MA yang terdinl dari laboratorium kimia, lsboratorium
[1zika dan laborarorium biologi:

permbangunan ruang laboratorium IPA diperuntukan bagi
sekolah yang belum meroiliki naang laboratorivam 1PPA dan atan
belum memiliki riang laboratorium IPA secara lengkap;

memilikl tahan yang cukup dan memadas untuk melakukan
pembangunan laboratorium 1F4; dan

iv] jika  sekolah tdak memitiki lwhan vang cukup maka

pembangunan dapat dibangiin berfingkat dengan ketentuan
konstrukst banpunan bectingkat yang dircncanakan tidalk
lebuh dari 2 Jantai, dengan syarat serukiar bangunan di lantai
satu memenuhs standar untuk dapatb menumpo bangunan
laboralnrium di atasnya.

S EMA .
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2 EMA penenima peninpkatan sarana pendidikan:

#] Feralatan laboretorium TPA, dibagi menjadi 3 pilihan sebagai
bBenkuat;

L

g

peralatan lahoratorium  kimia, yaitu diperuntukan  bagi
zekolah yang membutubken dan belum mempunyal alat
terscbut  atau  jumlaby ulal yanp dimiliki kurang  dari
kebuwluhan, serta sekolaby tersebur telabh ememilik]l rosng
laboratarium kimig;

peralatan laboratorium faika yvaitu diperuniukan hagl sckolah
vang membutuhkan dae belum mempunyal alat tersebut atau
Jumilah alal vang dimibiki kurang dari kebunhan,  serla
seleolah tersebut 1elah memiliki ruang laboratorium fisika;

danfatau

peralalan  laboratorivmn biolegl yairu  diperuntuken hag
zekolah yang mermbuluhkan dan belum mempunyvai alat
tersebut  atou jumlah  alat yang dimiliki kurang  dar
kebutuhan, =erta sckelah teraebut telab memiliki ruang

lalwrcaterium hioslogl,

b} peralatan teknolopt  informasi den komonikasi,  yaitu

diperuntukan Thagi  seckelah  vang  belum  memiliki araw

kekurangan peralatan tersebut, dengan syarat memiliki ruang

laboratoanum kompuoter dan daya lisirik vang memadai.

). Sekolah penerima DAK Fisik Ponugasan SME

1] 3MK yang membuka bidang keahlian dengan urutan prioritas schagal
Berikual;

2

a} Agribisnis dan Aprotcknologi;

b Kemaritiman:

]

Pariwizala; Jan

d] Troeduzin Kreatdf Teknologi dan Rekayasa.

mennliki jumlah siswa pada bidang keshlian prioritas sckurang
kuranpghnya 108 siswa;

3] mekeogtah ..



PIESIGEM
HEFLIAL Y IHMDOHES LA

-13 -

3} sekolah vang berada di lokasi privritas pengembangan pendidikan

SMEK wailu:

4] Hawasan lndustri (KI):

—_—

kawasan Industri SEI

Kawasan Indusir Buung

kowasan Industri Morowali

Kawasan Industri Battaeng

Kmwwasan Industrn Ketapang

M. Irovinsi Lo
1. | Sumarera .-U[ara
Mangke
2. Sulawesl Utara
3. Hulawesi Tengah
q. Anlawes] Selatan an
a. ]{alimanraﬁnﬁarﬁt

k] Kawasan lnduste: Pacriwisatas

a1 Provinsi ! -Lukasi PricTitaz Z
. ! 1
L. Sumatera Ltars Danau Toba |
2 Jawa Tengrh EDrDhlJ-dUI'
. ] MNusa i Tenggars Labuan Eajc:
Tiroar
4. Banglka Belitunp T;njung Kelayvang
3. Sulawes] Tenpggata Wakf;t_;bl
B, Jawa Timur Gromo-Tenzgper-Semeru
_';?. - DIKI ._Ialmrl.:u Kepulauan t:%r.rihu
2 Banten Tanjung Losung i

D Mahakw . .
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Mo, Provinsi Lokas Prioritas
9. Maluku Utara Pulauw Morotla
10. - Musa Tenggara Mandalikea

Barat

Kawasan I'rioritas Wasinonal Ketnacitiman

E"" Provinsi Lokasi Prionitas
1. "."w.t:h - a Simeleu
» Bahang
2 Sumatera Barat » Kep. Mentawal
3. Bengkulu * Enpggana
. Kepulanan F.‘i;;:_u = Natuins
» Kep. Anambas I
A ‘ Kalimantan Utara « Hunukan
Efn._ Kalimancan Tinr » Geraly l
7. Sulawesi Tenprara a Buion &clatan I
2. i Sulawesi Utara » Kep. Sangihe
| ¢ hep. Talaurl
9. busa Tengeara Timur| « Alor o

= Rote Mz

10 Maluku . . .
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Mrew. Provinsl Lokasi Prioritas

10, Maluku + Kota Tual

o Wi

a Saumlaki

11. Maluku tara s Pulau bMorotas

12 Papua a Timika
w Meranie
* Sarmi

« Biak Numler

d] Kawasan Pertanian

Kowasan pertamian adalah wilayvah yanp dikembangkan scbhagai

kawawan pertanian vang ditetapkan oleh Kementerian Perlanian.

4] Jika tidak terdapat sekolah yvanp berada di lokusi pricritas, maka
pemilihan lokasi dapar diperluas denpgan lelap memperhatikan
urutan priontas bidang keahlian sesoa natire 1).

o) untuk pembangunan ruang praktik siswa [RI'S), disyaratkan sekolah
mermuliki lahan siap bangun dengan luas minimal 108m2 denpan
ketentuan pemakalan lahan tersebut tidak mengurangi lapangan
upacara atau lapangan olah raga.

6] jika sekolah tidak memiliki Jahan vang cukup malka pembanganan
EPS dapal dibangun bertingkat dengan  ketentuan  konstruksi
bangunan berangkat direncanakan vang tidak lebih dan 2 lantai,
Pembangunan di lantai 2 jdua)/diatas  diperkenankan  apabila
diperniihi kriteria sebagal berikuae:

4] Bangunan lantar 1 (satu) atau bangunan eksisting, teiah
dipersiapkan konstruksuiya unfuak hangunan berlantal duaa;

b Pelaksanaan pembaogunan di lantad 2 [dua), ddak melebihi hatas
jadwal maksimal pelalsanaan dan biays saluan keglatan vang

telah dicctapkan untuk musing-masing Kabupaten/ Kota.

7} Pengadaan . . .
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7] Penpadaen peralatan praktik utama siswe SME disesuaikan

dengan kebuluhdan masing-masing bidang keahlian prionitas,

1.4. Tatacara Pelaksanasn Kegiatan
1.4.1. Ketentuan Umum
Pelaksanaan kepiatan DAK Fisik bidang pendidikan mengikutl ketentuan-

ketentuan sebagai berikual:

1. Kcgiatan peningkstan prasarana pendidikan dilakukan oleh Panitia
Pembanpunan di Sekolah [(P28] yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah
peneriina alokasi DAK Fisik sccara swakelola sesuai dengan ketentaan

peraturan perundang-undengan;

A, Pelaksanaan keglatan prasarana pendidikan ditingkar sekolab:

i. Pelaksanmran peningkatan  Pelaksanaan peninplatan  prasacans

pendidibkan dilakukan secara swaleelola olbh P2E dibania oleh tim
teknis yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan FProvinsifKabupater

kota, kecuali untul sekolnh vanp berada di Provinsi 1fapua dan

Frovinsi Papua Barat.

. P25 terdin dari unsue sekolab dan masyarakat selatar sekolah, vang

dipilih elan dibemuk secara musyawarah dalam foromn rapat sekolah,

11, Susunan P28 melipuli

1.

nal

:’.,.."I

Penangpging Jawab yaitu kepala sekolah bersanpgkutan;

Ketua yaitu salab seorang guru tetap (bukan kepala seknlahy dj
sekolah bersangkulan;

Sekrelans yaltu wakl wali murid sekolah bersangkutan;
Bendahara waitu guru di selwolah bersangkutan; dan

Penanpgungjawab Teknis yailt wakil wall murid atau masyarakat
setempat.

b. Proses pernbentukan P25

i. kepala sekolah bersama kornite sekolah melaksanakat rapal denpan
ayenda;

l. penjolasan . .
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1. penjelasan tentang DAK;
2o pepelasan lenlang pembentukan F25;

4. penjelasan tenlang krtena dan mekanisme pemiliban kerga,
sekretans, bendahara, serta penanggungjawaly telnis; dan

4. penjelazan toniang tugas dan tanggung jawab P25,

- susunan dan numa-nama P25 dipilih secera musvawarah  dan

muiakat:
apabila tidak tercapa mufakat dupat dilakukan melatui voting,

hasil rapat pembentukan P28 dituangkan dalam  Berita  Acara
Pembentukan P25 dan

berdasarkan hasil rapat dan berita acara pembentukan 725, kepala
sekolah menerbitkan Sural Kepulusan tentang P2E.

. P25 berlugas dan bertangpungjawakbs:

L.

.

iii.

v,

¥l

vl

menyusun  rencand  pelaksanaan  kegiatan  rehabilitasi danfatau
pembangunan yang terdiri dari (1) gambar rencana fkerpa, {2) rencana
angparan blaga, (3) rencana kerja dan syarat-syarat (4 jadwal
pelaksanaan, sesuai standar tekris prasarana pendidikan;

melaksanakan kegiatan peningkatan prasarana pendidiken secara
swakebnla;

mermilih dan menetapkan pekerja scaval dengan keahliannya;

membuat inforomas [ papan nama kegiatan;

- membuat informasi femtang pelaksanaan o papan pengumuman,

melakukan dekumentasi penerimaan, pengeluaran dana dan kegiatan
terkail, dan dokumen rersebur harus becada di sckelah:,

menyusin laporan tekniz dan mempertangpungjawabkan realisasi
pengepunaan dana dan pelaksanaan kegiatan peningkatan prasaraca
prodidikan berikul reslisasi pengpunean dananya kepada Wreprala
Sckolah; dan

wite. melakukan . . .
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vill. melaukukan Serah Terima Hasil Pelerjaan peningkatan prasarana
pendidikan dengan Kepala Sekolah.

Kegiatan  peningkatan  satana  pendidikan dilakukan  olelh  dinas
pendidikan  provinsi/Kabupaten/kela  melalui pemilihan penyedia

barang/|asa scsual dengan ketentuan peratucan perundang-undangan;

Provinsi dan kabupaten/kota penerima alokasi DPAK Fisik pendidikan
mengalokasikan DAK sesual larpel output tahun anpgaran berkenaan
yvang tclah ditctaplkan,

Flarga satvan prasarana pendidikan berpedoman pada standar biava
konstruksi bangunan sekolah seluruh Indonesia yang dikeluarkan olch
Kermenlerian Pekeraan Umum dan Perumahen Rakyvat,

Pengadadan  sarana poendidikan dilakukan  dengan  mengpunakan
mekanisme e-purchasing berdasarkan katalog clektronik (e-catalogue) sesuai
keremivan peraturan perundang-undangan. Hanya jika mekanisme e-
rurchasing tidak dapat dilaksanakan, maka dapat dilakukan melaluoi
mekanisme e-tendering,

Mckanisme pembayaran terhadap proses pengadaan scbagaimana
dimaksud pada butir 4 dilakukan secara non tunal (cashless] sesaal

ketentyan peraluran perundang-undangan dan

Provinsi/ Kabupaten fkota menpoptimalkan alokasi DAK Fisik  Bidang
Fendidikan  tahun  anggaran berkenaan dalam rangka pemenuhan
slandar sarana dan prasarana peadidikan untuk mencapail standar
nasional pendidikan,

1.4.2. Eetentuan . .
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1.4.2. Eetentuan Ehusps

1. Bagl daerah yang terkens danfatag dalam hal tegjadi bencana alam, DAK
Fisik Bidang Pendidikan dapat digunakan secara kescluruhan untuk
rehakilitas) dan/atau rekonstruksr bangunan satuan pendidikan sesyal
keburnhannya, dengan menyampaikan pemberitahuan pengpunasn dana
kepada Menter Pendidilzan dan Kebadayaan,

2. Becnecana alam sebagaimana dimaksud pada Dudr 1 merupakan hencana
alam yang dinyatakan sccara resmi oleh Gubemur/ Bupati/Walikota sesuan

Eewenangannya,

1.4.3. Pelaksanaan Hegiatan DAK Fisik Bidanpg Pendidikan di Wilayah
Provinsi Papua dan Papua Barat

Felaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan untuk wilayah Provinsi
Fapua dan Provinsi Papua Barat dilakukan oleh dinas  pendidikan
provinsif kabupaten/kota dengan menggunakan  metode penyedia
barang/jasa berdasarkan Peraruran Presiden Nomer 34 Tahun 212 tenlang
Pengadaan  Barang/fJasa  Pemerintah Dalam  Rangla  Percepatan
Pembangunan Provins Papua dan Provins] Papua Barat.

1.5. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Keglatan

Fenilaian kinerja dilakukan terthadap @ (1} kesesuvaian hasil pelaksanaan
penggunaan DAK Fisik  Ridang Pendidikan dengan ketentuan Peraturan
Presiden i {2) pencapaian sasaran kegiatan yang dilaksanakan; (3} dampak
dan manfaat pelaksanasn kegiatan, dan (4) keparuhan dan  Kerertiban
pelapHaran,

Pclaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan oleh pemerintazh  provinsi/
kabupalen/kota vang tidak seswdl denpan petunjuk teknis berakibat
peniluian kineria yang ddak baik.

Bag . .
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Bagi Daerah yang mendapatkan alokasi DAK Fisik Bidang Pendidikan tahun
berkenaan tetapl tidak melaksanakannya pada tahun anggaran berjalan
maka TDaerah terscbut dinvateken pagal dalam melaksanakan kepgiaran
prioritas nasional bidang pendidikan.

Kinerja penyelenggaraan DAK Fisik Bidang Pendidikan akan dijadikan salab
satu pertimbangan dalam  usulan pengalolasian DAK  Fisik Bidang
Pendidikan pada tahun berikutnys.

Penyimpangan dalam pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan dikenalean

sarksl sesual peraturan perundang-undangan,

Adapun indikalor vang digunakan untuk menilal kinerjs pelaksanaan DAK
Fisik Budang Pendidikan adalah scbapgai berikut:

ASFER KINER.JA INBIKATOR KINERJA

. Kesesuaian hasil Kesesunian dokumen percncanaan tim GAK
pelalksanaan denpan julnis dengan potonjuk teknis

Kelenpkapan dokumen perencanaan kegialan

pengadaan sarana pendidikan

kRoscsuaian Felaksanasn Kegiatan Prasarana
gacari swalkelols dengan Potunjuk Teknis

Eesesvaian haml prlaksanaan penetapan
selialah penernma OAE dongan Potunjulk Telnis

kesesuaian hisil pelaksanaan pekerjaan sarana
prendidikan denpan spesilikas teknis

Pencapaian . ..
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ASPEK KINER.JA INDIKATOR KINER.JA

FPencapaian sasaran kegiatan | Kesesualan pemetasn denpan sasaran

prasatanA pendidiban DAK

Kearauaian pfrmf:taan ij_"]'IEE.]'] S8 SHTHT] SATLIIEN

pendidikan DAK

Pencupaign sasaratn kegiatan prasirani

Pencapaian sasaran Koglatan sarana

Dampak dan manfaat Dampak kepiatan DAK pendidikan

Manfaat kegiatan 12AK pendigdikan

Kepatuhan dan ketertiban Kepatuhan dan Eetertiban Selkolah dalam
pelaparan. peayusundan Laparen Alhir

" Kesexuaisn luparan kemajuan pekerjaan dan
luprrran akhir selolah denpan Jukniz

Kepatuhan don Ketertiban Provinaif Kab) Kota
dalam peoyuzunan Laparan Akhir DAK

2. BIDANG . . .
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Z. BIDANG KESEHATAN DAN KELUARGA EERENCANA
2.1. Bidang Kesehatan

2.1.1. Arah Kebijakan

Meningkarkan akses dan kualitas pelavanan kesehatan dasar, pelayanan

keschatan rojukan dan pelayanan kefarmasian setts peningkatan kegiatan

promotil-preventil  dalam  ranpka mendukung  Program  Indenesia  Schat

[Paradigma Sehat, Pelayanan Kesehatan dan JKN) melalui pendekatan keluarga

unluk meningkatkan derajat kesehalan masyarakat dan meninplkackan

pemceratan pelayanan kesehalan terutama di dacrah perbatasan dengan Negara

telangpa, tertinggal, terpencil, dan kepulavan.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran

Tupuan:

1. Memungkstkan ketersediaan sarana, prasarana dan alal yang sesual standar
di K53 Fwukan Nasional, Reypional, Provinsi, BS Daerah Pricritas:

4. Meningkatkan ketersediaan Sarana, Prusaruns dan Alat di Puskesmas yang
memenuahl standar;

- Mermingkutkan ketersediaan Rumah Sakit kelas D Pratama;

= g

Menmingkatkan ketersediaan ohat dan vaksin esensial pada Puskesmas,;

&

Menuingkatkan ketersediaan Instalasi Farmasi di Kabuparen/Kota uantuk
melakukan pengelolaan obat dan vaksin,

Basaran:

1. Dhnas Keschatan PMrovinsi/Kabupaten/Hora, beserta Unic Pelaksana Teknis
{UPT}- nva rermasuk puskesmas di daerah perbatasan nepara, terpencil,
tertingpal dan kepulauan;

2. RSEUDL Ewukan Nasioonal/Regional/ Pronnsi:

Tl

Rumah Sakit Daerah Non-Rujubian Masionalf Regional f Provinsi; dan

9. Huraeh Sakit Kelas D Pratama.

2.1.3. Roang . . .
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2.1.3. Ruanyg Lingkap Kegiatan
Menu kegiatan DAK Fisik Bidang Kesehatan adalah kegiatan yang dikerjakan
oleh SKPD/UPTD Kegehatan vang dilviavaj DAK bidang kesehalan dalam ranpgka
meningkatkan ity pelavanan keschatan scsual Prioritas Masional dalam
Rencana Kerja Pemerintah.
2.1.4. Tatacara Pelaksanaan Keglatan
1. DAK Fiaik RBeguler

a. Subbidang Pelavanan Kesehatan Dasar, diarabikean unrake:

Pemenuhan standar puskesmas sesvai Peraturan Menfer: Kesehatan
tentang Pusal Kesehatan Masyarakat. Sctiap SKPD harus memperhatikan
pricritas menu  leegiatan DAK  Fisik Bidang Kesthalan Subbidang
Pelayanan Kesehatan Dasar dan prioritas sasaran d1 wilayah kerjanya
{kecuali dalam kondisi force mofod.

Setiap lokasl Kegiatan yane diusulkan dengan pembiayaan DAK Fisik
Bidang Keschatan ditetapkan dengan Surat Kepallusan Kepala Dacrah.

Urutan peiocitas menu kegiatan DAK Fisik Repguler Bidang Kesehatan
Subbidang Pelayanan Kesehatan Dusar sebagai berikut:

1] RenavasifRebabihtas Puskesmas
4] Pembangunan:
a} lrskezmas Barw
bl Gedung untuk Peningkatan Fungs: Puskesmas
o Gedung Public Safely Center (FSC/Puzat  Pelayanan
Keselamatan Terparhy] unbuk sistem penanpgulangan CGawat
Darurat Terpadu {(SPGDT) oleh Dinkes Kabupaten/ Kots;
3 Penyediaan Alar Kezehatan di Pushesamas
al Ponvediaan Bet Pemeriksanaan KlA, KB;
bl Penyecican Set Pemenilizanaan Ul
o) TPenvediaan Ser Minor Surpery
d] Penyediaan Set Laboratorivm;
g} Penyecliaan vaceince carier;
f)] Penyediaan Promkes Kit,
gl lPenyediaan Unnt Keschatan Selolah [UKS) Ki;
h] Penyediaan Sanitartian Kit

1) Penyeriaan .
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Fenyediaan Posbindu Kit;

Penyediaan Alar Pengendalian Penyakit Paro Obstruksi Kronis
[PPOK] dan Asma;

FPenpedhaan Kit Detekst [hni dan Tindak Lanjut Cancerp Leher
Faliim;

Pengadaan Alat Medik Pelayanan Keschatan Bayi Baru Lahir;
Fenyediaan Skrnnning Kit daa Media Penyuluban anigk
Atimulas: hinl Peotumbuhan Perkembangan Anak,

becia KIE Pelayanan Keschatan Peduli Romaja {FEPR);
Penyediaan Set Pemeriksanaan Gigl dan Mulut;

Penyediaan Alat Kesshatan untuk Poskeamas Wahans
Pendidikan LLE yang menjadi prioritas,

4] Penyediean Pusling Single Gardan, Dowble Gardan, Pusling Air,
Kerdaraan EKhusus Roda 2 unmk Mendukung Pelaksanaan

Program Kesehatan di Puskesmas, dan atau Ambulans Transport:

al
k)

<)
d}
)

iy

£)

Fenyediaan Instalasi Penpolah Air Limbah {1[?AL);

Pcoyvediaan Prasarane Lisrrik untuk Puskesmas [Generator
setf Eoergl Terbarukan),

Penvediaan [Prazsarana Air Bersih uniubk Puskesmas;
Pengadaan Peranpgkar Sislem Infurmasi Keschatan;
Pengadaan Mesin Fogping;

Fenvediaan Perangkat =istemn informasi dan kommunikasd
untuk PRC/SPGDT,

Penvediaan Paket Telemedicine untuk Puskesmas,

—) Penyediaan sarana berpetak:

al

b]

Pusling 3mgle Gardan, Uouble Gardan, Pusling  Air
Kendaraan Khusus Roda 2 untuk Mendukunp Pelaksanaan
Program Keschatan di Puskesrmas, dan atag Ambulans
Transport;

Peryedizan Ambulans Emergensi;

Uraian lchih detail temtang kepiaton DAK Fisik Repuler Bidang

Kesehatan Subbidang Pelayanan Keschatan Dasar adalalh sebagai
berikoag;

a, Renovas: . ..
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a. Renovasi/Rehabilites: Puskesmag

1} Renovas] Russk Scdang dan Berat Bangunan Puskesimas
termasuk Eumah Dinas Tenapa Kesehatan

Ay

13

Persyaratan

Puzkesmas dengan kondisi rusak sedang atau berar
dengan  bukti pernyaraan Dinas  Pekerjaan  Umum
seretnpat lentang kondist banpunan risak sedengf berat
setnhges perlu direnovasi; tersedia surat kepatuisan yang
ditandatangani  oleh  Bupati/Walikota  yang  akan
dirennvasi,  Renoyvasi puskesmas  dilakulkan  unruk
memperbaiki roangan/pedung puskesmazs  dengan
mcngubah  arsitektue bangunan  puskesmas,  Jika
renovas! mengharuskan penambahan Was bangunan,
maksa harus dilakukan perubahan pada aset hanpunan
sesual perataran wyang berlaku, Renovasi bangunan
Muiskesmas, tidak diperkenankan hanya unruk renovasi
rurnial chinas tenaga kesehatan,

Persyaratan lain terkait dengan Renovast Rusak Sedang
dat Beral Banpunan Puskesmas akan diatur lebib lanjul
olen Mentert Tekenis terkait

2] Kehalililasi Sedang dan  Berat Bangunan  Puskesmas

termasuk Rumah Dinas Tenapa Kesehatan

aj

Persyaralan

Puskesmas dengan kondisi cusak sedang atauw berat
dengan bukli pernyataan Dinas Pekerjaan  Umnuam
sctempat tentang Kondisi bangunan rusak scdang/ berat
sehingga perlu diperbaikif rehabilitasi; lersedia surat
keputusan yang ditandatanpani oleh Bupati/Walikals
terkait puskescrnas yang akan direhabilitasi. Rehabdlilasi
puskesinas  dilakukan tanpa  mengubab arsitektur
bangunart puskesmas dan tideak menambabe  luas
bangunan puskesmas, Rehabilitast bangunan
puskesmas  tilak  diperkenankan  hanys  uniuk

rchabilitasi rumnah dinas tcnapa kesehatan,

k) Pocrsvaratan . . .
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Persyaratan lamn tentang Rehabilitasi Sedang Dan Berar.
Bangunan Puskesmas Termaszuke Eumah Dinas Tenapa
Hesechatan akan diatur lebih lanjur oleh Mentert Teknis
terkait

b Pembangunan Puskesmas
}) Pembangunan Bara Puskesmeas

Pembangunan hary puskesmas meliputl: pendirian baru

puskesmas dan relokasi bangunan puskestnas.

a]

b

Fersyvaratan

Adanyva lelashan yang memuoat penjelasan dan analisa
keburuhan  puskesmas  dari Dinas Kesehatan
KabupatenfKota, vang diketabuar nleh Dinas Kezehatan
Provinsl, anlara lain: pemekaran kecamatan vang belum
mempanyal  puaskesmas; kepadatan  penduduk vang
tingsl {jumlah pendudak lebih dari 30000 per wilayval
kerja puskesmas] dan arau wilayah kerja sangatl lows;
puskesmas dapat direlokasi dengan krireria berada <
daerah rawan bencana alam, kendhk, adanya palur hijay,
perubahan fats miang wilayah, lerjadinys masalah
hukmn pada Ilokaz sk bangunan; pembangunan
relokasi puskesmas fetap berady dalam satu kecamatan,
FPembmngunan bara puskesmas tecrmasuk penyediaan
alal keschatan, rmumah dinas tenaga kesehalan, papar,
meubelair, prusarana di puskesmas. |
Fersyararan lain tentang Pembangunan Baru Puskesmas

akan diatut lebih lanjut oleh Menteri Teknis terkait

2] Pembangunan  Gedung  untuk Peningketan  Fungsi
Puskesmas

Fembangunan gedung untik peninglkatan fungsi puskesmas
dapal disertal denpan penvedisan alat kesehatan, rumah

dinns tenaga keseharan, papar, meubelair dan prasarana di
pruskesmas.

a)

Pembangunan Gedung Puskesmas MNon Rawat Inap
untuk dittngkatkean menjadi Puskesmas Hawat Inap.

1] Perswvaratan . .
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1) Dcrsvaratan
Adanya telahaan dari Kepala [DMnas keschatan
Kabupalen/Keola yang memuat  pengelasan  Jdan
analisa kebuatuhan akan adenya Puskesmas Rawat
Inap yang diketahu oleh Kepala Thoas Kesehatean
Provinzi. Pembangunan pedung Puskesmaz Non
Rawal Inap dilinghatan menjadi Puzkeamas Rawat
Ilnap diprioritaskan  untuk dacrah  terpencoil,
perbalasan dan kepuldauan,

1 Persyaralan Lam lentang Pemmbanpunan Geduog
Puskesmas Non Rawat Inap untuk Ditimgkatkan
menjadit Puskesmas Eawat ITmap akan digtuar lebih
lanjut aleh Menter: Tekhiz terkait.

Pembanpgunan Gedunp Puskesmas unluk diliogkatkan

menjadi Puzkesmazs  Rawat  Inap  Mampu  PONED

[Pelayanan Ohstelr Neonalal Emergenst Dasar).

Dalam ranghks mendebathan  akses penangan  gawat

darucal absteitt dan neonalal, Puskesmas Rawal Inap

perlu dilengkapi dengan PONED.

i) Persyaratan
s Lokasi dan persyaralan Puskesmas Rawat Toap

Mampu PONED mengacu pada Pedoran
Penyelengzaraan Puskezmas Mampu PONEL.

+ Adanya telaahan lebutuhan puskesmas PONED
dari Dinas Keschatan Kabupaton / Kota.

+ Kezanpgupan Dinas Kesehatan Kabupaten/kota
untuk  rmemenobl ketenapaan dan beays
operasional puskesmas yang dinyatakan denpan
surat  pernyataan Kepala  Thnas  Kesehatan
Kabupaten fKota.

o Kesangpupan K2 mampu PONEK untuk
melakukan pembnnast Kepacla Puskesmas Mamp
POMED clalamm lieentrgle sugrat pernyalasan

kezsanggupan dari Direktur Bumah Sakil.

« Terscdia, ..
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+ Tersedia analisiz biaya Kentruksi vang dikeluarkan
dimas teknis sctempat {Dinas PUJ tetnrang pekeraan
terscbut dan  terdapat  dokumen perencanaan
(DT, RKS, dan RAB) vang dibuat oleh konsullan
perencana fmninal pada sane tahun anggaran
sebelumnyy,

] Persyaratan iain tentang Pembanpunan Gedung
Puskesmas untuk ditingkatken menjadi Puskesmas
Rawat lnap Mampu PONED akan diatur lebih lanjarc
olch Mentert Telonis terkatt.

Penambmhuan Ruangan Puskesmas

Penambahan 1uangan  puskesmas  dalam rangka

peningkatan  pelayanan  keschatan menpacu pads

Peraluran Menten Keschatan tentang Pusat Keschalan

Masyarakar. Pelaksanaan penambahan ruangan harus

memenithi persyaratsn scbagai benlout:

1] Dersyaratan
- Acdanya telaahan  penjelasen dan analisa

kebutuban  penambahan ruangan olch Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota vang diketahwi oieh
Dinas Kezehacan Provinsi,

- Penwmbaban ruangan puskesmas vang diusulkan
memminyal jumlah ruangan puskesmas lebih
seclikit dari yang tercantum  dalam  Peraturan
Mcenteri Kesehatlan Nomor 75 Tahun 2014,

. Fenambahan ruangan barnw harus dibanpun di
dalam satu lingkungan denpan puskesmas,

i} Persvaratan  lain  tentang  Penambahan Ruang
Puskesmas akan diatur lebih lanjul oleh Menter
Teknis terkair,

Pembangunan Gedung Public Sofety Center [PSC/ Pusar

Pelavanan Keselamatan  Terpadu) untuk Sistem

Penanpgulangan CGrawat Darurat Terpadu (SPGDRT) eleh

Dinas Kesehatun KabupatenKota.

1 Perayaracan . . .
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1] Persyardlzan
»  Telah memiliki repulasi untuk Pembentukan PSC
119 SK/PEEDA/PERBLIP/PERWAL)

s Lokast PSRC 114

Jika Lokasi PoC 119 dilempatkan pada lahan
kosong vang akan didinkan bangunan unouk PSC
119 maka dipersvaratkan labhan tersebur tidak
bermasalah dinvatakan  dengan  surat kepala
dacrah  seteropal aau sumat  lain vangp  dapat
membuktikan keabsahan dan kepemilikan lahan
dan  melengkapl  dengan sural permyataan
kesanggupan daecrsh terkait peryediaan  tenaga
untuk operasional PSC 1149,

up Fersvaratan lain teotang Pembanpunsn Gedung Pubiic
Scufety Cenfer akan diatur lebih lanjut clch Menterd
Teknis terkaic
Fenyediaan Alat Kesehatan di Puskesmas
Fetiyediaan peralatan kesehatan digunakan untuk puskesmas
yang belum memiliki alat, kerusakan alat atau mengganti alat
yvang tdak berfungsi antara  lain:  [1}  Penyediaan  Set
Femeriksanaan KA, KB (termasuk untuk melenpgkapi peralatan
kesehatan di vuang KIA/ KB, ruang persalinan dan ruang rawsat
Praska persalinan); [2) Penvediaan Sct Pemeriksaoasn Umum
lermasuk uatuk melenghapt peralatan kesehatan di ruang
pemeriksaan umum, ruang tawat inap, ruang slerilisasi dan
ruang [armasi); (3) Penvediaan Set Minor Surgery [termasuk
untuk melengkapi peralatan kesehalan di ruang tindakan dun
gawat darucal]; {4) Penyediaan Set Laboratorioun; [5) Penyediaan
St Femeriksanaan Gigi dan Muolut; (8] Penyediaan vaccine
carier, [V} Penyediaan Promkes Ki (8] Penyediaan  Unit
Kesehatan Sclalah [UKS) K1t (9 Penyedinun Sanitarian Kt (10]
Penycdiaan Posbindu Kit, {11] Penvediaan Alat Pengendalian
[Pergyakit Paru Obstrukesi Kronis (FPOK) dan Asma;

(121 Pchyediaan - . .
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112} Penvediaan Kit Deleksi Dini dan Tindak Lanjut Kanker Leher

Rahim; [13) Pcngadaan Alat Medik Pelayanan Keschatan Bayi

Baru Lahir, ([14] Penyediaan Skrinmng K dan Media

FPenyuluhan untuk Stimulasi Dini Pertumbuhan Perkembangan

Anak, {13} Media KIE Pelayansn Kesehatan Peduli Rergju

(FKFE) dan (16} Penyediaan Alar Kesehatan untuk Puskesmas

Wahana Pendidikan DLP yang menjadi prioritas: a) Pemanas

Inflamasi, b fulse Oksimetry, ¢] AED, d) USG, ] EKG, {} X-ray

viewing Bok, g) Alal Punch Biopsi, h) Alar Cryothrapy, i| Speeinen

Transport tube, j) Cold Specimen Transport Box, K} Spirmneter,

I] Spatula Ayre, m) Cervix Dilatator, n) Colposcop, o) Dopton

[Doppler Fetel Monitar, p) Sthoscope, o] Ophtalmoscope,

Feralatan nesor (1} sarnpal dengan (8) mengacu pada Peraturan

Menteri Keschatan ieotang Pusat  Kesthatan Masvarakar,

peralatan notoar (9) mengacu pada Poraturan Menteri Kesehatan

tentang Penyelengearazn Pelayanan Kesehatan Lingkungan di

Puskesmas dan peralatan nomor [10] sampai dengan (15)

mengacly  pada Peraturan  Menteri Keschatan tentang

Fenanggulangan Penyakit Tidak Menular, dan Peraturan Menten

Kcschatan tentang Pengendalian Kanker Pavodara dan Kanker

Lelier Rahitn.

Hebutuhan  akan  adanwvs  peralatan kesehatan perlu

mempertimbangkan beberapa hal sebapni heriloute:

I Dipcruntukan  bagi  puskesmas  yang mempunyal  set
peralatannys tidak lengkap, Set peralatan tidak lengkap jika
Peralatan dalam ser tersebul minimal 20% tidak berfungs,
dinyatakan rlengan surat pernyataan kepala dinas kesehatan.

2) Tersedianva sarana penunjang, antara lain: sumber liscrile, air
bersity mengalit, Tuang pennjang.

3 Tersedianva surat pernyataan dari Kepala Dinas Keschatan
Kabupaten/Kora TNl lenaga Yang TATIEL
tnenpoperasionalkan alal kesehatan.

4} Tersedianva data inventarisasi poralatan puskesmas di ASPAK
{Aplikasl Sarana Parasarana Alat Kesebhatan).

2} Diutamakan . . .
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O} Thulamakan mengusulkan peralatan yang terdapat di dalam

c-katalog detgan persyaratan sesual dengan spesifikasi yang

dibwitubhkan puskeamas dan peraturan perundang-undangan

vang  bevlaku, Jika tdak, meka menggunakan  tiga

pembanding dari perusahaan vanp mempunyai 1PAK (Izin

Penyalur Alat Kesehartan) uniuk jenis alat tersebut dilampin

Justifikas vanp di tanda tanpani Kepals Dinas Kesehatan

Kabupaten, Kota,
tl. Penycdiann [nstalasi Pengoiah Air Limbah (IPAL)

1} Persvaratan

al

=

o]

bu

Fuskesmas tersehut helum  mempunyvai  intalasi
pengolahan limbah atan sudah mempunyai instalasi
prngolahan lmbah rapi dalam kondisi masak 0%,

Bagt puskesmas yang sudah menuliki tapi dalam
kandisi rusak didukung dengan surat peroyataan
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Koda dan Kepala
Badan Linglungan Hidup Kabapaten/Kota.
Mempunyal lahan map banpun, lahan ddalk dalam
senpgketa, mempunyal  sertiikal  tanah, sudah
dilakukan perataan, pemadaian dan  pematangan
lanah,

Perhitungan pengadaan nsalesi pengolah linbah
tlilabkukan berdasarkan analisa kehuruhan,
pertimbangan  operasinonal serta kondizi dan  letak
peopralis/topograli daerah,

Fengelolaan  limbah  puskesmes  harus  memenuln
pereyaratan  dalam  Keputusan Menteri Kesehatan
tentang Pedoman Penyelengearaan Kesehalan
Lingkungan Puskesmas.

Garansi instalasi pengelah limbabh minimal | fsar)
tabun.

Giaransl purna jusl instatasi pengolah limhah minumal 5
(Mmaj tabun.

Pernyedia jasa wajib melakukan pelatihan pengoperasion
dan pemeliharaan [PL bag petupas puskesmas.

i Penyedia | ..
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Penterlia jasa wa)lb membenkan Standar Qperasionnal
Prosedur {B0P) dan Standar Minimal Pemcliharzan
[SMP} instalast pengolah hmmbab dalam bahasa
Indonesia.

Penyedia Jasa artan puskesmas wajil mengurus §in
operasional 1PAL [hin pembuangan limbah cair) ke
kantor/badan lingkunpatt hidup sctempat =zesuai
dengasn peraturan yang herlaku,

Puszlkeamas yang menghasilkan limbah caic atag lmbsh
padat yang mengandung atau terkena zat radicalktif,
pengelolaannys dilakukan  sesusi keteniuan  Batan
(tdak dimaszubkan ke [PAT]

Persyardlan lain tentang Penyediaan Inslalasi Pengolah Air
Limbah {IPAL} altan diatur lebib lanjut oleh Menteri Teknis
terbeair.

Penyediaan Prasarana Listrk untuk Puskestmas {Generofor

set/ Encrpl Terbarikan)

Penyediaan prasorana liscrik untuk puskesmas antara laine: 1)

Cenerator sat; 2] Pembmngkit Listrik Tenaga energi tecbarukan

sepertl Soler cellf panel surva dan Mikrohidro.

irj {Gemerator sct

Fungsi generuiur set adalah untuk memberikan suplai daya
listrik pengeant alternatif unifk alat-mlat Yang
membutuhkan listrik sebagni sumber tenaganya, saal listrik
PLN padam.

g

Persvaratan
= Puskesmas lerscbut belum mempunyai genset atau
sidah mempunyai  genser  tetapi odak dapat
berfungsi.
« Menvediakan lshan dan  rumah  penset guna
menempatkan genset tersehur,
= Pengadazn kebuiuhan ponset dilakubken berdasarkan
analisa  kellituhan  dengan mempeciimbangkan
operasional serta pemehhacaan.

« {imransi .. .
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e Crarats pucna jual minimal 1 (satu) tahun.

* Penyedia  jasa wajib melakukan  pelatihan
pengoperasian dan pemelihsraan gensce bagi petugas
puskesmas,

= Peoyerha jasa wajib membcerikan Standar Operasional
Irosedur (80P dan Standar Minimal Femelibaraan
(SME) dalam Bahasa Indonesia,

= Penyedia Jass atan puskeamas wajib mengurus jin-
i apabila diperlukan,

1) Persyaratan lain tentang Generator sef akan diaour lekib

lanjut oleh Menteri Teknis terkait,

Sofar Cellf Panel Surya
Folar Cell atau panel surya merupakan encrepl alternatif
setelah PLN; Generator set [Genset] untuk puskesmes vang
bevada i daerah yvang sulit mendapatkan bahan bakar
Selain menpghasilkan  cnergi liseeik,  solar cell udak
merumbulkan poluai udara dan juga tidak menghasilkan pas
busng rumah kaca [green Rouse gas) yang pengaruhnya
dapar merusak ckosistemn planet burm kita.
1} Persyaratan

v Puskesmas terseliug belum mempunyal cncrgi alternatif
lain sepertl Genser araw swdnh mempunyal solar cell
totapl tidalk Decfiangs,

+ Dengadaan ketiiuhan solar cell dilakukan berdasarkan
analisa keburuhan dengan memperliimbangkan kondisi
tlasrah puskezmas terge bt than denpan
metnpertimhangkan aperasional dan pemeliharaan.

¢ Garans purna jual munimal 1 (sam] tahon.

» Penyedia jasa wajib melalukan pelatihan pengoperasian
dan pemeliharaan silar cell bagi petugas puskesmas.

» Penyedia jasa wajil mermberikan Standar Operasional
Frosedur [30F) dan Standar Minimal Pemneliharaan
[5MP) dalam Bahasa [ndonesia.

« Penyedia .,
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= Penyedia jasa atau puskesmas wajib menpuras ijin-ijin

apabila diperlukan.
11y Persyaratan lain tentang Sofar Cell akan diatur lebih lunjut

vleh Montert Telenis terkait

Fembangkit Listrik Tenaga Mikrohidrojtermasuk dari cnergi
terbalmralkan yang laing
Pembanpkit listmle tenaga mikrohidre merupalkan energs
alternatil  setelah  PLNJ Generator set [Genset])  untuk
puskeamas vang berada di daeral yang sulit mendapatkan
traban bakar terapl mempunyai shiran sungal yang dapat
dimanfaatkan untulk hal fersetud,
1} Persyaratan

» Puskesmas tersebut belum mempunyai energi alternatif
luin sepertl genset atau sudah memplinyai pembangkit
stk tenaga mukrehidro tetapi tidalk berfangsi,

* Pengadaan pembangkit  listrik  tenags mikrohidro
dilakukan berdasarkan analisa kcbutuhan denpan
mempertimbangken kondisi daerah puskesmas
tersecbut, dan dengan mempertimbanglkan operasional
dan permeliharaan.

= {faransi purna jual muumal 1 (sa) cahuo.

= Penyedia jasa walh melakubkan pelatihan pengoperasian
dan pemelibaraan perbangkit listrik tenapa mikrohdeg
bag petugas puskesrnas.

+ Penyedia jasa wajib memberikan Srandar (perasional
Prosedur {80P) dan Standar Minimal Pemeliharaan
[BMP) dalam Bahasa Indonesis,

= Penyedia jasa atau puskesmas wajily mengarus izin-izin
apablia diperhikan.

iif Persyaralan lain wntang Pembangkit  Listrik Tenaga

Mikrohidro akan diarur Jebih lanjut oleh Menteri Teknis

lerkait.

¢ [Mazkezmas . . .
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Puslteamas menyampaikan uvsulan  secara tertulis
berdusarkan analisa kebutuhan ke Dinas Kesehatan
Eabupaten /Kota.

Puskesmas harus menyediakan lahan atau  lempat
timana pembangkit listrik tenaga milcrohidro terselue
tliletakkan.

kapasitas pembangkil listrik tenaga mikrohidre harus
dapat memenuhi kebutuhan puslesmas.

Puskesmas membuat RAB dan TOR vany telah disctugui
olch baglan teknis.

bBlembiial sarat peripyataan kessnpgupsn membiayal
operasinonal dan pemeliharaan vang ditandatangani oleh
kepala puskesmas dan diketahui oleh Bupatif Walikota.
Fencana  peletakan pembangkit listrik tenaps
milrohidra Agar memperhatikan denah tata ruang di
puzkesmas agatr memudahkan operazional,

pemeliharaan dat keamanan.

Penyediaan Prasarana Air Beresih unluk Puskesmas

Untuk pembangunan prasarana air beraih mengacy pada

peraturan daerah setempat tentang penyedisan air bersih,

Pembangunan prasarana aic bersih dapat berupa pembangunan

instalazl auplat air bersih [sumur, mats aic, badan ain dan

thstalast pengelahan aic bersih,
1] Persyaratan

aj

b)

i}

Puskesmus tersebut belum mempunval prasarana aic
bersih atau sudah mempunyal prasarana air bersih tapi
dalam kundisi rusals

Boegl puskesmas yaong sudah memiliki tapi dalam konadisi
rusak didubkung dengan swat pernyatasn Kepala Binaz
Keschalan Kabuparen/Kola dan Kepala Dinas Teknis
Setermymt,

Mempunyai lahan =siap bangun, lahan tidak dalam
sengkcta, mempunyal sertifikat taneh, sudah dilakakan
porataan, permadatan dan pematangan tanah.

d] Perhitungan . .
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Perhitungan pengadaan prasarena air bersih dilakukan
berdasarkan  analisa kebutuhan, pertimbangan
operasinnal serta kendisi dan lelak peografis /topografi
dacrali.

Prasurana air Dersibh puskesmas harus memenuhi
persyacaran  dalam  Keputusan  Menteri Kesehatan
ferrang Fedoman Penvelengparaoan Keaehatan
Limgkungan Puskesmas.

{raransi peralatan pragarana air beraih mindmal 1 fsatu)
tahun.

Garansi pirng juul prasarana air bersih minimal 5 (lima)
talan.

Penyedia [asa wajlb melakukan pelatihan pengoperasien
dan pemelibaraan hagi petugas puskesmas.

Penvedia jasa wajibh memberikan Standar Operasionnsl
Prosedur (50 dan Standar Minimal Pemclibaraan (SMP)
tlalam bahasa Ilndonesia.

2) Persyaratan 1ain tentanp Penyedizan Prasarana Air Bercsih

untuk Puslkesmas akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Teknis
rerlait,
FPenyedisanPeranglar Sistem Informasi Keseharan

Penyediaan perangloat sistein informast kesehatan mealipali;

1] Pengadaan Perangkat Komputer 41 Puskesmas  uniuk
SIKNAS dan SIKDA scrta Pendekatan Keluarga (Keluarpa
Behat)

)

Persvaratan

Pengadaan peranghkar komputer di puskesmas

dilaksanakan dengan mempertimbangkan beberapa hai

sebagai herikt;

1]  Kondist infrastrukoar sumber liscrik.

i) Tenaga pengelola BIK/data f kamputer.

] Beluwm mernpunyal perangkat komputer unruk SIKDA
atan perangkat kompuler untuk SIKOA sudsh tdak
Lerlungsi.

1] Usulan . . .
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wh Usualan  anggaran perlo didukung APBD untuk
pclatihan  tenaga, sosialisasi, serta pemelibaraan
reranphkat,
v] Pengadaan melalui e-katalog
bl Persyaratan lain tentang Penvediaan Perangkat Sistem
Informasi Kesehalan aksn diatur lebih lanjur oleh
Menter Teknie terkair.
Penpuadasn  Peranpgkat  Komputer di Dinas  Kesehatan
Kalupalen/Keta  untuk  BIKNAS  dan SIKDA  secrta
Pendckatan Keluarga (Keluarga Sehat)
a) Persyaratan
Pengailaan perangkat komputer di Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota dilaksanakan denpan mempertimbang-
kan beberapa hal sebagai erikul:
i) RKondist mfrascrokour sumber listrik
u] Tenaga pengelola STH/ data/ komputer
jiij Belum mempunyal perangkat komputer untuk SIKDA
ataul perangkal komputer untuk STKDA sudah tidak
ber{ungsi.
wp Usulan  anggaran  perlu didukung APBD  untuk
melatihan  tenaga, sosialisasi serta  pemelibaraan
peranpkat,
vi  Dilaksankan sesuai dengan peraturan vang berlaku,
vi] Pengadaan melalui e-katalog
b} Persyuratan lain tentang Pengadaan Perangkal Komputer
di Dinas Kesehatan Kabupaten fKota untuk SIKNAS tan
SIKDA serta Pendekatan Keluarga (Keluarga Sehat) akan
chiacur lebilh lanjul oleh Menteri Teknis terkail.
Peogadaan Perangkal Pendataan Kelvarga di Puskesmas
(Program Keluarga Schat)
al Persvaralan

1} Pengadaan . ..
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1} Penpadaan  perangksl  pendataan keluarga ol
puakesmas  dipnontaskan unrok Kabwapaten/kota
yang mendapatkan alokasi lokus prioritaz BOK {64
kabupaten/kota i 4 provinsi} dan dipunakan unouk
rmelaksanakan pendataan keluargs sehat,

M) Usulan anggaran perlu  didukung APBD untuk
pelatihan tenaga, sosialisasi serta pemcliharaan
perangiat.

lil] Dilaksanakan scsuai dentgan peraturan yang berlakua.

Fersyaratan Teknis Jain terkait Pengadaan Perangliat

Pendataan Keluarga di Puskesmas {Program Keluarpa

Schat] akan dialur lebih tanjur oleh Menteri Teknis

lerkait.

h. Pengadaan Mesin Fog
1) Perzyacatan
Fengadaan mesin fog di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kora

dilaksanakan dengan memperlimbangkan beberapa  hal
sebagal herilout;

Pengadaan mesin fog diutamakan untuk kabupaten/kota
yang bclum memiliki/belum mencukupi kebutuhan
Program.

Menuliki CETIEEH yang berkampeten untuk
mengoperasikan mesin fog. Apabila belum ada harus
didukung angparan untulk pelatihan.

Didukung anggaran untuk operasional kegiatan fogging,
petawalan dan perbaikan mesin fog,

Dalam pelakssan fogging mengikuti ketentuan vang
berfalku.

Persyaralan lain tentang Pengadaan Mesin Fogging akan
diatur letnh lanjut oleh Menler Teknis terkait.

.. Ponvediaan . ..
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Penyediaan Peranglear Sistem Informast dan Komunikasi untuk
PRC/EPGDT.

Penyediaan perungkat sistem miornmasi dan komunikasi nntuk
F5C 1149 Kabupaten/Kota ini menyedisakan peranpgkat untuk
mengintegrasilian sistermn call center untuk Public Safety Center
119 (P50 119 Kabupaten /Kora ke Nanonal Command Center
I (NCCY) di Komenterian Kezehatan., Adapun perangkatnya
terdin dar:

1} Penyedisan Aplikasl Avaya termmasuk head 500 dengan
melcrophose

2] Jaringan Intranet Link VPN (P ] Mbps

Penyediaan Paket Telemedicine untuk Puskesmos

1} Perangkat Keras, melipuli; &) EKG, b) USG, o) P, d) UPS, 2
Webeam, [ fouter, gb Switch, b] Kabel DPT Cat &, 1
Conventer) Audio Video Broodogst

2] Perangkat Lunak, melhpuoti:
4] Aplikasi [modul Tele-ERG, Tele-USG, Telckonsultasi
by Saftieare Microsoft Office 2016 Profesiong]
c} Anrivirus

Penyediaan Pusling Single Gardar, Double Gordon, Pusling Air,
kendaraan Khusus Roda 2 untuk Program Kesehatan i
ruskesmas dan atau Ambulans Transport

Pemanilaatan BAK Bidanpg Kesehatan Subbidang Pelayanan
Keschatan Dasar untuk penpadsan pusling  single garden,
tlouble gardan, pusling Air, kendaraan khusus roda 2 dan gran
aminlans transport. Kepala Dinas Keseharan Kabupaten fKota
membuat surat peroyatasn kesanggupanuntuk memenuhi bidya
operasional (bisya bahan bakar, hiava pemeliharaan dan lain-
laite], tidak mengalihfungsikan kendaraan menjadi kerrdarannn
penuampangf pribadi, dan menvediakan {enapa yang mampu dan
mcmpinyal in mengoperasionalkan kendaraan serta adanya
telaahan analisa kebutuharn kendaraan,

Tidak _ . .



&F N,

By

K
: g
T
PHESI2EM
FrANNLIE INODRE S
A0 .

Tidak diperkenankan memasang lambang parlai, Toto kepala
daerah dan atribut kampanye lainnya. Peralatan kescharan
penunjang mengacy pada Panduan Pelaksanaan Puskesmas
Heliling, dan Keputusan Menreri Kesehalan weniang Pedoman
FPerangdnan Evakuast Medil.

1} Penyedigan Puskesmas Keliling Perairan
Pengadaan pusling pecairan diperuntukan bapl pengadaan
baru mavpun rehakilicas pusling perairan.

al

by

Puersyaratan

Kehutuhan akan adanya pusling perairan diharapkan

metapertinbungkan beberapa hal sebagai benloat:

1} Dhperuntukan bagi puskesmas vanp wilayah
keranya schagian besar hanya biza dijanpgkag
dengan transportasi air.

i) Pusiing Derfunpsi scbagal sarana trasnpostasi
priugas dan pasien serld peralatan keschatan
penunjangnya  untuk  melaksanakan  program
puskecsmas  dan memberikan pelayanan
kesehalan dasur,

ul]  Jarana transportasi rojukan pasien.

Fersyaratan lain  tentang Penyediaan  Puskesmas

Keliling Perairan akan diatur lehil lanjul oleh Menter

Teknis terkaif.

2] Penvediaan Puskesmas Keliling Roda 4 Dowbie Gardan

=Y

Persvaratan
Kebutuhan akan adanya pusling roda 4 doubie gardan

dibarapkan memperimbangkan beberapa hal sebapai
berilkur:

1] [hperuntukan  bagl puskesmas vang  wilayah
kerjanya luas dengan kondisi medan jalan sulkit

{seperit berlumpur, pegunungan).

1) Pushing . . .
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Pusling berfungsi sebagai sarana fransporlas
petugas dan pasien serka peralatan keschatan
penurjangnyz: untuk melaksanakan  program
puskesmas  dan memberikan pelayanan
kesehatan dasar scrta melakukan penyelidikan
KLE.

SHrana ransportas! ryukan pasier.

siendukung  pelaksanaan penyuluhan  dan
promesi kesehatan,

c) Persvaratan lain  tentang Penyediaan Puskesmas

Keliling Boda 4 Donbile Garden akan cizatur l=kib lanjat
olch Menten Teknis cerkeair

Penyvediaan  Puskesmas  Kelling Roda 4 Biasa/ Simgle

Croerdoh

a] Persvaratan

Kebumibhan akan wdanya pusiing roda 4 biasa/ single
gardan dibarapkan mempertimbangkan beberapa hal
sebhagan beriloul:

1]

i)

iv)

Lipcruntukan Dbagi  puskesmas  vang  wilayah
kerfanya luas dengan kondisl medan jalan yang
tidalk suliit.

Pusling berfungsi sebagal sarana fransportasi
petugas dan pasien serta peralatan kesehatan
pcniunjangnya  unruk  melaksanalkan  program
puskestgs dan mcinberikan pelavanan

keschatan dasac secta melakukan ponyelidikan
KLB.

Sarany transportazi rojuban pasien.

Mendukung  pelaksanaan penyulohan dan
pramos kesehatan,

b] Persyaratan lein lentang Penyediaan Puskesmas Keliling
FEode 4 Hiasy/ Single Cordore akan diatur lcbih lanjot
olety Menteri Teknis terkait.

4] Penyvodiaon . .
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Penyediaan Kendarsan Khusus Roda 2 untuk Program

Keseharan di Puskesmas

a]  Perswaratan
Kebutuban akan adanya kendaraan sperasional roda 2
diharapkan memperiimbangkan beberapa hal sebapgai
berikut:
i|  Dhperuntukan bagi puskesmas dalam MenuUnfang

pelaksanaat kepiatan pragram.

i} Kendaraan berfungsi schaga sarana transportasi
PerugAs dalam melakzanakan program
puskesmas daty memberikan pelayvansn
keschatan desar serta melakuken penvelidikan
KLB.

iy Kendarsan reda 2 biasa  diperuntukan  bagi
puskesmas  daerrah  pedesaan dan perkotaan
sedanpkan kedaraan roda 2 trafd diperuncukan
bugl puskesmas di daerah terpencil maupun
dacrah sangar terpencil.

b Persvaratan  juin  tenrang Penvedinan  Kendaraan
Khusus Hoda 2 akan diatur lebib lanjut oleh Menteri
Teknis lerkait

Penyediaan Ambulans Transport

Ambulans  wang  dilengkapi  dengan peralatan antuk

bantuan hidup/fife support, dengan ko vang memiliki

kualilikasi yang kompsten. Dalam kesdaan tertentu dapat
digunakan untuk kesehalan bergerak/ response wnit/ quick
response vehicle.

Keburuhan ambulans mempertimbangkan hal-hal sebapai

berdkoat:

ab  Diperuniukan bagi puskesmas: dan

bl R3 Pratama yang mcmerlukan prasarana penunjang
ambulans.

B Penvediaan . . .
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3]  Penyediaan Ambulans Emergensi:
Penyediaan Ambulans Gawat Darurat/Ambulans SPGDT
sesudl dengan spesifikasi minimal vang menpacy pada
Pedoman Teknis Ambulans dari Direktoral Bina Pelayanan
Penunjang Medik dan Sarana  Kesehatan, Direktorat
Jenderal Bing Upaya Kesehatan, Kementerian Keschatan.

b.  Subbidang Petayanan Kesehatan Rujukan, diarabkan untuk:

I

Perénuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan RS Rujukan
Provinsi

RS Rujukan Provinsl mengaco Surae Kepurusan rentang Penetapar
Rumah Sakit Rujukan Provinsi dan Rumah Sakit Rupikan Regional.
Pemenuban sarana, prasarans dan alar keschatan dilaksenakan
unfuik memenun kebniuhan pelavanan kesehatan rumah sakit sesuai
dengan kelasnya  dan pengembangan lyranan Unggulan
zpesialistik/sub spesialistik  zerta  mempersiapkan terakreditasi
tingkat paripyma, Pedoman pemenuhan sarang, prasarana  dan
peralatan  keschatan rumah  sakat mengacu  Feraturan  Menteri
Keschatan tentang Klasifikesi dan Periginan Rumah Sakil, dan
Peraturan Menteri Kesehatan tentang persyaratan teknis bangunan
dan prasarana rumah zakin.

1) Persyaralan

d) Memjadi ramah sakit rujukan provinsi sebagai pengampn
niukan medik dan transfer of Anowdedge dari rumah sakit
reginnal dun kabupaten fkots;

b Mongembangksan  layanan  unggulan spesialistik ) sub-
spesialistik sesuai klasifilkas: dan jenis rumah sakit scra
acalisis setempal untuk rumash saker cujukan Eroving.
Pengembangan  pelayansn ungpulan spesialistik/sub-
spesialistik harus o tetapkan dengan sural keputusan
direkiur rumab sakit.

c| Menyiapkan sumbcr days manusia sebagal rumah sakit
rujukan provinsi scsuai standar.

d) Pocugusulan . .
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Pengusuian peralatan harus disesuaikan denpgan ketersediaan
SDM terurarma tenoga medis,

Menjalin kerjasama dengan Rumah Sakit Rujukan Nasional
danfatau antar Rumah  Sakit Fujukan leratama dalam
pemenuban kebutuban  sumber Jaya manusia uotuk
pperasional  pelavanan  unppulan sesuai kritersz Varg
ditetapkan.

Tersedianya bangunan dan prasarana vang standar uniuk
penempatat alat kesehatar,

Gedung dan peralaran frtensive Care minimal harus diprnuli
2% dari jumlaby tempat tidue vang tersedia i ramah sakic.

Rurmah Sakit Bujukan Provinsi tidak diperkenankan untuk
melakukan relokasi.

2} Persyaratan lain tenlang Pemenuhan Sarana dan Prasarana dan

alat kesehatan di RS Rujuksn Provinsi akan diatur lebiky lanjut oleh
Mentern Teknis terkait

3] Ruang lingkup menu pembangunan/renovasi gedung  dan

prasarana melipael;

aj
bl
<]
cf]
£)
fl

£}
Bl

b
K]

Bangunan Insralasi Gawar Darurat {IGL):

Bangunan KHuang Opcrasi;

Bangunan Buang Rawat Intensil;

Bangunan Inztalasi Rawat Inap Kelas 111 (IRNA KL LIIJ;
Bangunan Radiolopi;

Fanpunan Lahoratornium;

Bangunan Central Sterile Sansice Department [(CSSD);
RBangunatt Unit Transhsi Darah (OTD Es];

Banpunan Bank Duarah Ruamah Sakir IRORS);
Bangunan Louadey

Hangunan [nstalasi Pengolahan Makanan (Gixi);

l) Bangunan . . .
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I}  Bangunan Instalasi Rawal Jatan:
m] Penyediaan Instalasi Pengobah Air Limbah {IPALY;
n} Penvediaan Ambulanes:

o] Penyedisan Prasarana Listrik untuk Bumah Sakit [Crenerator
s,

p] Penyedizan Prasarana Air Bersih antulk Rumah Sakat:
4] Peralatan Keschatan dun Peralatan Penunjang

DAK  Fisik Subbidang Pelayanan  Kesehatan Rujitkan  dapat
digunakan untuk pemenahan peralatan kesehatan dan kedokteran
rumah sakit tersebut di atas dengan mengaca pada Peraturan
Menteri Kesehatan tentang Rlasifikasi dan Perizinan Rumah Salkir:

a] Deralatan Keschatan Pelayanan Medik untuk: a) Instalasi
Gawat Dararat (10D b)) Kamar Operasi (O}, of Pediatre
Mtensive Care [nil (FICU), d) Neonatal Miensive Care Uit
[NICU); e} High Care tInit (HCU); d} Intensive Cardiae Coare Unit
S o) ntensive Care Uit (ICU); f) Peralatan Rawat Jalamn;
i} Peralatan Rawat [nap; j| Peralaran Hemodiahsa, k| Unit
Transfusi Darah Rumah Saki (UTDRS); I} Bank Darah Bumah
Sakit (BDRSE),

hl Feralsian Penunjang Medik untuk: a) Peralaten Eadiologi;
b} Peralatan Lahoratorium; ) Peralatan [nstalasi Gizi,

¢} Peralatan Penunjang Non Medik untuk: a) Centrel Sterile
Service Dapartment (USSD); b) Lawndry; o Alat Kalibrasi
d) Pernlatan Instalusi Perawsatan Sarana Rumah Sakit [[PSRS];

Untul: . ..
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Uniuk memperjelas jenis penyediaan peralatan vang belum
serlanl dengan termakibub di dalam Peraturan Menteri Keschatan

tentang Klasihkas dan Perizinan Famnah Salkir, perla diunraikan
sebagai Berikut:

aj

b)

Pedwitric Intensive Care Unit [PICUY: (1) Bedside monirorf bed
pasien IRONILGT prasien menitor; 2} ECG/ERG/
efectrocardivgraph;  (3)ICU bed alectric; (4] Ffusion pumg,
[(Mlampu periksa/examination Tarmp/ Nght/ hanging lemgs; [5)
Nebulyzer; (7] Oximeter/pulse oximetry/oksigen saiurasi; [8]
Phototherupy  unit/Neonatal phetotherapy  unity blue  fight
therapy/ spot light theraphy, syrngs pump; (%) Ventilatar,

Neonolal fntensive Care Unit (NICU): (1) Pedsidemonitor ] bed
pasien monitor/Pasien monilor; (2] Syringe pump: CPAP
(Comttmuous  Positive  Ainooy  Pressurd); (3) ECG/EREG/
etectrovnrdiograph; [4) Emergency trolley {resuctation crash
carfy, (3] Infont/baby warmer mfant vendilator; (6} Infusion
pump; (7)) Inkubator bayi; [8) Lampu peciksa; exemination
lnmp/light/ hanging lamp, {9) Nebulyzer; (10 Oxmeter/ pulse
oxtmetryfoksigen  saturasi; [11) Oxygen concentrater; {12)
Phatotherapy  unitfneonatal  phntotherapy  unitf blue  fight
resusitaior bayififand resusitator; (13] Suetion pump batbay,
[14) Therapy spot light theragphy.

High Care tmit (HCU): (1) Red side manitor/ bed patient
rntor) patientmonitor; natient  menitor 7 pacameter;  13)
Defibritator; (3) ECLGY EKG ) electrnenrdiograph; [4) Film viewer:
(7 FCLT bed, 6] Infusion pumpy (7) fuston warner! blood and
Hasma warming device/ alat memanaskan darah dan plasma;
(8] Matras dekubitus; (9) Oxtmeter/ pulse aximetry; oksigen
saturast, {1 Resucitation set; {11) Stetoskop; (121 Section
pump purtables aspirotor/ vacuum, [13) Syringe pump; [14)
Tensunelerf sphygmomanometer.

A} Interstue | ..
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d) frtensive Cordiae Care Unit [ICCU): [1) Bed side monilors bed

€]

patient monilor/ patient manitor) patient wonttor 7 parameter;
(£ LDefibrilator (3) IABP mockine; [4) Pericard sintesis set; (3]
ECG/EKG f Blectrocardiograph, 6] Fehocardicgraphy;
Fhonecardiography; (7] Ventilaior; (8] Holter monitor, (4]
Cardiae maszage unil/ CFPR machine,

fntensive Care Unit ([CL} (1) Bed side montior bad orutient
momtar/patient  monifor/ patien! monitor 7 parameter: (2]
Dafibriator; (3} EOG/REKG) efectrocardiograpit; [4) Emergency
trolley (resueitation crash carth S) JOU bed eleciric; (8 Infusion
pump; Lampu periksn) Exeminaton lump/ light/ hanging lamp;
(7} Nebulyzer; (8] Oxygen romcentrator; [9) Suction purg 110)
Syringe pump, (11 Tensimeter/sphygmomanomeler: [12]
Venfilator.

CEaD

i Pengusulan Peralatan CSSD dengan syaral:

= Terdapar sumber daya MANUSLA YANE
tnenpoperasionalikan;

* Terndapat teknis) pemchiharaan;

= Terdapatl rusngan yang memenuhi syarat;

* Terdapat suplai listrik, uap yang dihasilkan dari bailer:

* Menggupnakan  teknnlogih  mutakhir  {pertimbungan
efisien, sterilitas dan proses);

¢ Terdapat program  pengendalisn mutu  pada sasl
sebelum dan seendah proses sterilisasi;

» Terdapar moda transportasi dari dan ke CSSD vang
rerpisah (steri] dan non steril)

ii] Perulatan ., .
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) Peralatapn CSSD: (a} Sink double bowd; (h) Sink working
tuble; {o) Spray gun rinser; {[d) Desinfekian washer: [g)
Packing table; ([| Table trolley; (g) Roll dispenser with
cutler; {hl Auto sealer machine; (i) Label aplicator; ],
Shelvesrak; (K] Packing table linen; (|| Shelresrak; [m}
Tape dispenser double; (n) Steam sterlizer £ o] Steam
stentizer I v Lows temperature steam sterilizer; {w)
Adpistable parforated shelving; (%) Closed distribution
trodtery; {v] RO system for OS50
Permenuhan  Sarans, rasarany dan Alar Keschatan  RSUD
Frovinsi/Kabupaten,/Kota [Non Sistern Rujukan)
Pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesebaran dilaksanakan
untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan rumah sakic sesiai
dengan kelasnya (ddak holeh untuk peninekatan kelas), Pedoman
pemnenuhan sarana, prasarana dan peralatan kesehatan rumah sakit
mengacu Peraturan Menter, Keschatan tentang  Klasifikasi dan
Perizinan Fumah Sakit, dan Peraluran Menteri Kesehatan tentang
tentang persyaratan telnis bangunan dan prasarana ramah sakit.
L] Persyaratan

ap Melaksanakan pelayanan rujukan dan rujuk balik pasien

seslal svstem rujukan berpenjang sesuai aturan yang berlaky.

b Menyinpkan sumber daya manusia sebagai rumah  sakit
seEUal atandar vang berluku,

<l Pengusulan peralatan harus disesuaikan dengan ketersediaan
SDM terulama tenapa cnedis,

dp Tersedisnya banpunen dan prasarana vang standar untuk
penempatan alal keseharan,

2] Tersvaratan lain tertang Pemenuhan SaranafPrasarana dan Alat
Keschatan R3UD Provinsi/ Kabuparen / Kota {nor rujukan] akan
diatnr lebih lanjut aleh Menter Teknis teckaje,

2 Euang . . .
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3l Ruang lingkup dan acuan Pemenuhan Sarana, Pra=arana dan
Alat Kesehatan RSUD Provinsi/Kabupaten/ Kot [non rujukarn]
mengacu pade Pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan
S Rujukan Provinsi.

Persyaratan Unit Tranfusi Darah Rumah Sakil IUTDRS) Atau Bank
Darah Rumah Jakic (BLIRS)

Dalam rangka meningkatkan lualitas dan alkses pelayanan darah,
pemennah lelah mengehyarkan kebsjakan nasional vaitw Peraturan
Fermerimtah Nemor 7 Tahun 2011 {entang Pelayanan Darab dan
Feraturan Menteri Kesehatun Nomeor %3 Tahun 2014 rentang nit
Transfusi Darah, Dack Daroh Ruenah Sakit dan Jejuring Pelayanan
Transfuzi Darah,

1) Unit Transfusi Darah di Rumah Sakit (UTDRS)

Agar UTD di rumah sakit dapat beroperasi dengan peralatan Yang
memenuhi standar, dalam rangks meningkatlsan mutu pelayanzn
darah  di rumah sakit khususnya dan  meningkatkan iy
peclayanan rumah sakit pada umimnya, maka perlu didokang
dengan bangunan atau peralatan UTD vang berkualitas dan
mermenyh; standar.

ap  Pcreyaratan

Fembangunan dan penvediaan perslatan UTD di RS VAL
dibizyai  oleh DAK  Bidangy Kesehatan melngacy pada
PeTSVATALEN umurn sehagal berikut;

1]  UTD milik RS Pemerintah Daerah dan bukan milik PMI.

Hp  Diutamakan untuk daerah vang tidak memiliki UTD vang
dapal memasok keburuhan darah di walavah 1ersebut,
kecuall UTD vang akan dibangun mensiliki lingkatan YATIR
berbeda denpan UTD vang telal aea,

ui]  Pelayanan daral hemms bersifel nirlaba, sehingpa tidak
boleh dijadikan sumber PAT alan profit eenter di mumakh
sabat.

v Blaya . ..
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Biaya uperasional dan pemelibaraan UTD diusulkan oleh
rumah sakit selempat melalui APBD atal sumber lainnva.

Lokasi berada i tempat yang strategis bagi TUANE-TIAng
perawatan dan ruang emergensi serla ruang operasi,

Fcnovasi gedungf bangunan UTD di RS dilaksanakan pada
UTDryang relah memiliki gedung, bangunan khusus untuk
UTD tetapi telah mengalami kertsakan sehingga portu
tliperbaili agar dapat berfunpsi optimal.

Pemenuhan kebutuhan peralaten UTD di RS IENERcl
pada  persyaratan umum yaitu diperunlukan  bapi
pemenubzn peralatan:

* UT} vang telah operasional di cumsh salt delam
rangka peningkatan kualitas petayanan transfusi darah.

« UTD yang belum operasional d1 romsh sakit dalam
rangka pemenuhan slandar peralatan UTD.

bl Persyaratan lain tentang Unit Transfusi Darah di Bumah Sakit

[UTDRS] akan diatur lebih lanjut olel Menteri Teknis terkait

Persyvaratan Bank Darah Rumah Sakit (BORS)
BURS schapai bagian dari pelayananmimah sakit zecara keselurahan

herperan  sebagai pelaksana clan pocniangpeang  jawabpemenuhan

kebutuban darah di rumah sakit melalui jalinan kerjasama denpan

UTD setempar sebagal pemasok darah ¥4ngZ aman dan berkualilas,

1

Fersavaratan

Fembangunan fasilitas BDRE MMETIEACU padda persyaratan umum

sebagai berikur:

&)

I3

Terdapat UTD yang dapat wemasok keburuhan darah di

kabupaton/ ks sctempal,

Terdapat rumah  sskit pewmerintah di kabuparern kora

HELCILPAL,

Arda kemiunen dacrab untuk membanru operasionalisasi dan
pemeltharaan BLDRS melalui APRD,

2] Persvaratan . . .
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Persyaratan Teknis lain terkair dengan Bank Darah Rucah Sakit
[BORS) akan diatur lehih lanjur olch Menter Teknis terckait

ap  Persyaratan Instalasi Pengolakan Air Limbah (IPAL)

[

Persvaracan

Inslulasi Pengolaban Air Limbah ([TPAL) rumah sakit, denpan

mempertimbangkan dala sebagai beriboat:

&)

b)

.

=l

h)

Ada penangeungjawab Instalusi Pengolahan Atr Limbah {IPAL
rumah salot.

Terzedia lahan untuk peinbangunan baru.

Fumah sakic terseluil belum mempunyai imtalasi pengolaban
limbah atau swudah mempunyai instalasi pengolabace limbsh
tapa twlak dapat berlungsi.

Sctap pembangunan rumah sakil harus dilengkapi denegan
Dokumen lingkungan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
Momer 16 Tahun 2012 tentang Pedoman  Penyusunan
Dokumen Lingkungan Hidup.

Mempunyai labian siap bangun, [ahan tidak dalam sengketa,
mempuryal  sertfikal tanah, sudab dilakukan  peratasn,
pecmadatan dan pematanpgan tanah.

Ferhitungan  pengadaan  instalasi  pengolatan limbah
cdilakukan  berdasarkan analisa kebutuhan, pertimbangan

operasional serta kondisi dan letak geografis/ topoprafi daerah,

Adanya Penanggung jewab kesehatan lingkungan ramah sakil
yang memiliki kualifikas)  saniranan serendab-rendahnya
berjazah diploma [(D3) A kidang lingkungan untuk ramah
zakil kelas C arau D, dan serendah-rendahnya lerijazah

sanana (31} di Indang lingkungan untuk RS ketas A alau B.

Adanya dukungan  seroua  pihak  rumsb osskic dalam
pelakzanaan pengelolaan hmbah eumsasb sakit.

1| Penpelolaan . ..
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Fengelolaan limbalh  rumah sakit harus merenuhi
persvaratan dalam Keputusan Menteri Kesehalan tentang
Persyaralan Kesehatun Lingkungan RS.

Craransi instalasi pengolaban limbsh minima)l | (satu) tahuo.

(aransi purna jual instalasi penpelahan limbgh minimal 5
[lema} tabnan.

Penyedia jasa wajib melakukan pelatihan pengoperasian dan
pemeliharaan TPL bagi perugas rumah salkir.

Penyediv  Jasa  wajib Memberikan  Standar  Qperasional
Frosedur |BOP) dan Standar Permeliharan [SMP} instalasi
pengalahan bmbah dalam Bahesa Indonesia.

Penvedia jasa alwu rurah  sakit wajib mengurus  ijin
aperasional  IPAL  [ijin  pembuangan  limbah  cainp ke
kantor/badan lingkunpan hidup scrempat sesua; dengan
peraturan yang berlaloa

Rumah sakit yang menghasilkan limbah  cair Yang
mengandung atau terkena zat cadioaktif, pengelolaannya
dilakukan sesuai ketentuan Batan (tidak dimasukan ke 1PALJ,

Persyaratan lain tentang Tnstalasi Pengolehan Air Limbah ([PAL)

akan diatur lelih lanjut oleh Menteri Teknis lerkeadt.

Peralatan [nstalasi Pemeliharuan Sarana dan irasarvans Bumah Saki
(IPSRES)
Fengadaan peralatan IPARS disesuaikan dengan kebutuhan minimal

untuk pemeliharaan peralatan rumah sakil dan sesuai dengan kelas

rumalh

sakil,  Rumeh sakit harys memiliki tenaga teknisi yang

menggunakan peratatan IPSRE dengan melatmpirkan surat kepuitusan

direktur penunjukan potugas penanggung jawab 1PSRES.

7] Peralatan .,
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7] Peralatan Kalilirasi di Eumah Saleir

Peralatan kalibrasi hanyva diperuntukan bagi rumah sakit kelaz B, dan
merliki tenaga kompeten untuk mengoperasionalkan alat kalibrasi,
adapin peralatan kalibras sebagal berikae 1} Digital Pressure Meter, )
ECG Simudator, 1) IDigital Calipper, 4) Electro Safely Analyzer, 5
Incubator Anafyzer, 6) Anak Timbangen M {1, 2, 2.3, 10 kg, 7
Tuchometer, 8] Gas Fluw Analyzer, 9) Infusion Device Analyzer, 10
Lirxineter, 11] Fostal Simulotor, 12) Radiometer, |3) Tachometer, 14]
Thermemeter, 153) Thermometer Digital Ketidakpastian 0,04
Waterbath dan 6] Luxmeier.

.  Subbidang Pelavanan Kefarmasian

a. Penvediaan Obat dan Bahan Medis Habis Paka (BMHP} di lingkat
kabupaten;/ Kota

1] Dersyaratan

i} Penyediaan Obat dan BMHP bersumber DAK didasarkan pada
prrencanaan lerpadul.

if] Penggunaan DAK Fisik Bidang Kesehatan Subbidang Pelayanan
Kefarmasian TA 2017 diwtamakan unnik Penyediaan obat dan
BMIIF  terutama obat  generik, wvaksin  (tidak  termasuk
penyocdiaan vaksin imunisas: dasar), respensia dan BMIP.DAE
dapar jugs dipunakan untuk memenubi Kelolraongan obat,
vaksin, reagensiadan BMHP Program Kementerian Kesebalan

danfatau pada saat terjadi bencana/ Kejadian Luar Biasa (KLE).

1) DAK Fisik Bidang Kesehatan Subbidang Pelayanan Kefarmasian
TA 2017 juga dapar  dipunakan  uniuk  pembanpunan
baru/rehabilitasi seria pengadaan sarans pendukung [FR jika
Ketersedinan obat di kahupaten/kota sudah terpenubi rminimal
18 bulan. Hal ini dibuktikan dengan dara ketersedinan obat dan
Burar pernyataan menjanin ketersedisan obat dan BMHP
minimal 18 bulan yang ditsndatangani oleh Kepala Dinas

Beschatan Rabupaten /Kota dan diketabhui rlety
Bupati/ Walikota.

) Proses . ..
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i¥] Froses penyedizan obar dan BMHP dilaksanakan dengan

mengacu pada peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah
yvang  berlabn melalul mekanisme e-purchasing.  Proses
penvediaan obat dan BMHPF yang belum termuat clalam 2-laralog
dapat dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan tentang
pengadaan barang/jasa pemerintab, serta aturan perubahan
dan antran twunannys vang berlako,

2l Persyvararan Lainnya tenlang penyediaan obat dan bahan medis
habis pakau (BMIIP| di tingkat Kablpaten/Kota akan diatur lehih
lanjut oleh Menteri Telmis rerkatt

FPemmbangunan Baru; Rehabilitasi; Penvedisan Sarana Pendukung

Instalasi Farmasi Katmipaten / Kota {TFK]

1} Persvarotan Umam

a)

k)

Fembangunan Baru Inatalasi Farmasi Kabupaten/Kaota {IFK)
diperuntukan bagi:

iy Dinas Keschatan Kahupaten/Kota yang belum memiliki
IFK, termasuk  di  dalamnya  kabupsien/kota  hasil
pemckaran/bentukan bary dan/atan IFEK satelit sesial
kandisi geografis wilsvah kerjanya.

it Dinas Kesshatan Kabupaten/Knta yang akan merelokasi
IFK  yang sudah  adas,  termasuk  relokast  kuarena

kelerbatasan lahan dengan tujuan perluasan,

i) Apabila salab satu kondisi tersebul telah terpenuhi, maka
Pewerintah Kabupaten;Kote harus menvediakan lahan
slap bangun milik Pemerintah Kahupaten [ Kota,

Kehalbililasi/Perluassn Instalasi Farmaosi Kabupaten / Kola {1FE)
Rehabilitasi/ perluasan IFK diperuntukan bagi IFK VAl

il Mengalami kerusakan sedang alau berat dan spesifikasionea
telah  ditentukan oleh instansi beraenang {Dinas PU
Helempat).

iy Memiliki . .
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1} Memiliki luas penyimpanan  tidak menculapi untuk
menvimpan  obat dan BMHP  yang  dikelola  {sesuai
kebutuhan dacrah), sehinpga dapat dilakukan perluasan.

il Belum memenubi standar untuk menyimpan obar dan
BMHPF.

i¥] Lahan dan bappunan [FK  sudah  merupakan  asct
Pemerintah Dacral.

c] Penyediaan Sarana Pendukung Instalasi Facmasi Kabupaten/
Kaora ([FK)
Penyediaan sarana pendukuny IFK hanva diperuniukan bagi
kabupaten kote dengan ketentuan sebugeai berikat:

i]  Belum memiliki sarana pendukung tersebut,

ip Sarana pendukung yang ada telah rusak herat yanpg
tlinyalakan aleh instansi yang berwenang,

il Kapasitas sarana pendukung vang ada ridak memadai
[lelnh keeil dari kehucuhan).

v}  Penpadaean surana pendukung IFK dilabokan berdasarkan
analisa kebutuhan, pertimbanpgan operasional serta kondisi

dan letale geografis/ topograli daerah.

d] Pemerintah  Daerah kKabupaten/Kola menyediakan  Timva
eperasional dan bigva pemeliharaan IFK di luar angearan DAK.

2} Persyvaratan lainnys tentang Pembangunan Banag Rehalbyililasi;
Fenyerdiaan Sarana Pendukung lnstalasi Fannasi Kabupaten; Kotz
{IFK] akan dialur lebib lapjot oleh Menteri Toknis terkait,

3] Pernbangunan - . .
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4] Pembangunan  Baru/Rehabilitasi/Penyediaan  Sarana  Pendukung
Instalas Farmast Provinsi [(IFP}

1} Fersvarartan Umum

)

I7)

Pembangunan Baru [FP

i

Dinas Kesehatan Provinsi yang belum  memiliki IFP,

termasuk didalamboya provinsi hasil pemekaran/ bentukan
baru.

Dinas Kesehatan Provinsi yeng akan merelokasi IFP yang
sudah ada, termasuk relokssi karena keterbatazan lahan

denpan tujuan perluasan,

kepemilikan lahan olech pemerintah daerah dibuktikan
dengan serbifikal ataua bukel proses sertifikar kepemilikan
lahan di BPM dan pembebazan dari hak tanah adat,

Eehabilitasif *erluasan TFP

Rehabihiasf perluasan diperumiubkan bagi IFP:

i

1)

i)

i)

Mengalami  kerusakan berat dan spesifikasitgs telab
ditentukan cleh instansi berwenang (Dnas PU seternpat),

Memiliki luaz  penyimpanan  tidak  mencukupi untuk
menyirmpan obat dan BMHP yang dikelola  (=zesual
kebutuhan daeral), sehingps dapat dilalukan perlugsan,

Belum memenuhi standar untuk menyimpan obar dan
RMHF,

Lahan dan  bangunan IFP sudah merupabkan  asct
Pemerintah Dasrah.

o] Penyedizan Sarana Peoedukung IFP

i

i}

Earana pendukung IFP hanya diperuniukan dengan keteniuan
svebagal berikot:

Belum ruemiliki sarnna pendukung lersebut,

Sarana pendukung yang telah rusak herat,

1) Kapasstas | .
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i) Kapasitez sarana penduokong yvang ada tidak memadai
{lebih kecil dan kebutuhan)

2} Persyarsalan lainnoya tentang Pembangunan Bars, Rehahilitasi
Penyediaan Sarana Pendukung Instalas Farmasi Provinsi (IFP) akan
el lur Jebih Ianjul nleh Menter Tekis terkait.

4y Penyedinan Kendargan Distribust Obal BEoda 2/ Roda 4
1} DPersyaratan Umum
1} Beclum memlik kendaraan distribus: obal,
]  Kendaraan distribusi obat vang ada telah rasak beral,

iii] Kapasitas kenddaraan distribusi ohat yang ade ficdakl memadal
(lebilh keeil dart kebutuhan]

21 Persyaratan Persyvaralan lainnva tenlang  Pernyedizan Kendaraan
Thstribelsi Qbal Rodg 2 Hoda 4 akan diatar etk laojur oleh Meanterd
Teknis terlait

2. DAK Fisik Peoupasan
a. Pembangunan/pemenuhan SPA rumah salat pratama;

FPembangunan Rumah Sakit Pratama sebapal zalah satu program upoyva
kesehalan berkelarguran Bencana Permbangunan Janeka Menengah Nasional
IRPIMN] 21 5-2014. Penyerapan angearan akan dilakukan aleh Dinas
Kezehatan Kebupaten/Kaota

1} Persyaratan
a) Berdaszarkan Wilavah

Merupakan wilavah yang memngads prierias Kementerian Kesehalan
mecliputi dacrall tertinggal, perbatasan, kepulavan, terpencil serta
dacrah prioritas lannya, yang memenuly minimal salah satu kriteria
tdaerah seperts tersebut dibawah o

1} Rabupaten tertinggal.
ii] Daerah oromomi bary [pemekaran kabupaten/kota) yaog elam
rnerniliki rumah sakit dacrah.

1] Dacrah .
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Dacerah yaog lelah cnemiliki mumah sakit tetapi sulit dijangkan
akihat kondisi geoprafis

Berdazarkan Lokasi

1)

11}

i)

Femenntah daerah telah melakukan kajian mazalah kesehatan,
kebutuhan pelayanan kesehatan vang sesuai dengan rencana tata
ruang wilayvah, bangunan dan lingkungan daerab setempat,
Mudah diaskses masyarakat dan memiliki transportash ogm.
Dapat rmencakup rojukan paling sedibit 3 [tiga) fasilitas
besehatan Hngkal pertama.,

Berdasarkan Lahan

L)

i)

ki)

Kepernilikan lahan oleh pemenntah daerah,

Kondisi lahan hebas dari pencemaran, banjir, ravan lengsor dan
tidak berdekatan atayg tidak berdampinesn  Jdengsn lempal
bonghkar muat barang, fasilitas umoom, fasilitas  pendidikan,
daerah industr dan area Lmbah pabrik,

Luas hangunan ES Pratama 50 TT minimal 1 [(sam) hekear dan
luas lahan untuk pengembangan namah saket dapat sampar 3
{tiga] heklar,

Administrasi

]

Kabupatenkota yang menpusulkan di e-proposalfe-planningfe-
musrenbang/e-rengear dan metenuhi kriteria wilayah yang telah
tlileniokan,

Surat perogyataan dari Puparn Walitkota yang meliputi;

= Meoyediakan  lahan  dengapn kendisi dan  luas  yang

dipersvaratkan.

v Menyediakan sumber daya manusia hidang kesehatan dun

non kesehatan uniuk operasional Rumah Sakit Pratama.

« Bersedia menganggarkan biaya operasional Bumah Sakit
Fratama flari APBD bersumber Dana Alokasi Umnam (DAL,

w Bersedd .
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» FRersedia mengalnkesi anggaran dari APBD hersumber Dana
Alokasi Urmnum DAL untuk imelengkapi kebutuhan peralatan
yang tidak teranpgarkan dari APRD bersumber Dana Alokasi
Khusus [DAEK).

« Bersedia memenyhi sarana prasarana lainnya berupa ramah
dimas dokter dan tenaga keschatan lainnya, listrik, air bersih
dan keoooiniboas,

» DNersedia  mengalokasikan  angparan  dari DATD untuk
melengkapi kebutuhan peralatan yang sk teranggarkan
dart DAK.

i SBertifikat kepemilikan lahan oleh pemerintah daerab atau bkt
poases penegurusan sértifikal lihan di Badan Pertanahan MNasional
(2PN} dan bila perlu pembebasan dari hak tanah adat (budaya lokal).

1) Futo-foto donah reneana lahan lokasi pembmogunan Rumah Saleit
Pratama beserls batas-batas sepadan lahan terselbut.

1] 3urat analisa hargs bangunan RS Pratama 50 TT dam Dinas
Fekeuan Umum Daerah setempatr arau Kementerian Pekerjaan
Urmum atau hasil den perhitungan kensullan perencana yang
disahkan oleh THous Pekerjaan Umum selempar.

2] Persyaralan lain terkait Pembangunan/pemenuhan 3PA rumah sakit
pratama akan chatur lebih lanjur nleh Menteri Teknais terleair.

- Pembangunan/renovasi/ pemenuhan SPA mimah sakit rujukan nasionat;

Femenuhan sarana, prasarana dan alar kesehalan dilaksanalkan untuk
mernenuhi keburiban pelavanan kesehatan 1mumah sakil seseai standar dan

mempersiapian RS menjadi kelas A Pendidikan  dan  terakreditasi
Inktet hamional

1] Persvaratan

al Mergadl rumah sakit rojukan nasionsal scbagai pengampu rujukan

medik duri rumab sakit regional dan/ atau provins di wilavahnyas;

b} Mengeinbangkan .
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Mengembanghan lavanan ungeulan sub-spesialistibk sesoal klasifikasi
dan Jenis rumah sakit. Penpembangan pelayanan ungpulan aul-
gpesialistik  harus di tetapkan dengan surat keputusan dircktur
riirmah sakil.

Menyiapkan sumber dayva manusia sebapai rumab sakit rujukan

nasional sesual standar.

Fengusulan Peralatan haris disezuaikan dengan ketersediaan SO

terurama renaga medis.

Mempalin kerjasama dengan Rumah Sakit Bujukan Nazsional danfatau
antar BEumah Sakit Buwjukan terutamas dalam pementiban kebutohen
sumber daya manusia unrak operasional pelavanan unggulan sesual
briteria vang difelankan.

Tersedianya banpgunan dan  prazarana  vang standst untuk

penempatan akat keschatan,

Crecdunp dan peralatan friersive Care marimal haras dipenouhi 5% dari

jurnlah tempar tidur yang tersedia di ramah sakit.

Fersvaratan lain terkeit Pembanpunan frenovasi/ pemenuhan SPA Fumah

Salot Fujukan Nasional akan diarur lebsh lanjut oleh Mentenn Teknis

terkoait

Fuang lingkup menu pembangunan/renovas) gedunp dan prasarana

toelipaai:
Al Banpunan Instalas: Gawat Daracat (1GD;
E] Bangunan Ruang Operasi;
o] Banpunan Fuang Rawal Intensik;
d]  Bapgunan Instalasi Rawat Inap Kelas [ [TRNA KL [;
el Bangunan Radwlagp,
1] Bangunan Labaratorium,
Bangunan Centrul Stenle Serpioe Depoartment (CS50;
hkt Bangunan Unit Transfusi Darah (UTD BS);

1} Bansunan .
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Bangunan Bank Darah Rumah Sakit [BDRE);

Bangunan Larndry;

Banypunan Instalast Pengolahan Mabanan [,

Bangunan Instalasi Rawat .Jalan,

Fenyediaan Instalasi Pengolah Aar Limbah (TPALLL

Penyedisan Ambulans;

Penyediaan Prasarana Liscrik untuk Rumah Sakic {Generator set);

Penyediaan Prasarana Air Becsih uniak Rumah Sakil.

Peralalan Keschatan dan Peralatan Penunjang

NAK Subbudang Pelayvanan Keschatan Eujukan dapat disanalkan untuk

pernenuhan peralalen kesehatan dan kedoktcran rumah sakit schagal
herlant

a)

b)

c)

Peralatan Kesehatan Pelayanan Medik untuk: a) Instalasi Gawar
Dharurat (IGD]; b) Kamar Operazi [OK); c) Pediateic Intensae Care Dndt
{PICUY, d) Neonatal Intensive Care Unit (NIOU)Y, 2) High Care Linit (HCU);
dh Intenste Cardiac Care Unit [1CCU; &) tensive Cure Uit (ICU); 0}
Peralalan Rawat Jalan, 1} Peralatan Rawat Inap, j] Peralatan
Hemaodialisa, k) Unit Tranfust Darah Rumah Sakit [UTDRS), 1) RBank
Darah Rurnah Sakil (RDRS);

Peralaran Penunjang Mcdik untuk: a) Peralatan Radinlogi; b) Peralatan

Laboralonum; ¢ Peralatan [nstalas: Gizd.

Peralatan Penurnang MNon Medik untuk: a) Ceniral Sterile Service
Department (CSED); 1) Luundry, o} Alat Kalibrasi; di Peralatan lnstalasi
Perawatan Sarana Kumah Sakif 1PERS);

Untuk . ..
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Untuk memperjelas jenis Penvediaan peralatan perlu diuraikan sebapai
berikout;

1]

Pediatric Infensive Care Unit [FICU): (1) Bedside monitorf bed pasien
monitor/pasien monitor; {2) ECG/EKG electrocardiograph;  (3) 10U
bed electrie; (4] Infusion pump; (5} Lampu pcﬂksa."ckurnirmtr'::rn
famp/ light/ hanging  lamg;, (6] Nebulyzer, (7] Onvimeter/ pulse
oxbrtetry/oksigen saturesi, (8] Phofotherapy  unitf Neonotal
phototherapny wnit! blue light therapy/spot light theraphy; syringe
Fume; [(9) Ventiloaior.

Neorruil Infenswe Care Unir (NICU): (1] Bedside monitors bed pasien
muonitor pasien monitor; 2] Syringe pump; CPAP (Confinrows Posttie
Awway Fressure);, (3] ECG/EKG/ electrocardingraph; (41 Emergency
Irotley  (resucitafion crash corf), (3] [nfant/baby warmer; infant
ventilarar, (6] Infision pump; (7} Inkubator bays, (3] Lampu
periksafexamination lamp/ light hanging lamp; (9] Nebulyzer, [10)
Quimeeter| pulse paametryfoksigen saturasi; {11) Oxpgen concentrutor,
(121 Fhototherapy  wnityneenata!l  phototherapy  unit/ Blue  lght
resustiator bayifinfunt resusitator; (13] Suction pump baby (14
Therapy, spat light Hueraphy.

High Care Urut (HCL}: (1) Bed side moritor) bed patient monitaorf patient
monitorf patien!  monitor 7 parameter; (2] Defibrictor [3)
ECG/ERG electrocardiograph, (4] Fitm viewer, (5] JCU bed., (6] nfusion
pumg (V) Infusion woarmer! biood and plesma warming device ! alal
memanaskan  daralh dap plasma; (B} Matras  dekubitus; (%)
Cimeter! prelse sximetry) oksigen saturash; (10} Resucitation sef {11}
Stetaskom, (12] Suction pump porteble/ aspiratorf vacuwm; (13} Syringe
purap; [14] Tersimater! sphygmormanormeler,

4] tensive . . .
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4] intensive Candipe Care Unit (ICCU): (1) Bed side monitor! bed patient
monttor/ poetient maonitor/ patlert monitor 7 parameter; §2) Defthirilater,
(3} [ABF  mugehine, 4] Pencard  sintesis  ser; [3) ECGY
EKG/ Electrocurdiograph; {6) Echerardingrophy, Phorocardiography;
(7] Ventilator, (8] ffalter tonitor, (9] Cardioc massage unitf PR
machine.

2} Infenstee Care Unit [TCULE (1) Bed side monitor/bed patient monitor/
potient mornitor/ patient moritor 7 parameter; (2) Deftbrifator, [3)
ECG/BRG  electrocardiogranh;,  (4) Emergency  trolley  fresuctiation
erash early, () JOU bed electrie; (6] frfuson potes, Lampu peciksaf
Ewamination lamp/bght hanging loamp, (7] Nebulyzer, (8] Owxygen
concentrator,  (9) Swchon pump; [10] 0 Sgringe pump; (11}
Tensimeterf sphygmomanometer; [12) Ventilator.

B CHBE1: [a) Stk doubie bowilib) Sink working tabie; (o) Spray gun rinser;
{d] Desinfekian washer, {&) Packing toble; {f) Table trolley; (g) Kol
dizpenser with cutter; () Auly sealer macking, (1) Label aplicator; {j]
sShelve/srale, (ki Packing tabie Iner, (|| Shelve/rak, (m} Tape dispenser
eouble; (0] Sleam stenlizer I (o) Steam stenlicer [ (v Low temperaiure
gtedam  sterilizer;, (w) Adpstakle perforated shelving, (%) Closed
ellstriition rolley, (v RO system for C550

¢. Pembangunan/rennvasi/pemenuhan SPA rumah salde rujulean regional.

Pemenuhan sarana, prasarans dan alat keschatan dilaksanakeo antak
memenuhl keburuhan pelavanan kesehatan rumah sakit sesuai standar dan
memnmpersiapkan BS menjadi kelas B dan terakreditasi dngkat weama. Khusus
untuk RS Rujukan Regional Kclas D hanya  diperkenankan untuk
memperstapkan pemenubhan sarana, prasarana dan alat kezehatan dalam
ranghka penitgkatan kelas menjodi kelas €.

1] Persvaratan

83 Menjadi rumah sakat rujukan cegional sebagal penpampu rujukan
medik dan trankgfer of krowledge dari raomah sakein kabapaden, kota

bl Mlengetnbangkan . . .
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Mengembanglkan lavanan ungpulan spesialistik sesuai klasifikasi
dan jenis rimah sakit scrta analisis setempar unluk rumah salkit
rujukan regional. Pengembangan pelayanan unggulan spesialistik
harus di tetapkan dengan surat keputasan direkiur cumah sakit.

Menviapkan sumber dava manusia scbagai rumah sakit rujukan
regiunal sesual standar.

Pengusulan Peralalan haras disceualkan dengan ketersediaan S0DM

ferutatna tenags medis,

Memjalin  leerjazama  dengan Bumah  Sakit Rwjukan Nasional
danfatey anlar Bumah Sakit Ryuakan teratama dalam pemenuhan
kebuwlwhan sumber daya manusia untuk operasional pelavanan
ungaulan sesuai kriteria yang diletapkan,

Tersedianya  Dangunsan dan  prasarana yang standar  ontuk
penempatan akat Kesehatan.

(redung den peralalan fmfensive Care minimal haros dipenubi 5%
dari Jumlah tempat tidur vang tersedia di rumab sakit,

Eumah Bakit Rujukan Reponal tidak diperkenankan  wuntuk
melakukan relokas

Fersyaratan lain akan diatur lebih lanjut olch Menten Teknis terkait.

Fuang lingkup dan acuan Pemenuhan Sarana, Prasarana dan Alat

Kesehatan Rurmeh Sakit Rujukan Regional mengacu pada Pemenuhan

=arand, Prasarana dan Alar Kesehatan Fumah Sakil Ryjukan Nasionadl,

. DAK Fisik Afirmas
a. Peningkatan atau permbanguoan puskesmas perbatasan (tcrmasuk

peralatan dan prusarana puskesimas);

Diarahkan vatuk memhboal puskesmas di daerah perbatasan dengan

negara tetangps scebapal show windore pelayanan kesehatan dasar di
Indonesia sesual denpan standar vang berlaku.

b, Peningkatan . ..
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0. Penmgkalan puskesmas [termasuk peralatan, sacena prasaransg dan
puskesmas keliling) di dacrah rertinggal Kepulavan.

benu kegiatan DAK Fisik Afrmasi Bidang Keseharan untuk puskesmas

prioritas perbatazan, tertinggal, terpencil dan kepualauan sebagal berikut:
1} Beiingkatan Sacana Puskesmas
a) Honovasi Puskesmas
i] Persyaratan

Fuskesmas denpan kondisi rusak sedang atau berat dengan bukts
pernyataan [hnas Pelerjaan Umum  selempat lentang  kondisi
bangunan rusak sedang/herar sehungga perly direnovasi; lersedia
surat kepulusan vang ditandatangani oleh Bupad/Walikota vang
pkan  direnovast, Reonovasi  puskesmas dilakukan unluk
mempeltaikt riangan/gedung  puskesmas dengan  mengobalh
arsitcktur.  Jika renovazi menghariskan  penambshon  buas
bangunan maka harus dilakukan perubahan pada azet bangunan
sexudl peraturan vang berlaku. Renovasi banpunan puskesmas,
tidak diperkenankan hanya untuk renovasi ramah dinas.

Iy Persyaratan lain terkait Renovosi Puskesmas akan diatur lebib

lamput oleh Mencer Teknis rerkait
bl Pembangunan Baru Puskesmas

Pernbangunan baru puskesmas meliputis pendivian bary puskesmas
dan relekasy banpunan puskesmas,

1} Persyaratan

Adbanya L
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Adanya telaahan yang memuat penjelasan dan analisa kebuluhan
puzkesmas darl Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang diketabu
oleh Dinas keschatan Brovinst, antara lkin: pemekaran kecamaian
yvang belum mempunval puskesmas; kepadalan pendudulke yang
tinggl [jumlah penduduk lcbih dari 30.000 per wilavah kerja
puskesmas) dan atau wilavah kegja sanpat luas; puskesmas relekasi
dengan kriteria puskesmas vang berada i daerah rawan bencana
alam, konflik, adanya julur hijau, perubahan tata ruang wilayah,
terjadinva masalah  hukum  pada  lokasi Gxik banpunan;
pcmbangunan  relokasi puskesmas tetap berada dalam satu
kecamatan., Pembangunan baru paskesmas lermasuk penyediaan
alal kesehalan, rumah dinas tenaga kesehatan, pagar, mebeleur dan
prasarana di puskesmas,

il) Persyraratan lam lerkal Pembangunan Baa Puskesmas akan diatur
lebih lanjut aleh Menteri Teknis terkail,

c] Pembanpgunan Gedung untuk Peninpkatan Fungsi Puskeaimas

Pembanpunan gedung untuk peningkatlan ingst puskcsmas dapat
dizertai dengan penyedisan alal keschatan, rumah dinos tenaga

kesehatat, pagar, meubelair dan prasarana di puskeamas.

1] Pembangunan  Gedung  Puskesmas Non  Rawat  [nap  untuk
ditingkatkan menjadi Puskesmas Rawal Inap

» Persyaratan

Adanya felahaan dari HKepala Mnas Kesehatan Kabupaten/ Kota
yang memuat penjelasan dan analisa kebutuhan akan adanva
Iuskesmas Rawat Inap yang diketahui oleh Kepala Dinas
Kesehatan Provins,

» Persvaratan lam terkalt Pembanpunan Gedong Puskesmas Rawat
Inap untuk ditingkoatlan menjadi Puskesmas Rawat Inap akan
diatur lebah lanjur oleh Menteri Teknis terkant.

1} Penambahan . .
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i) Penambahan Gedung untuk Penambahan Buangan Puskesmas

Pelakzanaan penambubsn ruanpan harus memenshi persyaratan
sebapal benikut:

o Persyaratan

- Adanya telaahan penjelasan  dan  analisa  keburuhan
renambahan ruangan oleh Dinas Keschalun Kabupaten/ Kota
vang diketahui uleh Dinas Kesehatan Provinsi.

- Penambahan raangsn puskesmas yang dmasulkan mempunyai
Jumlah ruangan puskesmas lebib sedibil dari yang tercantum
dalamn Peraturan Menlen Kesehaisn Momor 7% Tahun 2014
lenlang Pusat Keschatan Masyarakat.

Penambahan ruangan baru haras dibsangun di dalam satu
lingkungan dengan puiskesmas.
= Persyaratan lain teckait denpan Penambahan Gedung umuok
Fenambahan Ruang Puskesmas akan diatar lebsh lanput oleh
Menter Tekms terkat.

2} Penvediaan Alat Kesehatan Puskesmas

Penycdiaan peralatan kesehatan digunskan untuk puskesmas dan
Jaringannye yvang belum memiliki alac, kerusakan alat atav menpgant alat
vang tidak berfungsi melipuac:

a) Penvediaan Alat iesehatan i Puskesmg s
bl  Penyediaan Alal Kesehatan Untuk Pelayanan Loar Gedung Puskesmas
c] Denycdiaan Alat Kesehatan di Jaringan Pelayanan Puskesmas

d] Penyediaan Alat Keschatan dan Bahan Untuk Pengendalian Penyakit
dan Promisi Kesehatan

o Sanilarian Ko
up Ki! Pozbindu,
ul] Alal Pengendalian Penyakit Pary Ohlruksi Kronis (PIN):

1¥] Kit Deteksi Thnd dan Tindal: Lanjut Cancer,

v fi ..
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¥] Kit Skrining dan Media Pensuluhan Unmik Stimulasi Dini
Pertumb:uhan, Perkembangan Anak;

i Media KIE Pelavanan Keschatan Pedul Remaja (PEKPR).

3] Penyedliaan Prasarana Puskesmas

a)

Feryrediaan Kendaraan Bermaolor di Puskesmas

Fenyediaan kendaraan bennntor di puskesmas, antara lain: =)
Fuskesmasz kelidling roda empat baik sirgle gardan mavpun doeuble
garctar, b Puskesmas keliling perairan, ¢ Ambulanstransport, d)
Ambulans pawat dargrat, &) Kendaraan khusus roda dua unluk

pelaksataan program di puskesmas baik rode dua binsa maupun frail
1} Persyararan

¢  Penyedissn  kendaraan bermotor  di puskesmas harus
memenuhi fungsi antara lain transportasi petugas, rujukan
pasien, pelayanan kesehatan dasar, program  puskesmas,
penyuluhan, promesi kesehatan dan aksesibilitasf kemudahan
pasien.

+ EKepala Dinax Keschatan Kabupaten/Kola membuat surat
pernyalaan kesanggupan unruk memenuhi blaya operasional
(blaya hahan bakar, biaya pemeliharaan, dan lain-lsin), ridak
mengalihlungsikan kendaraan triernjacli kendaraan
penumpang/ pribadi, dan menyediakan tenapa yang mampu
mengoperasionalkan kendaraan serta adanya telaahan analisa
kelmitubian kendaraan.

» Tidek diperkenankan memasang lambang parcai, foto kepala
daerah dan atnbut kammpanye lainnya.

»  Kebuluhan  kendarsan  bermotor i puskesmas harus
mempertimbangkan  kondisi  geografis  wilayah  kefa

puske smas,

i Persyaratan Tekois lain teckaic penyediaan kendarnan bermotor di
Puskesmas akao dialur lebib lanjut olebh Menteri Toknis terkait.

h] Penvedinan . . .
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b Penyediaan Perangkat Sistem Informasi Kesehatan

Penyediaan peranghkal sistem informasi keschatan adalah pengadaan
perangkat komputer di puskesmas untuk SIKNAS dan SIKDA scrta
pendekatan keluarga (Keluarga Sehat).

i} Persyaratan

rengadaan  perangkat komputer di puskesmas  ditaksanekan

dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut;

»  Kondisi infraserulour sumber listrik.

+ Tenaga pengelola 5[K/data fkomputer.

+  Belum mempunyai perangkat kommpurer untuk 8IKDA atau
perangkal kemputer untuk SIKDA sudah tidak berfungsi.

* TDlsulan anpgaran perlu didokung APBD untuk pelatihan
tenaga, sosialisasl, serta pemelibAraan perangkat,

it] Persyaralan lain tentang Penyediaan Ferangkat Sistem Informasi
Kezehalan akan diamye lebib lanjul olch Menteri Teknis lerkait.

¢l Penyediaan Instalasi Pengolah Air Limbal (IPAL).

d] Penyediaan praserana listrik untuk Puskesmas {Genarator set! Energi
Terbarukan).

£} Penyedisan prasarana air bersih uncuk Puskesmas.
2.1.5. Penjlaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan
Aspek kinerja yang dinkur:

1. Laporan reatizasi pengeunasn dana;
2. Laporan realisasi capaian hasil kegiatan,
Indikatar kincrja

1. Pembanpunan fisik di nilai dari realizsasi kewanpan:
I]. Triwulan 1 111 = TS
2 Trimulan 1V 290,
2. Pembangunan/Nelanja modal lisik sesuai denpan kontrak vang disepalasti,

2.2. Subbkidang _ , .
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2.2, Subbidang Keluarga Berencana
2.2.1. Arab Hebijakan

Arah Kebiakan DAR Fisik Subk Bidang Keluarga Berencana 2017-2014:
Mennpkatkan akscs dan mutu pelayanan Keluarga Berencana (KB) serta
Kesehatan Reproduksi {Kespra], melalui penyediaan  sarana  prasarana
pelayanan KB dan sarana prasarana penyuluhan KB vang bermutu, merata dan
terjangkau di pelayanan keschalan di lingkal kabupaten/kota terutama bagl
Diaerah Tertinggal, Perhatasan dan Kepulauan (DTPHE) termasuk deetah
[ranSmiprast,

2.2.2. Tujuan dan Sasaran

. Twjuan
Secara uamum untuk mendukung dacrah dalam  penvediaan dana
pembangunan Sub Bidang Keluarga Berencana untuk mencapal sasaran
priotitas  pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana dan
Fernbrangunan Keluarga [KKBPK) dalam mendukung tercapainys TRR 3,33
pada akhir tabhun 2017, TFR 2,21 pada akhir tabun 2018 dan TFR 2,28 pada
aklur tahun 2079,
Jecara khusus:

A. Menmgkatkan akses dan pelayanan KB vang merata dan berkualilas;

b Menimgkalkan pemahaman remaja mengenal keschatan reproduks dan
pecnyiapan kehidupan berkeluarga;

c. Menpguatkan advokasi dan KIE tentang KB dan Kesehatan reproduksi di

sclumih wilavals;

d. Menmgkatkan  keterscdiaan  dan kualitas  data  dan miormast

kependodukan yang memadai, akarat dan tepat wakto.
2. Swasaran

a. Klinik KB [Qbgyn Bed, [0 kit Implant reroeal ki, Lemarl penyimpanan

kil /alal dan obat kontrascpsi),

b. HKPL KB Habupaten/HKaota, bescrta Unit Pelaksana Teknis Dacrah
(LIFTD)-tiya iBalal penyuluban KB, dudang alat dan abat konfrasepsi,
sarana  transportasi pelavanan  dan peoyuluhan KB serrta Medod
pcoyuiuhan KB

o, Prtugas . ..
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c. Pefuyss Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), Penyuluh Keluarga
Berencana (PKE], Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKRD)
dan Suhb-FPKBD [Sarana kerja petugas lapasngan KB

2.2.3. Enang Linglup Kegiatan
. Deskripsi Menu Kegiatan

Frogram prioritas DAK Sub Bidang KB dirancang untuk dapat mendukung

pencapaian sasaran priotilas perabangunan Keluarga Berencana junska pendek
yang diletapkan dalam REI* tahun herjalan dan sasaran prioritas pem banpgunan
KReluarga Berencana jangka mencngah dalam RPIMN 201352014, TLANE

lingkup/menu kegiaran DAK Sub Bidang Keluarga Berencana mencakup:

a. Jarana pelayanan Keluarpa Berencana, dengan kegiatan:

1l Pengadaan sarana pelayanan Keluargs Berencana, melipuli;

a)

i)

d}

Obiyyr Bed.

Obgyn Bed adalah lempat tdur khusus yang digunakan untuak
pemeriksaan  kandungan dan pelavanan  kebidanan lainnva,
tertmasitk pemasangan dan pencabutan TUD,

iUy Ene:

/1) Kif adalah seperangkat alat yang digunakan unnake PETILHSATEEN
dan pencabutan FJD,

fmplant Rermonal Kif

fmplan Removal Kit aclalah scperanghkar alat vang digunakan uniuk
mencabut lenplan,

Lemari penyimpanan &iffalat dan abar kontrasepsi:

Lemari penyimpanan alat obat kontrasepsi [alokon) dan sarana
renunjang adalab  tempal penyimpanatt alokon dan  sarana
penunjang pelavanan KB atau instrumens setf ot/ alat medis.

2} Pembangunan/alibh fungsi bangunan untuk balai penvuluhen Keluarga

Berencana dan tempar penyimpanan gudang alat dan obul kontraseps:,

meliputi;

aj

Pembangunan/Alih - Fungsi  Balai  Penyuluhan KB Tingkat
Kerarnaran:

Balai . ..
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Balai Penvuluhan adalaly hangunan vanp terletak di wilayah
kecamstan  berfungsi scbagal  tempat  beraktivitas dalam
merencanakan, melaksanskan, mengevaluasi, menpendalikan dan
pembinaan kepada petugas dan penpgelola (PKB/PLKB, TMP cdan
miftra ketjal dalam operasiondl Program Kependuduksn, Keluarga
Berencana  dan Pombanpunan Keluarga [KKBPE})  Tinpkat
kecamatan.

Pembangunan/Alih Funpsi Tempat Penwimmpanan/Gudang alat dan
nbat kontrasepsi

Gudang Alat dan Qbat Kontrasepsi  adalah baongunan vang
dikhususkan unruak menyvimpati alar dan abat kontrasepst untuk
Program KB sesusl standar.

3] Pengadaan sarana transportasi pelavanan dan penyuluhan Keloacga

Berencana, melipnati;

H)

&)

<)

Pengadaan Kendaraan Fungsional Jemput-Antar Peserta KB:
Kendaraan Jetnpal-Antar Peserta KB adalah Kendaraan Bermoteor
roda 4 atau lebily yang diftyngsikan sehaygal alal transporlasi untuk
mengangkut para Peserta KB |Peserta Daru dan Peserta Aktid) carni
tempac akseplor menwu lokasi tempat pelayanan KB terutama di
wilayah yang jauh darn klik KB statis dan pelavanan KR Berperak
dan sehaliknya,

Pengadaan Kendaraan Dhstribusi Alatfobat Kontrasepsi;
Eendaraan Distribusi Alatfobat Kontraseps adalah Mohil Box
untuik kerelaraan distribusi aloken dari gudang alokon SKPD-KDB ke
pusat pelayanan keseharan dan pusal pelaysnan lainnya.
Pengadaan Maobil Unil Pelayanan (MUYAN) KB keliling.

MIIYAN K1 Keliling adalah Kendaraan Roda empat giao lehih yang
berisi sarana pelayanan KB dan berfungst sebogai Klinik KB
bergerak.

FPengadaan Mobil Unit Penerangan Keluarga Berencana [MUPEN
KRj;

MIUIPEN KU adslah kendaraan roda 4 (empal) yang berisi peralatan
cicktronile  (madio wisual) dan  berfungsi  sebagai  kenedaraan

operasional penynliuhan dan KIE dalam meounjung Propram
KERFPE.

o Bacang .,
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Ir. Sarana penyuluhan Keloarga Berencana, dengan kegiatan:
1} Penpgadaan media penyuluhan Keluarga Berencana, mcliputi;

a)  Pengadaan Personal Kempuater (PC):

Perzonal Komputer (PC], adalah  satu unit Kempuler alau
seperangkat Komputer lengkap dan 1 |satu) unit printer serla
koenekst mtermiet heolpd modéao.

bY  Pengadaan Peovektor LOD:

Proyektor LTI merapakan sablah  satu Jenis provekior vang
digunakan untuk menampilkan video, gambar, atau date dari
komputer pada sebliah layar atau sesuatil denpan perroukaan datar
seperti tembok dan sebagaia.

c] Prapadaan Sarana KIE Kit Kepenchudukan KB dan Pembangunan
Keluarga [KKBFK} scria Generasl Berencana Kit (GenRe Kit):
Sarans KIE Kil dan Media KIE Lind Lapangan KKBPK merupakan
sarana/ media penyuluhan dalam rangke mendubkung pelaksanaan
Program KKBPK sezuar kearfan budaya lokal.

CenRe K rmerypakan saranafmedia atao alat bantu sosialisasi
Frogram {ienerasl Beroncana yang diperpunakan oleh Penchidik
Sehaya, Konselor Sebaya  arau pengelola  program/ kegiatan
Kelompnk PIK EemajafMahasiswa jahar pendidikan dan  jalur
masyvarakar, Laik yang ada i Sekalah Umum/Agama, Sckolah
negerlf swasts pada tingkal 3LTE, SLTA dan Perguraan Timgp,
maupun yang ada pada basis organisast kepemudaan, keapamasn
tlan Larmanitas,

2] Pengadaan sarana kerja petugas lapangan Keluarga Berencana, meliput;

a} Penpadaan Sarana Kerja (rermasuk smoriphone) bagn Pengendals

Petugas Lapangan KB /Kepala UPT KB, PIEB/ PLKE:

Sarana kerja [(termasuk smonphonel bagi Pengendazali Petugas
Lapangan KB/Ka. UPT KB, FPEEB/ PLKB adalah suaru unic alat
penumpang kerja yang terdiri dai Tas Ransel, Rompl, Topi, Bulku
Kerpa, Buku Visum, Jas Hujan, Payung, Scragam Kerja, Scpatu Rera
dan Smartphooe.

b Pengadaan .
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b Pengadaan Sarana Kerja Bagy PPRKBID) Jdan Sub PPRKBD:

Sarana kerja bagi PPKED dan Sub PPKED mdalah suatu unit atat
penunjang Keoja yaotg terdivi dari Tas Hanscl, Eompi, Topt, Buku
Kerja, Payung, Seragam Kerjs, Sepawu Kerja, Lembar Balik Alar
Konzeling KB, Plang Papan Nama PPKBD/Sub PPKED dan
Kallkulator,

o] Pengadaan sepeda motor bagi PPLEKB/KA. UPT dan PKB/ FLKE:
Sepeda motor bapl petugas KB di lim lapangan |[PPLEEB/Ka. UPT dan
PKB/PLER) adalah kendaraan bermotor roda dua hagi petugas KB ds
lini lapangan yang dipunakan untuk meningkatkan mobilitas dan
dava jangkal dalam melaksanakan tugasnya.

2. Kriteria Lokasi Prioritas

a. Lokwsi sasaran target  priontas ponggarapdan pemnmbangunan
Kependudukan dan Keluarga Berencara dibagl berdasackan Segmentasi
Wilayah vang memiliki daya ungkic tingg) terhadap kinerja Pembangunan
Kependudukan dan Kcluarga Berencana  yaill: 1} Wilavah Fenyangga
Utama; ) Wilayah Penyangzy; dan 3] Wikiyah Pengembangan.

b. Provinsi-provinsi di wilavah penyanpgs ulama mencakup 2240 lkabupaten
dan kota dan mempunyal jumlah pendoduk zelatar 73 persen dar
selurul pendudule Indoncsia; jumlah pertambahan pendudale sekitar 65
persen darl jummlah pertambahan pendadol Indonesia; dan jumlah KP3
dan K8 | =elatar 77 persen dari jumlah KPS dan KS T seluruh Indonesia;

t. Provinsi-provinst di wilayah penvangsa mepcakup 294% kabwapaten dan
kota dan mempunya jumlah penduduk sckitar 17 persen dan selurih
penduduk Indonesla;, jumlah pertambahan penduduk sekilar 223 persen
dari jumlah pertambahan peoduduk Tndonesia; dan jumlah KPS dan K5 1
sekitar 15 persen dart jumlah KFS dan K8 [ scluruh Indonesia;

d. I'rovinsi-provinsi di wilayah pengembangan mencakup 2% kabupaten dan
kota dan mempunyai jumlah penduduk seliatar 8 persen dam selurah
penduduk [ndonesia; jumlah pertambahan pendudule sekitar 12 persen
dari jumlah pertambaban penduwdulk Indonesia; dan pumlah KPS dan K5 |
sekitar 8 persien dari jumlesh KPS dan K5 [ seluroh [ndonesa. Provinsi-
proving wilavatoim hngkat peoncapaian CPR sudah fimgen, anphes kelaharan
sangat rerrdah dan persentase KPS dan k5] juga rendah.

2.2.3. Tatacara . .,
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2.2.4. Tatacara Pelaksanaan Kegiatan

marang pelavanan Keloargs Derencana, dengan Kepiaran:
a. Penpadaan sarana pelayanan Keluarga Berencana, meliputi;
1} Obgyn Bed

Kriteria: Klinik KB yang sudah memiliki nomor kode Klinik KB arau
Klinmik KB yang belum menerima Obgyn Bed dari DAK Bidang KB atau
sudah memiliki kerapl dalam Kaodisi rusal atagy ridak layak palkai;

Btandar pemenuhan  kebutuban:  setiap  Klindk KB minimal

mendapalkan masing masing 1 {salo] sel g Ped,

2 VD Kit

Kriteria. Klinik KE yaog sudah memiliki wwnor kode klinik KB ataa
Klinik KB vang belom memiliki U0 Kit atau sudah memiliki tetapi

dalam kondizsi rusak atau tidak lavak pakail;

Standar pemenuhan kebutuhan: setiap Klinik KB mindrmad
mendapatkan masime masing 1 [satu) e=t LD K

3] Implant removal! kit

Kriteria: Klinik KB yang sudab mermiliki nomor kode klinik KB ataua
Klinuk KB yvang belum menerima Implan Removal Kit dari DAK Bidang
EE dan atau Klinik KB vang belum memiliki fnplan Remoual £t dan
atan sudah memiliki retapi dalam kondisi rusak atan fidak layale
pakal;

Slandar  pemenuban kebutuhan: sctigp Klimk KB minumal
mendapatkan masing masing 1 [saty) set feplen Reraoval Kit,

4} Lemari penyimpanan Kitfalal dan ohal kontraseps

Kriternia: Khnik KB yang telah bekerja sama dengan BPJS Keschatan
dan BKKBN dan atau jejaring/jaringan pelayanan KB ovang tidak
wmemiliki lemart alokon dan sarana atau tidak lavak pakai;

Handar pemenuhan  kebutuhan:  setiap Rlimk KB minumal
mendanatkan maszing masing 1 (satu] buab lemeard penvimpanat: alat

dan obat  kKonlrasenst serla sarang ponungang  polaganan atau
frstrement setf kit alal medis,

b. Pembangunan . . .
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b, Pembangunan/alih [ungsi bangunan untuk balar penyuluhan dan

pudang alat dan obat kontraseps, melipote

1)

2}

Pembangunan fAlih Fungsi Balal Penyulubhan KB Tinpkat Kecamatan
Hnteriao Kecamatan yang elah memdliki Ka, UPT/Koordinator KB
Kecatmalan alauw Kecamatan vang belum memiliki kantor Ka UPT/
Koordinafor KD Kecamatan alau Kecamalsan yvang siap menycdiakan
schidang tanah untuk pembangunan RBalal Penvuluhan KB denpan
sratus tanab jelas/Sertifikat Hak Pakai/ Hak (una Bangunan sesuai
ketentuan masing-masing daerabh dan tidak daelam senpkers {oidak
dalam proses peradilan ataw Pemnilihan lokas: dissarankan dibanpun

ol dekal area kantor kecamaran;

SFlandar pemenuban keburthan: =etiap Kecamatan 1 {zetu) Balal

Penyuluhan KB dengan luas bangunan minimal 1 Lantai = 5{m=.

Pembangunan /Alih Fungsi Ternpal Penyimpanan/Gudang  alat dan
olrat Kontessefu

Krilerizar Pemernntahan Kabupaten dan Kota menyediakan lanab
trenyesllaikan ukuran bangunan gudang alokon aray Srtatgs tanah
jelas/Sertifikat Hak PakaifHalc Guna Bangunan ataw hibab sesua
ketentuan masing-masing daerah, tidak dalam sengketa (tidak dalam
prozes  peradilan) alay ZKPD KB Kabupaten dan Kota wajib
menyediakan sarana dan praszarana vang diperlokan dan hiaya

nperasional pemeliharadan racin;

Standar pemenuhban kebutuhan: sctiap SKPLD KB Kabupaten dan
Kota hanva membangun 1 (sabil) unil gudang Alokon,

c. Penpadaan sarana transportasi pelavanan dan penvuluhan KB, meliputi:

1]

Penpadaan Kendaraan Fungsional Jemput-Antar Peserta KB
Kriteriz: SKFD-KB wvang belum memiliki Kendaraan Jemput-Antar
Pegerra KB, SKPD KB Kabupaten dan Kola wajib menyediakan dana
opcrasional dan pemelibaraqn;

Sandar pemenuhan kebutoban: =etiap SKPD KB Kabupaten dan
Knta hanva mendapatkan 1 [satu) Unit Kendaraan Jemput-fotar
Peserla KB dan DAK Sub Bidang KB,

2| I'=ngadaan . . .
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Penpgadaan Kendaraan Disiobiuisl Alat fobal Kontraseps

Hntenia: SKPD-KB wvang belumn merulikl Kendaraan Distribuisi
Alat/obat Kontrascpsi, SKPD KB Kabupaten dan Kota wajb
menyediakan dana operasional dan pemeliharaan,

Slandar pemenuhan Bebualuhan: Seliap SKPD KB Kabupalen dan
Kota hanya mendapatkan 1 [(satu) Unit Kendaraan Distmbusi
Alat/obat Kontrasepss DAK Suly Bidang KB.

Penpadaan Motal Unit Pelavanan (MUYAN) KB keliling
Kriteria: SKIPD-KB vang belum memiliki Kendaraan Mebil Unit
Felayanan (MUYAN) KB keliling, SKPD KB Kabopaten dun Kota wajit

memyediakan dana oporasional dan pemeliharasan;

Standar pernenulian kebutuhan: setinp SKIPPD KB Kabupaten dan
Kota boleh memilik lebih dari 1 {satu] unie MUYAN KB keliling,
dengan memperthatikan luas wilavah, janglkauan d=n sebaran serta
jumlah  zasaran pelayanan KB denpan  mengajukan  suraf
permohonan penambaban vang ditandatangam oleh Bupatl atau
Walikota scrta  wajib  menyediakan dana  operasional  dan
pemcliharaan dengan surac pernyataan bermateral.

Penpadaan Molil Lot Penerangan Keluarsa Berencana [MUPEN KB)
Kritetia: SKEPD-KB helurm mendapatkan MUPEN K, atau sudah
memiliki MUPEN KE yang kondisinya sudah tidak laik cperasional
(misak beral) dan tidak bisa dipertmaila, serta 3EPD KB Kabapaten
dan Kota wajib menyediakan dana nperasional dan pemelilyaraan
serla ldak menpahhlungsikan menjadi kendaraan opeorasional
lainnya;

Standar pemenuban kebuamhan: setiap SKPD KR Kabupaten dan
Kota boleh meruliki lebkih dar 1 (sata) unit MUPEN KB, dengan
memperhatikan uas wilayah, janpkauan dan scbatan serta jumlah

sazaran KIE dengan mengspikan sural permohonan penambahzn
vang ditandatanpara odeh Bupati arsu Walikata  serra wajb
menyediakan dana oporasional dan permelibarcasn dengean surat
pornyvataan bermateral.

2. Barana ...



s

XY

NMEESITE™
YT T IR LI L

STE -

2. Harana penyuluban Keluarga Berencana, dengan kegiatan:
a. Pengatdaan media penyuluhan KB, meliputi:

1]

2]

3)

Pengadaan Perannal Kompulter [PC)

Krteria: Bidang KB pada SKPD-KBR atzue Gudanp alat/obat
kantrasepst SKPO-KB  atan Balai Penvoluhan KB denpan
kelengkapan  instalasi listrike atay gensel, serta 3KPDY KB
Kabuypaten dan Kola waib menvediakan operasional termasuk
dana pemeliharaan vang bersumber dari APBD);

Standar pemenuhan keburuhan: Bilang KB pads SKPD KB
makmimal mendapatkan 2 {dua) sct ersenal Komputer, Balal
Peovuluhan KB minimal mendapackan? {satn) set Personal
Komputer dan hacdaong Alal/ QObat Kootraseps hanya mendapatkan
1 [zatu) sct Personal Kompuater.

Pengadaan Proyektor LCD

KEntenia: Balal Penyuluhan KB denpan kelengkapan insralasd listrik
atau genset,

standar pementiban kebuluhan; setap Balai Penyuluhan KB
mendapatkanl (satul] set proveltor LD

Pengadaan Sarana KIE Kt Kependudukan KB dan Pembangunan
Keluarga (KKEPK) secta Generas Rerencanys Kit {GenRe K

Kntenia untuk KIE Kit PLKR/FKE, Bidan,Dakter Praktek KB,
klimik KE, motvaler KB, yang belum mendapatkan sarana KIE Kit
KiKE dan Balai Penyulahan KB dan Kriteria untuk GenRe Kit: SEPD
KE vang kemudian menyerahkan kepada Kepala Sekolah dan
Pimpinan Perguruan Tingel ke Kelommpok PIK Rermaja/Mahasiswa

Jalur pendidikan atau Kelompolk PLK Remaja jalur masyaralat,

Standar . . .
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Arandar pemenuhan kebutuhan uniuk KIE Kt Sctiap PLEB ! PKE,
Dokter/Bidan praktek KO, metivator KB, Klinik KB dan Balaj
FPenyuluhan KB Kecamatan mendapat satu {sata) set KIE K& dan
stanclar pemenuhan kcbuthan untuk GenRe Kt Sctiap Kepala
SHPD KB menyesuaikan kebutuhan Kelompok — PIK
Remaja/Mahasiswa  jalur  pendidikan i lingkat  Sekeolah
UmumjAgama [SMA/SME/Madrasah Alivah can SME/SLTR;
Madrasah Tsanawivah, Perguruan Tinpgi) dan jalur masyarakar
{Drganizasi kepemudaan, kcagamaan, komunitas] mendapatkan
henya 1 [salu] sct GenRe K dalam KIE Kit KEBPE terschur.
Pemenuhan kebutuhen dipricritaskan pada penpadaan Bbedia
CGenfe Kt Untuk penpacdasn laptop dan LCD projector dapal
diadakan rermsah apabila media GenRe Kit telah terpenuhi.

b. Petigadaan sarana kerja petupas lapangan KB, meliputi:

1)

4

Pengadaan Sarana Kerja [1ermasuk smartphone) bagi Pengendali
Petugas Lapangan KBfHepala UPT KB, PKE; FLKB

Krilena: PPLEB!Ka. TUPT KB/Koordinator PKB/PLKR atan PEB
atau PLKE;

Standar pemenuhan kebutnhan, Setiap PPLEB/Ha., UPT/Kepala
Cabang Dinas/Koordinator  PEKR/PLKB dan PKB,PLEKR,
dipriontaskan mendapatkan 1 (satu) buah smariphone dan 1
{satu) sct zsarana kerja. Apabila pengadaan PKB/FPLKE Kit sebapai
sarana kera Petugas Lapangan sudah terpenuhi, pengadaan
Smariphong hiza dilakukan tersendicd untuk memenuhi kebutuhan
updating data. Peppadaan sarana kerga PPLKB/Ka. UPT/Kepala
Cabang Dinas/ Koordinatoee PKR/PLKB dan PKEB/PLKE  dapat
dizesualkan dengan prioritas dan kendisi lapanpan setiap duerah.

Pengadaan Sarana Kerja Bagi PPKBD dan Sub FPKBD
Kritcria: SKED-KD dan sclanjutnya ditertiskan kepada PPKBD dan

Sub PPEBI yang diangkat dan ditetapkan minimal cleh Surat
Keputusan Kepals Desa/ Luraly;

Standar . .
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Standar pemenuhan kelanahan: Setiap FI'KBED dan Sub PPKGL
mendapatkan 1 [satu) set sarana kerja. Pengadsaan Sarana kena
PPKBD dan Sub PPKBD dapat disesuaikan denpgan priontas dan
kondisi lapangan seniap daerab.

3 Penpgadaan sepeda motor bagi PPLEKBE /KA. UPT dan PEE/ PLEE
Krireria: FPLKB/KA. UPT KB/ lkepala Cabang [Hoos,/Kootdinatos
atau PKO/PLKE atau PKE atau FLEEB, atau Petuguas vang pernah
mendapatlcan kendaraan bermotor roda dus telapi kendisinya
sudah tidak laik jalan [rusak berat] dan ridalk bisa diperbaiki.
Kendaraan bermotar roda dua yang bersumber dari DAK Bidang
KB harus diserahkan kembali kepada GSKPD-KB, apabnla
PKE/PLEB dan KA. UPT dialihtugaskan ke instansi lain dan/atau
memasuki masa pension/walat, SKPD KB Kabupaten dan Kot
wajity menyediakan dana operasional dan pemechharaannys;

Standar  pemenvhan  kebutuhan: Setiap Pengendal Petugas
Lapangan KB/Ka UPT KB/Kepala Cabang Dinds/Roordinator
PHB/PLKE dan PEE/FLKE hanva mendapatkan 1 {satu) anit
kendaraan bermmotor rodda dua.

Ketentuan spesifikasi teknis kegiatan DAK Fisik Bidang Keseharan Subbidang
Keluarga Berencana mengacu pada peraturan kepala badan, yang menangarn
urisan kelilarga berencana, smengenal petumuk operasional penyelenpgaraan
DAK Fisik 3ubtadang Keluargs Berencana.

2.2.5. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Hegiatan
1, Aspek Kinerja vang divkur

a. Laporan realisasi penggunaan kevangan AK Fisik Sub Bidang KB;
b, Laporan realizasi pecmbangunan/ pengadaan sk kegiatan.

2. Imiikalor Kinerja

a, Pembangunan fisik dilal darn realisast keuangan

1] Triwulan ] = 258
2] Triwulan 11 =R
3] Triwulan I C= T

4] Triwulan IV C Q5
Prmbangunan/ Belanga modal sk sesual denpan kontrak yvang disepuaball

3. BIDANG . .
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3. BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

3.1. Arah Kebijakan

Kebjpakan [HAK Fisik Bidang Perumahan dan Pemubkinan diacablean untuk
mendukung sasaran prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam
RERJIMN 201 5-2019 dan Nawacita, yang dintamakan untuk menduloung prioritas
nasicnal seperti: Ketahenan Panpan |Lumbung Pangan)], Parwisara {10 Destinasi
FPrincilas dan &8 KSPN), Kawasan Industri, Konektivitas, Daerah Alirmasi (daerah
tertinggal, perbatasan, pulau kecil rechlar dan fransmigras] serla kawasan

Kurnah perkolaan).

3.2, Tujuan dan Sasaran

DAK Fisik Bidang Peruomahan dan Permukiman bertujuan antuk meninglkatkan
akscs Masyarakat Berpenghasilan Rendabh (MBR] dalam rangka memilikif
menempal rurnab lavak hun melalo peningkatan kualitas dan pembangunsan
bara schagal upaya pencegahan dan penanganan perumahan kumuh dan
perrtikiman kumuh di perkotaan, scrta upava pencegahan perumahan kumuh
dan permulcimarn kamuh di daerah tertingpsl, perbatasan serta kawasan pulau-

pulau keci] dan terfuar.

3.3. Ruang Lingkup Keglatan

3.3.1. Deskripsi Menu Kepiatan

Menu keplatan DAK Fisik bidang perumahan untuk kabupaten/lkeora adalah
sebapai erikol:

1. Pembangunan Barg (PB) dan Peninpgkatan Kualitas (PR} rumah dalam rangka
pemenuhan tethadap perumahan swadaya layak huni Bagi Masyaraket
Berpenghasilan Eendah [MEBR) sebagal upaya pencegahan serla penanganan
perurmaban kumuk dan permukiman kumoh dr perkotaan dan upaya
pencegahan perumahan kumuh dan kawasan permukiman kumuh di dacrah
teriinggal, perbatasan, kawasan pulau-pulau kecil dan terluar.

2. Kemponen rumah meliputi struktur dan non scruktar vang terdinl alas atap,
lartar, dinding, dan sanitass dalam rangha sertn memenuld persvaratan
kesclamatan banpgunan dan keschatan bagy penghuni.

3.3.2. Lokasi
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3.3.2. Lokasi Prioritas
Kriteria lokasi prioritas nasicnal DAK Fisik Bidang Perumahan dan Pemukiman
adaiah sesuai RPJMN 2015-2019 dan Nawacila yang memenubi kriteria berilout:

1.

Draerah Tertinggal

Echagaimana lercantiem dalam Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015
lentang Penetapan Daerah Tertinggal tahun 2015-2019, terdapat 122 daerah
teriingzal (kabupaten).

Daerah Perbatasan

Berdasarkan peraturan lembaga vang mengelolz perbatasan  mengenai
rencana aksi pengelolaan batas wilavah megara dan kawasan perbatasan
yang terdiri dari 13 Provinsi dan 39 Kabupaten pada 150 Lokasi Priorilas
Perhalazan (kecamatan),

Dacrah Kepulauon

Nerdasarkan Peraturan Presiden Norpor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Pulau-Pulay Terluar, yang terditi dari 45 daerah kepulavan.

Kedaulalan Pangan

Berdasarkan peraturan kementerian VANE MENATEAT PCTtanian rmengenal
pedoman pengemhbangan kawasan perlanian, terdapat 50 Kawasan Pertanian
penpembangan komaoditas padi, jagung, kedelsd, dan teln,

. Pariwisala

Srhagaimana diamanatkan dalam Peratoran Pemerintah Nomor 50 Tahuan
2011 tentang Rinduk Pembangunan Kepariwisataan Masional Tahuan 2010-
4025 terdapae B2 Kawasan Straregis Pariwisata Nasional.

Kawasan Ekonom Khusus [KEK)

Bebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahuan 2016
tentang Kawssan Ekonomi Khusus dimana terdapar 11 KEK, dan Peraluran
Presiden Nomor 43 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Takun
Anggaran d016 dimana lerdapat 100 KEE.

V. Kawasan . . .
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Kawasan Kumuh

Berdasarkan penetapan oleh Kepala Dacrah atas Kawasan Kumuh terdapat
333 Kabupaten/ Kota yong telah memiliki penestapai Kawasan Kumuh.
Transtmgras

Kawasan Mandini [KTM) terdapar di 26 Provinsi dan tersebhar di 37
Kabupatennya dan 104 Satuan Permukiman [BP).

3.4. Tatacara Felaksanaan Hegiatan

Kegialan DAK Fisik Didang Perumahan dan Pemukiman vang mehpun
Fembangunan Baru [PB} dan Peningkatan Kualitas (PH) rumah dalam rangka

pemenuhan terhadap perumaban swadavs  lavak bam Bagl Masyarakat

Berpenghasilan Rendah (MBE) harus memenuhi persyaratan sebagal berikut.

l.
2.
+

i,

lahan/tanah milik masyarakat sendiri;
sextlal Rencana Tara Rueng Wilayah;

mendukung prioritas nasional;

kelenphupan By NMome By Address [BNBA), Hencana Penpgunaan Dana (RFD),
dan Sambar Kerja (GR].

Addapun ketenroan untuk setiap jenis keglatan sebagai berikut:

NO JENIS KLASIFIKASE ERITERIA/SYARAT
HKEGIATAN
1 Pembangunan Pembangunan | Rumah  rusakk  toealfscluruh
Baru (FB) baru kEomponen bangutan lraik
pelggant srruktural dan non struktural
ETLH rusak,

Pembanpunan | Belum ada ruamak

rumal baru Ditangan diatas kavling tanah

matang

2 Peninghaian . ..
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NO JERIS ELASIFIKAS] ERITERIA/SYARA
EEGIATAN /5¥ T
2 Peningkatan Ringan a. Fumah rusak ringan yaitu

kerusakan Lkamponen
hanpunan non =trukiural,
atan

b. Bumah tidak memenuhi
persvaratan kesehatan

Sedany Rumah rusek sedang  waitu
kerusakan komponcn bangunan
non struktural cdan salah sate
komponen sicuklural

Berat Eumah rusak berat  ryailu

keruzakan gehagian besar
komponen bangunan TGN
situkiural mavpun  Komponen
siriakiural

Ketenbuan spesiitkasi teknis keglatan DAK Fisik Bidang Perumahan dan

Pemukiman mengacu pads peraturan menteri yang menangani  urlisan

perumahan rakyvat mengenai perunjuk operasional penyelenggaraan DAK Fisik

Bidang [nfrastraklur,

3.5. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kepiatan
Kinerja  petaksanaan reknis adatah hasil pelaksanasan DAR Fisik Bidang

Perumahan dan Pemukiman yang sesusi dengan spesifikasi teknis dan

poraturan perundangan yang beclaku. Adapun indiketor oufput dan oufcome

masing-masing bidang sebagai berikut;

1. Indikator Chetprads pembangunan baruf peningkatan kualitas rumah jumt)

2. Indiketor Creteome! pemenuhan perumahan lavak hanm ikl

4. BIDANG . . .
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4. BIDANG PERTANIAN
4.1. Arah Kebijakan

Kebijakan pemanfaatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2017-2019 diarahkan
Pembangunan{perbailean prasarana dan sarana fisik dasar pembangunan
pertanivn guna mendukung peningkatan produksi dan ckspor komoditas
perraman strategis melalui refocusing kegiatan DAK Ridang Perlanian,

4.2. Tuyjuan dan Gasaran
4.2.1. Tujuan

Pemanfaatan DAK Bidang Pertanian Tahun 20E7ditujukan uniuk:
1. mendukung penvapaian produksi kamnditas pertanian strategis:

2. peningkatan kemampusn produksi baban pangan dalam negeri untuk

pengamanan kebutithan pangan nasional:

4. mendukung peningkatan mlai tambuh, daya saing dan ckspor komodites
perlgnian; dan

4. meningkatkan kinerja pemnbangunan pertanian di dacrah.
4.2.2. Sasaran
SazaranPengalokasian DAK Bidang Pertanian Tahun 2017 yaitu:

1. Peratghal dacrah yang menyelengearakan sub uruzan taraman pangan dan
bortikultura,  perkelninan, petermakan dan Hesebalan  hewan  dan
penyuluhan pertanian danfaran seburan lain di provinsi sesuai dengan
kewenangar, tagas dan lungsi; dan

2. Perangkart Daerah yang menyelenggarakan sub vrusan tanaman panpgan carn
hortilcultura, perkebunan, peternakan dan kesehstan hewan don/atau
sebutan lain di kabupaten/kofa sesual dengan kewenangan, tugas dan
Tunpsi,

4.3. Ruang . . .
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4.3. Ruang Lingkup Kepiatan

4.3.1.
1.

Deskripsi menn kegiatan

Kegiatan Pembangunan/Perbaikan UPTD Balai Diklat Pertanian dan SME
Fertamian Pembangunan dan Penvediaan Saruna Pendukungnya i Provins
rnelipuati

a

Balai Diklat Pertanizn provinsi adalah unit kerjn provinsi vang
melaksanakan  proses  belajar-mengajsr uantuk meniogkatkan
kompetensi kerja dan kompetensi teknis bapi sumberdaya manusia
pertanian [aparatur dan non aparatur);

Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SME-PP| provinsi
adalah unit pelsksana tcknis proving yang menangani pendidilean
menengah kepuruan  pertanian untuk  menghasilkan calon-calon
wirausaha muda perlanian [non aparanzy];

Femnbangunan kantor UPTD Balai Diklat Perranign [H Provinsi yaitu
kegiatan wujud fisik hasil pekerjoan konstruksi yang menyatu dengan
lemnpat kedudukan baik yang ada di atas, di hawah tanah dan/atau di
air yang pada umumnys berbentuk rumah, gedung meliputi Gedung
Kantor untuk keperluan dinas, Asrama mencangkup scgala sarana,
prasarana penurjangnya yang alkan menjadi kekayaan negara.

Perbaikan kantor UPTD Balai Diklal Pertamian Ui Peavinsi yaitw;
merupakan  kegiatan  yang  dilakukan  untok memperbaraif
memperbaiki/menpganti/ memperluas bangunan scbagian bangunan
yang sudah ada untuk mencapai kondisi dan fungsi yang lebih
baik/ideal mencakup sarana penunjangnya berdasarkan analisis dinas
teknis yang berwenang.

Pembangunan SMK-PP di Provinsl yaitu kegiatan wujud fsik hasil
pckerjaan konstruksi vang menyatu dengan tempat kedudukan baile
yang ada di aras, di bawah tanah dan/atau di air yang pada Wiminnya
dikonotasikan berbentuk rumah, gedung meliputi Gedung Kantor,
AsTama mencangkup segald Sarana, prasacens penunfangnyva.

. Perbaikan . . .
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Ferbaikan Bangunan Sckolah  Menengah  Kejuruan  Pertanian
Pembanpgunan [SME-PP} kegiatan vang dilakukan untuk mermperbarui,
memperbaiktf mengpantifmemperluas bangunan sebagtan bangunan
yang sudah adas unluk mencapai kondisi yang lebib  baik/idcal
mencakup sarana penuanjangnys herdasarkan analisis dinas teknis vatig
herwenang.

Aparatur pertamian adalab crang-crang yang bekerja di nsoans
penierintah bidang pertanian yang terdin darl pegawai negeri sipil dan
pegawal pemerintab lainnya dengan perjanjian keria, memilik cugas dan
tanggungjawab dalam suatu instanst pemecrintall darce digaji sesuaad
dengan perundang-undangan;

Moy aparalur pertanian adalah orang-orang yang bukan pegawai
pemerintab, tlidak memibkh pecanjian kerja, mermiliki tugas dan
targpung awab dalam suan instansi;

2. Kegiatan pembangunangperbaikan Irigasi Air Tanah  [Dangkalf Dalamy),
Embung, Dam Parit, Long Sterage dan Pintu Air i Kabupaten/ Kota meliput:

il

1.

Penyedinan prasarana dan sarana pengelolaan air vang dialokasikar
dalam DAK diarahkan untuk pemhanginan/ perbaikan sumber - sumber
Al melalui pembangunan/ perbaikan Inigas Air Tanah {Danglal/ Dalam),
Embung, Dam parit, Long Storoge  dan Pinrg Air dalam kerangka
Konservasi air dan antisipasi perubahan iklim unruk dimanfaatkan
sebagal suplesl alr irigasi mendukung penpembangan usaha pertanian,

Pembangunan/ perbaikan irigasi air tanah {dangkal/ dalam) dan embung
diarahkarn untuk mendukung pengembangan usaha tanaman frAngan,
hartikultra, perkebunan dan pelernakan sedanpkar
pembangunan perbaikan  dam paril, feng storage dan  pintu air
diarabkan untuk mendukung pengembangan vsaha tanaman pangan.

Kegiatan DMK untuk penyediaan dan pengembangan presarans dan
sarana pengelolaan air ridak diperkenankan untuk  pembmeogunan
jaringanf=saluran ivigasi yang sudah ada [(existing), kecuall termasuk
dalam saru paket kegiatan pembangunan/ perbaikan [ripasi Air Tanah,
embung, dam parit, lonyg storage dan pintu air.

Jd. Sehelbum ..
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Sebelum pelaksanaan kegiatan perly dilengkapi dengan 3N {Survey,
Investigasi dan Desain) dan RAR {Finrian Anggaran Biaya) vang
dizsesuaikan dengan kondisi setempat.

[rigasl adalab usaha penyediaan dae pengaturan air untuk t e jang
usaha pertanian {tanaman pangan, hortikuliura, perketunan dan
peternakany;

Air tanah adalah sumber air yang berasal duri dalam ranah yang terbag
dalam air tanah bebas dan air tanah terlekan.

Kegiatan irigasi atr tansh adalah pemanfzatan air tansh vang ada pada
lapisan akifer yang termasuk ke dalam daerah celtungan air tanah vang
dinajkkan ke permukaan untuk dimanfaarkar sebagal sumber air irigas
dengan tyuan sebagai suplesi irigasi untuk meningkatkan intensitas
pertanamar,

Kegialan irigasi air fangh dangkal adulah adalah pemanfaatan air (ansh
sepertl tercantuen pada poin 3 dengan kedalaman 0 — 30 meter.

Keglatan irigns] air tanah dalam adalah pemantaatan air tanah seperti
lercantur pada poin 3 dengan kedalaman diatas 30 meter.

Pembanpgunan  irigasi air tanah  adalah pembuatan pembangunan
kompenen irigasi tanah yang baru, diarahksn antuk mendukung
pengembangan usaha tanaman patgan, hortikultura, perkebunan Jan
peternakan (discsuaikan dengan penggunaannyva).

Ferbaikan  irigasi  air  tanah  adalah  merehubilitasi ! memperbatll
homponen irigasi tanah yang sudah ada vang rusak/ tdak berfungsi,
unfiuk  menpoptimalloean pemanfaalannya  dalam mendukung

prnpgembatpsn tanaman  pangan,  hortikultues,  perkebunan  dan
petornaloan.

Cekungun air ranah adalab suatu witayah vang dibata=l oleh batas
hidrogeciogis, tempal semua kejadian hidrogeologis  seperti proses
penpimbuhan, pengaliran, dan pelepasan aic tanah Lerlangaung,

m. Pengehoran . ..
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m. Pengeboran e rangh adalah kegiatan membual sumur bor air tanah
vang dilaksanakan sesuai dengan pedoman tekniz sebagai sarana
eksplorasi, pengambilan, pemabaian dan pengusabuan, pemantavan,
alay imbuhan air tanah.

n. Kepialan penpeboran, pengealian atag kepialan lain dalam radius 200
idua rafus) meter darl lekasi pemunculan mata aic Udak diijinkan/
dilarang.

. Hak pun« pakal air adalah pemanfaatan aiv tanah diperaleh tanpa izin
apabilla  untuk  memenuhi  kebuluhan  pokok  schari-hari  hagi
persentangan dan perlanian rakyut.

p. Hak guna pakai air duri pemanfaatan air tanah untulk memenubi
kebutuhan peranian rakyal sehagaimana dimaksud pada ketentuan di

alus ditentukan schagal benknt:

1] sumur diletaklan di areal peréanian yang jauh dari pemukiman;

2] debit pengambilan air tanah fidak menggangg kebutubhan pokok
sehari-har masyaralkat sctcmpat.

gq. Embung adalah bangunan konservasi air berbentule kolam wantuk
menampung air limpaszan [pua offf serta sumber air laioova. Dar
prasarana dan sarana  embung, selanjuinya dialirkan ke  kehan
pertaneman sthingea dapat berlungsi sebagar suplesi air bagi ranaman

dalam usaha perianian,

r. Dam parit mecupakan bangunan untuk meningpikan permulaan aiv
dengan membendung akiran petmwkaan = lall sungal kecll sehinpgs dapat
dijadikan sebapai sumber air,

4. Lomg slorgge merupakan bangunan konservasi air berbentok kolam
mcmanjang utttuk menampung @r limpasan (run off) scrta sumber air

lainnya urnluk mendukung usaha pertanian.

. Pintua . ..
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b, Mintu air mergpaltan bangunan fisik yang dapat digunalian untuk
mengslur keluar masuk au sesuai dengan kebuluhan tanaman yang
diusahakan.

u. Pembangunan pinta ar adalah kepiatan penyeclizan pinta sir di wilayvah
tertentu yang belum ada pintu aimya.

v. Petbaikan pintu air adalal kegiatan meninglkatkan fumngs dan kondisi
pintu alr vang sacdah aca.

4.,3.2. EKriteria Loksasi Prioritas

Kegpialan DAK Bidang Pertanian di 'ropensi:

1.
3.
3.
4.

Starus kelembmgaan sesusl perda propinsi;
blermilikl lahan dengan azet pemnda propinsi;

Jumiah siswa SMEK dan jumlah peserta Diklat;

Jumlab gury (SME} dan jumlah widvaiswara {Diklat)

Kegiatan DAK Bidang Perlanian o1 Kab/EKota;

1.
2.

Lokas1 Prioritas Nasional;
sScntra Mangan;

Indeks Produkst Padi dan Komoditas Pertanian lainoya

4.4, Tata Cara Pelaksanaan Kepiatan
4.4.1. Persyaratan Pemanfaatan DAK Eidang Pertanian

1.

FPelaksanaan kegwatan DAK Bidang Pertanian Tahun 20107 i Provinsi dan
Kabupaten/Kaota ridak menyediskan dana pendamping hsik.

Alokasi Dana Penunjang Nonlisik maksimal sebesar 5% dapat diambil dari
pagu alokasi DAK yang diterima. Pengpunaan dana penunjang oo fisik
antara lain untuk desain perencanaan, konsaitan, ideniiikasi CPCL, honeor
tim pengadaat, hinya lender, pembinaan, konsultasi lokal, pemantagan,
evaluasi dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jika
diperlakan  provinsi dan  kabupatenfkos dapat menyediakan  acaun
mengalokasikan dana penunjang nonfizik melslul APBD diluar dana
penunjang nen fistk yang diambil dari pago slokasi DAK,

3. Dalam, .
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Dalam rangka meningkatkan kinera penyediaan prasarana dan sarano
dasar hsik pertamian, maks DAK Bidang Pertaman Tahun 2017 apar
disincrgikan dengan anpgaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di
provinsi dan Tugas Pembantuan di Kabupaten,Kota serta sumber-sumber
permbiayasn lain.

Fersyaratan penerima manfaar kepistan DAK Bidang Fertanian di Frovins
adalah UPTD Balyi Diklat Pertanian dan SMK-PP.

Versyaratan  penerims manfadl  keplatan DAK Bidang  Pertanian i
Kalwpulen/Kota  adalah Kelompok  Tani/Gapokian/P2A/GP3IA vang
berbentulk Badan, Lembuaea dan Organisasi Masvarakat vang berbadan
Hlukiym [pdonesia,

Dalam  hal  Kelompuk  Tani/ Gapoktan/P3A/GPF3A  belum  berbentule
Organisasi Masvaralket Berbadan Hukum Indonesia vaitu Yayasan atau
perkumpulan maka dikelmopokan sebagal Badan/Lembaga yvang bersifat
oirlaba, sosial dan sukarels yang mekanisme penelapannya melalul
penpesahan atau penetapan oleh Kepuala SKPD sesual kewenanganys.

Kriteria dan  persvaratan penerima manfaat pada Keloanpole  Tand/
Gapoktan P34 GPIA vaing:

a, Tergabung dalam wadah kelompok anifgapoklan/ P2ASGP3A  vang
renpusabakan kegiakan pertanlan dan mermiliki pengiras yang aktif;

tr. Kelompeok tani/gapoktan/P3a/GP3A memiliki scmangat partisipatil.

4.4.2. Pelaksanaan Pemanfaatan DAK Bidang Pertanian

Pelaksanaan kegialan DAK dan peonyusunan RKAJDPA  DAK  Nidang
Pertanian Tahun 2017 secara tekois mengaca kepada Peotunjuk Teknis
Pemanfaatat DAK Bidang Pertanian Tahun 2017,

2. Mekuanisme . . .
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Mckamizme  pengelolaan  {perencanaan,  ponganggaran,  pelalssanaan
pcnatavzahaan, perlanpgungiswahan dan pelaporan) keuangan DAK Bidang
Fertamian Tahun 2017 oleh pemerintah daerah herpedoman pada peraturan
perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah beserta
aturan pelaksanaannva,

gea DAK Bidang Pertaman Tahun 2017 pada tehun berjalan dapat,
dilakukan ophmalisasi dengan digunaken kembali untok bidang DAK
Fertanian dengan mengpunakan Petunpuk Teknis Tahuin hecalan dao

rnermperhatikan waklu penyelesalan pokerjaan.

Sisa DAK Bidang Pertanian Tahun 2017 vang ouipamya sadah tercapad
dapat digunakan kemball untuk bidang DAK yang sama dengan
menggunakan Petunjuk Tekois DAK Bidang Pertanian Tahon 2017,

Sisa DAK Bidang Pertanian Tahun 2017 vang cutput kegatannva belum
tercapal dianggarkan kermbali unruk menyelesaikan output kegiatan yang
Belurn selesa dengan menpgunakan Perunjuk Teknis Tahun Anpgaran 2007,
Mekanisme penganggaran dilaksapakan mendahulul perababan APBD
sesudl ketentuan pengelolaan kevangan daerah.

Dalam hal sisa DAK Tahun 2018 vang owtput keglatannya belum tercapai
dianggarkan lkembali untmuk menyelesaikan output vaong belum ercapai
tletigan menggunakan Petunjuk Telnis Tahun 20016,

Dalam hal siza DAK fabun HMS dan tabun-rahun sebelumnya maka sise
DAK tersebut dapat dipunaken kemball dengan menppunakan petunjuk
teknes DAK Bidang Pertanian Tahun 20146 dan 2007

Dalato hai terdapar sisa DAK tahun 2015 dan tahun-tabun sebelumnya vang
oulput kegialannya belum terecapan tidak dapat menpghasilkan output sesuay
pctunjuk tekniz berkenaan dapat diakumulasi dan dipunakan kembali <3
tahun 2017 dengan menggunakan perunjuk teknis tahun 20146,

Q. Pelalksanaan - . .
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9. Pelaksunaan pengadaan barang/jaza untusk kegiatan DAK Bidang Pertanian
Tahun 2017 mengacu pada Kepuiusan Presiden Woror 54 Tahun 2010
tenlang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana lelah diobah
reberapa kali terakhir dengan Peratiiran Presiden Nomar 4 Takun 2015,

lerentuan spesifikasi teknis kegiatan DAK Fisik Bidang Pertanian mengacy pada
peTaluran menteri, yanyg mcnangani urasan portaman, mengensi petunjuk
opcrazional penyelenggaraan DAK Fisik Bidang Pertanian,

4.5. Kinerja Pelaksanaan Teknis Kegiatan
4.5.1. Agpek Kinerja

AsSprk kinern yang dinkur dalan pelaksanaan kepiatan DAK bidang pertanian
adalah;

1. Jumlah terbangunnya Balai Diklat Pertanian dan SME-F?
2. Jumlah sumber air vang akan dibanpun
4.5.2. [ndikator Kinerja

Tervapainya pembanpunan Balai Dhklat  Pertanian dan SME-PP serta
permbangunan surnber-swmber air.

5. BIDANG | _ .,
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5. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
5.1. Arah Kebijaltan

DAK Bidang Kelautan dan Perikanandiarahkan untuk mendukung  sasaran
prioritas pembangunan nasional khususnya sektor unggulan kemariliman dan
kelautan.

DAK Bidang Kelawian dan Perikanan ditujulan untuk penycdiaan sarans dan
prasarana peningkatan produbsi perikanan dan garam rakvat, kawasan
konservasi  perairan, prasarana diopuatau-pulaw kecll, sarana prasarang
pehgawasan, dan sarana prasarana skala usaha keeil untulk masyarakat
kelautan dan perikanan |nclayvan dan pembudidaya ikarn).

5.2. Tujuan
Tujuan DAK bidang Relautan dan Perikanan Tahun 2017 adalah -

1. Meningkatkan produksi kelautan  dan  penkanan, pendapatan dan
kesejahteraan nelavan, pembudidava ikan serta masvarakal pesisir
laiomyna, dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan menyediakac
kelwiruhan kemaumsi protein bersumber ikan dan konsums] produk
kclautan lainnya;

2. Menpingkatkan sarana dan prazarana serta peran masyarakat dalam
pengeiolaan dan penpawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, pesisir,
pulau-pulau kecil, secla pemberantasan 10 fishing,

3. Memngkatkan pengelolaan perikanan yang ramsh lingkungan dan
herkelanjucarn,

4.  Meningkatkan standar pelavanan kepada masvarakat kelautan dan

erikanan;

Tujuan jangka menengah DAK bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2017 -
201% adalah:

1. Meninpgkatkan penpelolaan dan pemanfaatan serra peran masyarakar
tdalam pengembangan ckonomi kelautan dan perikanan untuk mendukung
1ati din banpaa schagal noegara maricim;

2, Mendukung pembrwranlbasan ITID iwhing dan meningkalkan pengawasan
sumber days kelaulan dan penkanan untuk menganun pengelofaan yang
berkezlanjutan dan mandiri;

3, Meminghkatkan . . .
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Meningkatkan ketersediaan produksi sumber daya kelautan dan perilkanan
dan tingkal konsamst masyarakat untuk menduluang kedavlatan pangan
dan pengembangan ekonoml marnom dan kelautan,

£.3. Euang Lingkup Kegiatan
5.3.1. Dezkripsi Menu Kepiatan

Men kegiatan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan wniuk provinss adalah

sebagal berikut:

1.

Fembangunan/Rchabilitasi Sarana dan Prasarana Fasilitas Pokok dan
Fungsicnal Pelabuhan Perikanan {UPTD Provinsi);
Pembanpunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Umic Perbenithan
[UFTD Provinsi)

Pembanpunatt/ Rehahilitasi Prasarana Kawasan Konservaw Perawran atag
Kawasan Konservasi Pesiair dan Pulau-Tulau Keeil, dan Prasarana <
Pulan-Pulau Kecil, dan

I'engadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan
I'enkanan,

Menu kegiatan DAK bidaog KP untuk kabuparen fkora adalah sebagsl berikutl

1.

3.

Pemhangunan/Rehabilitas) Sarana dan Prosarana Tempat Pelelangan Than
[TPL} di luar Pelabuhsan Penkanan (UPTT) Kalripaten fKaota);

Pembwngunan /Behabilitasi Sarana dan Prasarana olok Unic Perbenihan
(UFTD Kabupaten/Kaora); dan

FPengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Keoil
Musyvarakal Keladtan dan Perikanan (Nelayan, Pembadidayva llcan}.

5.3.2. Kriteria Lokasi Prioritas

Lokas vang mermadl prioritas untulk mendapatkan alokasi DAK Bidang Kelautan

dan Perikanan adalah Provinsi, RKabupaten/kota denegan knteria sebagen

berikut:

1. Memiliki perawan laut, perairan umum dan garns pantal

2. Henrra proddubis perikanan

3. Mendukung kegiatan princitas Kemenleoan Kelautan dan Perikanan
4, Mendubkung Sentra Kelautan Perikanan Terpadu

3. Tingkat llegal, Lnreparted dan Unregpulated fishing vang tinggl

B, Meomiliki pulan-pulau kecil.

5.4. Tatacara . .
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5.4. Tatacara Pelaksanaan Kegiatan
Tata cara pelaksanaan kegialan DAK bidang KI* untuk provinsi adalah sebapai

hescikuat;

1. Pembanpunan/Rehabililasi Sarsna dan Prasarana Fasilitas Pokok dan
Fungsional Pelabahan Perikanan (UPTD Provinsi);
d. Persyaratan umum pembangundan/rehabilitasi pelabuhan perikanan

yang dikelela olch provinsi adalah sebagai beriku

1]

2l

dilokasi vang sudah ade {hukan lokasi barw) dan telab terdapat
alktivitas perikanan teogkap: dan
dikelola oleh pemenntah dagrah provins dan aset dimniliki oleh

pemerintah dacrah provins.

b. Persyaratan kbusus pembanpunan,rchabilitasi pclabuhan perikanan

sehagnl berikout:

1}
2l
3t

4]

tercanturmn dalarn Rencana Tnduk Pelaliuhan Perikanan Nasional;
memiliki dokumen perencanaan;

pemilihan  jenis  fasilitas  vang akan dibangun/direhabilitas
mineacy  kepada  kebutuban  mencesak  masvarakal  oelayan
seternpat dan mengacu pada dokamen perencanaan,

kesangpupan mcengoperasionalkan pelabuhan periksansan sesual
dengan kapasitas lerpassng dibuktikan dengan surat pernyataat
kesangpupan pemcrintah daerah provins] uniuk menpalokasikan
angparan operasional dan pemehharaan pelabuhan penkanan vang
akan dikembangkan.

2. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasacana Pokoek Unit Perbenihan
(UPTD Prowvinsi)
da. Persyaratan Umum

1]

2]

dimaksimalkan uniuk pembangunan/rehabllitasi sarana  dao
prasarana sk uniuk menunjang produksi sehingpa unil tersebut
dapal heroperasi secara optimal, Disamping itu, penentuan UPTD
vang akan dibangun/direhabilitasi didasarkan pada prioritas
dacrahh  serts  denpan  memperhatikan  prospek dan potensi
pengembangan unit tersebnel.

lokasi berada ditanab vang dikuasai oleh pemerintah daerah dengan
starus peruntukan untuk penpembangan balal benid.

J) pembangunan . .
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Ay pembangunan frehabilitasi UPTD dapat dikonsultasikan dengan
Direkrorat Jenderal Terikbanan Budidaya terutama  dalam hal
pembuatan perencanaan pengembangan dan rehabilitasi prasarana
scrta apabila diperlukan dapat meminta pendampingan eknis
dalam tahap operasionalnya.

4] kesanggupan menyedialtan anggaran operasional, pernelibaraan,
dan  staf cperasiomal, dibuktikan dengan  sueal  pernvataan

Kesanggupsan pemerintah daecah provinsi.

ea

Fembangunan/Rehabilitasi Prazarana Kawasan Konservasi Perairan atau

Kawazan Konselrvasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan Prasarana di

Pulaue-Pulau Kecil; dan

a. Persyaralan Umum Pembangunan/rehabilitasi prasarana  Kawasan
konservasi Perairan atau Kawazan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau

Kecil dan prasarana di Pulau-Pulau Kecil, meliputi:

1] dilaksunakan di kawasan konscrvasi yvang telah rlitetapkan melalus
rencadangan kawasan oleh pemerintah daerah;

2] memiliki akses vang mudah sehinggpa memudahkan keordinasi
dengan instansi tekms lainnys di dasrakb;

3) lokast  pembangunan sesuai  dengan rencana tata rwang
kabupaten fkata yang iclah disusun sebelumnya; dan

4 dibangun di atas tanah milik pemerintab daerah kabupaten/ kaota
atau tanah hibah yang sudah jelas siutus hukumnva.

4. Penparaan Surana dan Prasarana Pengawasan Sumber Dayva Kelauran dan

Perikanan,

&. Persvaratan Umum Pengeduan speedboat penpawasan SDKP harus
trerenohi koieria sebagal berilaat:

1] memiliki wilayah laut dlanfatau perairan umum [danau dan sungail
vang potensial dalam pemanfaatan sumber daya kelaucan dan
perikatear;

2} merupakan daerab rawan pelanggaran dalam pemanfaatan sumber

daya kelautan den perikanan serta wilayah pessiv dan pulaw-pulau
kel

b, Perevaratan - .,
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b Dersyaratan Umum Pengadaan garasi {Steiged Speedboo! Pengawasan
SDKP, sebagan beribout:

1] ketersediaun Lahan dengan Tuas lahan vang dibutubkan untok
pembangunan garasi (steiged speedboar pengawasan SDEP ind
disesualkan dengan Hpe speedbogt penpawasan vang dimualiki

2] lokasi Penentuan lokasi pembangunan stewer speedboal disarankan
diatas perairan pantal untuk kemudahan mobilitas speedboat pada
saat dioperasicnalkan. Kondisi perairatn harus  enang  unruk
menjaga kondisi speedboat pengawasan agar tetap stabl pada
posisinya dan Lidak terbentur dengan bangunan steiper akibat
gelombang vang mungkin terjadi. Stelger ini dapart dilengkapi dengan
Bkses unluk proses docking perawatan bemnipa rel mepiju workshop
vang berada di darat dan  penyimpanan  apabila  spcedboat
pcngawasan tidak dipunakan dalam waktu lama, karcena akan
terhindar dari pengarah korosi air laut,

¢. Persyaratan umum  Fengadaan  bangunan  pengawasan  SPKP
diperuntukan bagl daerah denpan persyvarstan scbapai berilout:

1) recdapat kegiatan wsaha perikanan {pehangkapan itkan, pengolahan
dan pemasaran basil perikanan maupun usaha budidava ikan),
kawasan konservasi atau kegilatan pemanfastan sumber daya
kelautan;

2 terilikn S0M Pengawasan yaitu Pengawas Perikanan, Polsus
FWFE3K, atau PPNE Perikunan pada Dinas Kelaulan dan Perikanan
Prowvinsi/ UPTD Pengawasan SDKEF;

3] mecrupakan daerah rawan pelanpgaran dalam pemanfaatan sumber
rflava kelaulan dan peribanan; dan d. terdapat unit pengawas SDEP
di dacrah [Satker/Pos Pengawasan SDKF).

d. Persyaratan umum perlengkapan POKMASWAS ini diberikan kepaca

FOKMASWAS yang aktif membaniu pengawasan sumber daya kelautan

JJan perikanan.

Tata cara pelaksanaan kegiatan keplatan DAK bidang KP untuk kabupaten/kats
adalah sebagzai bevikuc:

1. Permbangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Tempat Prlelanpan [kan
(TP]) di luar Pelabuhan Perikanao [UPTD Kabupaten /Kota);

4. Pergsyaratan . . .
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m. Persvaratan Umum

1] di lokasi yang sudah ada [bukan lokasi baru] dan terdapal aklivilas
perikanan tangkap,

2 TW yang dilelola asemya  dimiliki  oleh pemernigh daersh
Kabalpaten  koly; dan

3] telah ditetapkan lokasinya clebh bupatifwalikota sctcmpat yvang
ditembuskan kepada Direkour Jenderal Perikanan Tanekap,

b. Persvaratan Khusus

1] pernilibzan jemis [asililas yang akan dikembangkan mengacu kepada
kebutuhan mendesak masyvaralar nelayan setempal;

2] Kesanpgupan mengopcrasionallan TPL sesuai dengan kapasitas
terpasang  dibuktikan  denpan sural  pemyalasn Resangeapan
pemerintah dagcah uniuk mengalokasikan anpzaran operasional dan
pemelibaraan TP yang akan dibaongan/dicehahbilitasi sarana dan
PTHSHTANAIYA.

IPembangunan Rehabililasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan
{UPTD Katwipaten / Kota), dan
a. Persyaratan Urman

1] didasarkan pada prioritas kelburohan serra dengan mnemperhatilcan
potenst sumberdaya penkanan budidaya yang tersedia;

2| lokasi herada di tanah yang dikoasal oleh pemerintah daerah dengan
stalus peruntukan untuk pengembangan Unit Perbeniban;

3] pelaksana pocmbangunan Unit Perbenihan Kabupaten; Kota dapat
berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis [UPT] Durekioral
Jenderal  Perikanan  Dudidaya  dalam  membuat  persncanaan
penyediaan prasarana dan sarangd serla leknis operasional UFTD
Perbenihan; tlan

4] kesanpggupan menvediakan anggaran operasional, pemeliharaan,
dan stal operasional Unit Perbenihan, dibukeikan dengan sarat
pernvataan kesanggupan pemernintah daerah kabupaten fkota.

Fengadaan SBarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Keci
slasyarakar Kelautan dan Perikanan [Nelayan, Pembudidarya [kan).
a. PerahufKapal Penangkap Tkean Berukoran lebib keell darl 3 GT vang

Dhuoperasikan dv Perairan Laut dan Perairan Umum Daralan berseta

mesin dan alat tangkapmys.

1] Petsvaralan . . .
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1) PersyvAaratan Urmm

]

a)

k)

]

perahu/ kapal penangkap ikan yang dipunakan hanya untuk
melakilkan penangkapan ikan di laut berukuran lehib keell dari

3 T dilengkapi dengan mesin wlamsa;

perahia) kapal penanpkap ikan yang dipunakan hanya untuk
melakukan petnangkapan kan di perairan venum daratan borupa
danan, waduk, sungai, rawa dan genangan air laimmys;

alal penangkapan  ikan vang diperbolehkan  adalab alat
penangkapan ikkan vang ditzinkan, selekdl, efeldl, efisien dan
ramah hngkungan, yang melipuli jaring dan pancimg sesunl
ketentuan peraturan perundang-undangan dengan dilengkapi
rancang bangun [design) alat penangkapan ikan; dan

alar penangkapan ikan dipriorilazkan bagi nelavan kecoil vang
tzrgabung dulam kelompok usaha bersoma [KUB] perikanan
rangkap alau koperasi yang relah memiliki kapal,

Persyaratan Khusus

=1

)]

o]

kapal pepangkap ikan di laut berukuran lebih Keodl dan 5 GT
diperuntukan bagi nelayan kecil yang rergabung dalam KUR
perikanan  tangkap atau  koperasi dengen memperhatikan
ketersediaan sumber dava ikan di masmg-masing wilavahnya,

lkapal penangkap ikan berukuran tebih kecil dan 3 GT vang
dilengkapi dengan mesin, hanva diperantukan bagl nelayan kel
yang lergabung delam KUD perikanan tangkap atau koperasi,

spesifikasi, konsiraksi, penperilian, jenis, sebatan, zingkatan,
pengkodean dan pambar serta tata cara pengoporasian <Jan
masing masing kelompok  jenis  alal  penangkapan ikean
sebagaimana  terselmur i atas mengacu  pada  ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengsnal Alal

Penangkapan Tkan di Wilayah Pengelolaan Penkanan Nogara
Ecepublik Indonesia,

d) KUB . .
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KLUB perikanan tangkap atau koperasi vang telah memiliki kapal

dilakukan dengan syarar memiliki:

i. Fukti kepemilikan calon penerima; dan

n. Spesifikasi teknis yang diketahui oleh Dinas Koraf Kabupaten
seternpal vang membidangl vrusan perikanan,

rengadaan alat bantu penanpkapan ikan ini diprioriraskan hagi

nelayan kecil yang tergabung dalam KUB perikanan tangkan

atau koperasi dan telah mermlib kapal dilakukan dengan syarat

memniliki:

1. Bukt kepemilikan kapal calon penerima; dan

1. Spesifikasi teknis kapal calon pencrima yang diketahug oleh
Dinas Kola, Kabupaten setempart vane membidang] urazan

perilianan

b. Percontahan Budidaya
1] Persyaratan Ummam

a)

b

)

lokast  percontohan  sesual dengan tata raang daerah,
peruntukan pengembangan  perikanan, dan tidak  terdapat
konflik kepentingan dengan kegiatan lainnys serta merulil
statlls hukum kepemilikan tanah vang jelas;

dilaksanakan cleh Pokdakan di kawasan percontohan vang telah
diidentifikast dan divecilikasi oleh Dinas Kabupaten/Kota dan
Pemyviiluh Perikanan; dan

mendapatkan dukungan anggaran dar Dinas Kabupaten/Kora
untuk melaksanakan temu lapang

Keleniuan spesifikasi teknis kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan

mengacu pada peraruran menteri vang menanpani urasan kelautan dan

pevikanan mengenal petunjuk operasional penyelengparaan DAK Fisik Bidang
Eclautan den Perikanan.
5.5. Penilaian Kinerja Pelabsanaan Kegiotan

Output keglatan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan vang digunakan sebapai
davar penilaian kincrja adalah sehagai berikay;

L. Chegpat keepiatan DAK Bidengkeloutan dan Perikanan Proviosi:
a. Fasililas pokok dan fungsional untuk pelabuhan perikanan/ pangkalan
pendaratan ikan/FPL [UPTD Prowvinsi);

b. Sarana . .
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Saratia dan Prasarana pokok unit pevbenihan i Unil Perbenihan (UPTD
Provinsi)

Prasarana Kawasan Konservast Perairan atan Kawasan Konseroas
Pesizir ddan Pulau-Pulau Kecil, dan Prasarana di Pulau-Pulau Kecil serta
Petambalk Garam provinsd.

- Barand dan prasarana pengawasan sumberdas kelautan dan perikanan

PruvINSL;

Chutput keginlan DAK  Bidang Kelautan dan  Perikapnanlahon 2017
Rabupaten/ Kota:

A,
k.

TFI diluar PPl di kalvapaten  kota;

Sarana Prasarana Pekok unit perbemihan (UPTD Kabupsaten/kotay di

kabupaten / kota;

Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masvarakat

Relautan dan Perikanan rerdind dard ;

1} Perahu/kapal Penangkap Tkan Berukuran lebih kecil dane 3 GT
Lerserla mesin, alat tangkap dan alal bantu penangkapan di
katwipaten / kota;

2] Percontohan budidaya i kabupaten,/ kota.

Outcome kegiatan DAK Bidang Kelautan dan Perikanantahun 2017 adalah

sebagnl berikut:

L.

Indikator Cheteome provins

ron oo

Produksl perikanan angkap (ool

Froduksi perikanan budidaya [ton)

Flektifitas pengelolaan kawassn konservasi dan pulaw keci
Produks: garam [ton)

Perseniase cakupan wilavah yang dizsasi

Indikator Outcome Kabupaten/ kota:

a.
b.

C.

Produksi perikanan tangkap [ton)
Produksi perikanan budidaya {ton|
Pendapalan [Rp/kelompek farsng}

6, BIDANG . . .
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6. BIDANG SENTRA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

6.1. Arah Hebijakan

Sesual denpan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tabhun 2014 tentang
Perindustrian Pasal 14 ayai (3) huruf d, pengembangan perwilayahan industri
dilakukan antara lain melalui pengembanpan sentra iocdusiri kecil dan
menengah [IKMj yang dapat dilakukan melahu pembanpunan Scntra IKM.

Pembangunan sentra IKM merupakan salah setu upaya untuk perceparcan
penyebaran dan pemerataan pembangunan industn ke scharmh wilayah
Intdlonesia.

Nerdasarkan kondisi saal i, banyvak potensi di daesrabh vang dapat
dipanakan untuk penumbahan IKM yang beham dicmanfaatkan. H samping
mu, pada beberapa dacrah sudah tumbuh scpumlab KM dalsm kondist
tersebar, sehingpa pembinaan yaog dilakukan karang elktif, atau telah

brerlienbulke sentrs oamun helbam eplimal.

Oleh karcna itu, perlu dilakukan Pembangsunan Hentra IKM bailk untuk
merelukas) IKM yang tersebar maupun mencmpatkan KM baru schingga
dapat dilakukan pengembangan dan penumbuhan IKM secars efisien.

. Besuai dengan amanal Undeng-UTndang Nomor 3 Tahun 2004 tentanpg

Perinduslman Pazal 74 ayvat (1] hurnad a, pemberdayvaan industn kecil dan
menenpall dilakukan antara lain melalui peningkatan KemMampusn senlra
tmdusin keell dan mencngan ([KM] vang dapat dilakukan melalui revitalisasi
Sentra KA.

Salah satu permasalashan yang dihadapi dulam pengembangan Sentra [KM
sampar 2aat ini adalah kurangnys sarana dan prasarana yoang dimiliki screa
kelamahan dalam aspek lepalitas.

Unluk mengatasi permasaiahan tersebul, maks  diperlukan  gpava
mertingkarkan sarana dun prasarana pada sentra yvang telabh ada melalid
Revitalisasi Sentra IKM yang diharapkan akan meningkatkan dava saing [KM
untule memasiuki pasar dalam negen maupun pasar global,

3, Eesual . ..
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3. Hesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengab Nasional (REIMN)
2015 - 2019, Kebjakan pengembangan perwilayahan induslr diarahkan
untuk lebih menyebarkan permbangunan industri diluar Pulau Jawa dengan
strategli vtama anlars lam membangun 22 Rentra Industn Kecil dan
Menenyah yang terdin dan 11 Kawasan Timuor Indonesia khususnya Papua,
Papua Barat, Maluku, Nusa Tengpara Barac dan Nusa Tenggaran Timur, dan
11 th Kawasan Barat lndonesta

8.2, Tuwjuan dan Sagaran
6.2.1. Tojuan:

I, Unluk membantu mendanai kegiatan Bidang Senira Industri Kecil dan
Menenpabh yenpg merapakan urasan daerah zesuai dengan prionitas

pembanpunan Industrl nasional.

2. Untuk meningkatkan penyebaran dan pemerataan serta nilai tambakb
dan dava saing Seorra Tndustri Kecil dan Industn Menengah [[XM).

6.2.2, Sasaran;
1. Pembangunan Sentra 1KM

Target : 3{} zentra IKAM/Tahun
Basaran Jutput: Senrra TKM bare (di Kabupaten Kota)

2. Revitalhizasi Sentra (KM

Target : 130 sentra TKM /Tahun
Sasaran Cutpul; Sentra JKM yang sudah ada [ Kabupaten/ Kota)

5.3. Ruang Lingkuyp Kegiatan
65.3.1. Deskripsi Menu Kegiatan

1. DAK Fisik Ridang Sentra Industri Kecil dan Menanpah, teedini dari -
A. Pembangunan Sentra IKM;

b, Revitalisss Sentra TKM:

2. Pembangunan ..



2

3.

i
E—.
A
% 4
'
ﬂﬂ;{'f:’
SR SOCET
REFLIBLIS  HDCMFS A

-10%5 -

FPermbwmngunan  Sentra IKMmevupaken  pembanpunan scntra Baro
Berdasarkan atas suatue perencanaan lerpada by design), terpisah dari
tempat tinggal dan dikeloly oleh suatu lembaga pengelola dan beradae i
dalam Kawasan Peruntukan Industri (KPI) ataw yane direncanakan schagai
KPL

Revitalisasi Senira JKMmerupalkan kegiaran untuk meningkatkan sarana
JJan prasarana pada senfra vang telah ada,

5.3.2. Eriteria Lokasgi Prioritas

DAK Fisik Bidang Sentra Tndusto Kecil dan Menengah ini dipriaritaskan uniuk
dilaksanakan pada RKabupaten f Kota yvang memiliki polensi induastri.

5.4, Tatacara Pelaksannan Hepiatan

1.

Pengelolaan dan portangrungjawatmn keuanpan angearan transfer daerah
termasuk DAK Fisik Ridang Sentra Industri Kecil dan Menengab mengiligti
ketemiuan vang telah diatur oleh Persturan Menteri Dalam Negeri dan
Peraturan Menceri Kevangan,

DAK Fisik Bidang Sentra Industri Kecll dan Menengabh dapat digunakan
univk meiaksanakan kegiatan Perencanaan, Penpawasan dan Pengendalian
Kegiatan dengan anggaran maksimal sebesar 5% dari Pagu Angparan NAK.
Kemiatan Perencanaan yang dimaksud pada butiv 2 dapar dipunakan anidaca
lain untuk Penyusunan Pola Pengembangan Senira TKM. Feasibility Study
(F3), Masterpion, Detad Engineering Design (DED), Studi Anabizis Mengensi
Dampak Linglungan Hidup (AMDAL)/Upaya Pengelolsan Lingkungan Hidup
(UKL]fUpava Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL);

- Keglatan Fengawasan dao Pengendalian vang dimaksod pada bulic 2 meliputi

pengawasan dan pengendalian mulai dari perencanaan sampal dengan serah
terima pelaksanaan kegiatan.

[Falamn pelaksanaan kegiatan yang dibiayar oleh DAK Bidung FisikSentra
Industri Kecil dan Menengah, Pemerinlab Dacrah dapat menviapkan Dana
Pendukung vang bersumber dari APBD maupun pembiayaan lainnya, vang
diperuntugkan bagli  bisva  percncanaan; pengawasdan;  operasicnal
administrasi kegiatan; wmanajemen/ pengelola/ kelembagaan sentra IKM; dan
aspel lainnya, selama tidak terjadi turopang Undih pembiayaan  pacda
kefialan yang sama.

fa. Proses ., .
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6. Proses ponyediaan dan pengadaan barang dan jasa dalam mendokung

pembanginan dan kelengkapan mesin/ peralatan di Sentra sesuai dengan

ketentuan dan peraluran yang berlaku dan mengacu pada harga e-catufog,

4pabila harga tdek fercantum dalam e.catelng, maks dapat digunakan

melkanisme peraturan vang berlaku.

4, Pembangunan Sentra TKM
1] Ruang hingkup

Ruang Lingkup Pembangunan Sentra IKM meliputi ;

a)

b

Pernbangunan fisik sarana proliksd, zarana pembinaan dan zsarana
penunjang lainnya yvang diperlukan dalam scntra,

Penyediaan mesin/peralalan guna melengkapi sarana produaksi dan

sarana pembinaan KM,

2y Ketenbuan khusus

Pembanpunun Sentra  dilaksanakan  pada Kabupaten/Kota dengan

memperhatikean kriteria sebagai beriloat

A}

b

Pemda menyocdiakan  lehan minimal S.000m? berada di zaru
hamparan dan becokasi yang sesnai KPT alay yoang direncanaksn
sebagal KPl dan leyak secars topograll untuk pembangunan fisik
dilengkapi dengan dokumen legalicas kepemilikan lahan oleh Pemda
gelta mempunyal infrastrukour penunjang memyju lokas sentra (jalan
dan listrik).

bemiliki Pala Penpembangsn Sentra IKM vang Jdidalamnys memuat
Eencana Slrategis, Tahapan Pengembangan, Pola Kelembagaan,
Busmess Man Sentra IKM, dan Site Mlan,

Metmliky dokumen DED pembangunan Scntra 1M,

Menyusun AMDAL/UKE/UPL,

Produk TEM-nya mempunyal prospel untuk dikembangkan dilihat
dart potensi pasar, kctersedioan bahan baku dan ketersedisarn
Sumber dayd manusie.

Sural peerivdlsan Ponda tentang kesedisgan minimal 10 (KM elesisting
atau iKM yang baru berdiri untuk dirclokasi ke sentra IKM yang baru
stcara bertzhap dan disesuaikan dengan alokasi anggaran vang
tersedia.

gl Surat . ..
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gl Surat pernyataan Pemda untuk membeniok kelembagaan penpelola
vang dizahkan oleh Inatansi Terkait) Notaris,

hy Surat pernyataan Pemda untuk menyediakan biaya operasional
kelembagaan dan keberlanjutan sentra.

3 Keplatan:

Keglalan pembangunan Scntra 1KM disesuaikan dengan angparan

vang ada dengan memperhatikan  skala  prioeitas  vang  dapar

dialokasikan untuk kegiatan.

a)

13]

d]

tz]

I}

Pematangan Lahan sebagai bagian konstruksl Sentra IKM dan
atan,

Pembangunan Gredung Produkst dan atau mesin/ peralatan yang
diperlukan di dalam Sentea IKM dan/ atau;

Penclirian UPT dan mesin scrta peralatan yvang diperlukan di
dalam untek mendukung Sentra IKA danfacaw;

Pendirian Kantor Pengelola dan Adminstras) scriz peralatan
lainova yang diperlukan di dalarm Sentra TKM dan S ata;

Pendirian Unit Pelayanan Bsahan Baky dan Penolong serta
peralatan Jainnya  vang diperlukan di dalam  Sentra [KM
dan/atau;

Pendirian (tudang Baranpg Jadi scrta peralatan lainnva yang
diperlukan di dalanm Sentra IKA dan/atau;

Bembuatan Instalasi Pengolah Air Limbah ([PAL) serta peralatan
lainnya vang diperlukan di dalam Sentea TKM danfataug;

Pemtaualan Instalas Pengolahan Air Bersib dan falaug;

Pendirian Pusal Promosi Scatra scrta peralatan lainnva yaog
diperliukan o dalam Scntra [KM dan fatayg;

1} Pendirian . . .
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Pendirian Fuang untuk sarana penunjang lain seperti : Salar Cell,
Generator, Sarana Komunikasi, Tower Interncr serta peralatan

lainnya yang diperiukan di dalam Sentra IKM danfatay,
Pembuatan Infrastruktur Fisik di dalam senies danfatau;
Pembuasatan Pagar Kelihing Scntra atau bagian dan Scntra dan;

Pemburtan Vapan Nama Sentra [KM dan Papan Potensi Bentra
TKM;

Uraian Kegialan:

aj

b)

Pematangan Lahan gebagai bagiat dari konsirubkesi Sentea 1K,

Penpeunaan DAK unluk pematangsan lahan udak dapal bendin
setndiri karena harms ditkuti dengan pembangunan fisik diatas
lahan rerzebut minimal bangunan UPT dan atau pedung produks
dizesualkan dengan anggaran yang rersedia.

Pernbanpgunan Gedung Produks) dan atau moesing peralatan yang
diperlukan dt dalam Sentra [KL;

Pembanpunan CGedung Produksi dan alavg mesin/peralatan
dilakukan dengan memperhatikan standar bangunan gedung
dan disesvpaikan dengan kebuluhen senlra dan karasteristik
THM.

Pembangunan UPT  dan  mesinfperalatan lainnys yanog
chiperlulian di dalam Sentra (KM

Lntuk  pembangunan UPT  dan mesin/peralalan lainoya
diperlukan adanya Sural Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang
menjelaskan  kelembapaan waupun dukungan APBTY dalam
mendukung operasional UFT,

UFT ini dimaksudkan sebagai sarana pelayanan bagi IKM yang
dapal digunskan scoara bersama antara [KM yang ada di dalam
genira. Uleh karcna 1itu mesin/ peralatan yvang terdapat di UPT
dadalahh mesin/peralatan pang Udsak mampu dimiliki cleh [KW
alau tidak dapat dinperasionalkso oleh KM atsupun tidak
ckotomis jika dinperasikan oich KM secara individual,

d] Pembangunan .. .
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Fembangunan Kantor Pengelola dan Adminsitasi serta peralatan
yvang diperlukan di dalam Sentra KM

Pembangunan Kantor Penpelola dan Administrasi dilakukan
dengan metmperhatikan standar  bhangninan geching dan
disesuaikan dengan kebutuhan sentra dan karasteriscil [KM.

Pembangunan Unit Pelayvanan Bahan Baku dan Penolong serta

peraiatan vang diperlukan di dalam Sentra LK,

Fembangunan Unit Pelavanan Bahan Baku dan Penolong
ditakukan dengan memperhatikan standar banponan gedong
dan disesunatkan dengan kebutuhan sentra dan karasteristilk
(KM

Fembaneunan Guddng Barane Jadi serta peralatan yang
diperlukian di dalam Scntra 1KM;

MFembangunan Gudang Barang Jadi dilakukan dengan
rmemperhatikan siandar bangunan gedung dan disesuaikan
dengan kebuluhan sentra dan karasteristilke TR,
Petnbanguran  Tnatalasi Penpolsh sir hmbah (IPALY  serta
peralatan yvang diperlukan di dalam Sentea FM:

lnstalasi Pengolah air imbah [TPAL]D merupakan unil vang barus
ada untuk Scntra yanp menimbulkan  pencemaran  sesual
kerennian SKPD yang menangani Lingkungan Hidup.
Pembangunan [nsfalasi Pengolah air limbah (IPAL} diperlukan
Surat Krpala Daerab Kalnipaten /Knta vang menjelaskan adanva
kelembagean dan mendapat dukungan APED dalam operasional
IPAL terscbut.

IPembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersib;

Pamnbangunan Instalasi Pengolahan Adr Beraih dapar dilakyban
apabila didalarm Sentra tersebut tidak tersedia sumber air bersih
vang mendukung proses prodoksi baik  kualitas  maupun

kuantilas mtaw aic vang ersedia tidak memencehi persyaratan
unlok dipergunakan dalam proses prodolesi

1) Permbaneunan
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Pembangunan Pusat Promosi Sentra serta peralatan vang
diperlukan di dailam SBentra 1K,

Penpgunaan DAK untuk Pembangunan Pusat Promasi Sentra
tidak dapat berdin sendiri barens haros ditkuti dengan
pembanpunan fisik minimal UPT dan ateu pedung produksi
tlisesnaikan dengan anggaran vang lersedia

Pembangunan Pusat Promosi Sentra dilakukan apabila Sentra
tersebut telah menghasilkan produksi vang berlogalitas,
Pembangunan  1Pusat Promosi Sentra dilakukan  denpan
memperbatkan standar bangunan gedung dan disesuaikan
dengran kebutuhan sencra dan karasiecistils TKM,

Fembangunan Ruang uotuk sarans penunjang lain seperti: Solar
Cell, Generator, Sarana Komenikasi, Tewer internct  scrta
peralatan yang diperlukan di dalam Senlra IKM;

PembangunanRuang unluk  sarana  penunjang lain  dupat
dilakukan apalila didalam Sentra terselnt tidak (ersedia Sumber
Energl, Sarana KormminikasiTower Internet serta  peralatan
lainnya yang mendukung proses produksi baik kualitas maupun
kuantilas,

Pembangunan REuang unruk sarans penunjang lain dilakuken
dengan memperhatikan  stamdar bappunan  gedung  dan
thzesualkan dengan keburtohan senira dan karasteristik TKM,

Pembangunan Infrastruktur Fisile i dalam sentra;

Pengpunaan DAK untuk Pembangunen Infrastruktur Fisik hanya
unruk yang berada di dalam sentra dan merupakan sarana dan
fasilitas yang terkait dan tidak 1erlepas dari kelengkapan proses
pembangunan Sentra TKM sccara keseluruhan, Kepiatan ind
dapal berupa berypa  pembangunen  Landscope,  Jatan
Lingkungan, srluran drainase, jaringan air bersih, dan sanitesi,
Kegiatan ini baru dapat dilakukan apabila pembangunan gedung
UPT, Ruang kanow Penpelola dan Adminstrasi, Lo Velavanan
Bahun Baku dan Penolong, Unit Pelayanan Barang.fadi, Gedung
Froduksi, Instalasi Penynlsh air limbaby [IPAL] telah sclesai
dilaksanakan,

I} Pembuatan . . .
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Fetmbuaten Papar Keliling Senita alau bagian dan Sentra;

FPermbrgaran Pagar Keliling Sentra alan bagian dan Sentra dapal
dilakukan apatla alat kelengkapan Sentra telah berdin dan
beroperasi serta memerlukan pengamanan terhadap kelancaran
produks:,

Pamlniatan Papan Mama Sentea Thh dan Papan Potensi Sentra
1M,

s

Pembuatan Papan Mama 3entra IKM dan Fapan Potensi Sentra
I1KM mcrupakan hal vang wajib dikerjakan.

Papan Mamnga Senlra memuat Nama Sentra, Alamal Sentra, serld
Logn Kemeanreran Pecitidastoian dan Pemcla Kahupataen fKora.
Papan Potcnzi Scntra memuat Jenis Komeoditl, Jumlah Unit
Lisaha Anggola Sentra, Jumlah Tenappa Kemja, Nilal Towvestas
Mesin Peralatan, Milal Produkst dan Nilai Bahan Balkuw per 1shun
serta diletakken di dalam kantor pengelola sentea.

b, Revilalizas Sentra [Khi
1] Ruang lingkup

2|

Euanp Lingkup Revitalizas: Sentra IKM melipati

4)

b}

Fendirian atau perbaikan fsik sarana produksi dan/ataw sarana

penunjang lamnya yang dipertukan untuk kelancaran senioa

Penyediaan dan penambahan mesing peralatan mana melenglag

sarana pembinaan danjatau sarana produks: [KM.

Keltentuan Rhusus

Eevitalisasi Sencra dilaksanakan pada Senlra vang:

a)

by

)

Diprioniaskan pada scntra vang tebah melaksanakan revitalizasi
pada 1 (satu] tahun sebelumnya nacrmin el selesal,

Blemiliki Proposal Pengembanpan Sentra.

Froduk [KM para Sentra tersebul mempunyal prespek untul
dikembangkan dihikat car potensi pasar, ketersediaan bahan
baku dan ketersediaan Lenags kerja.

db hlermabiki . . .
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Mermiliki paling sedikit 20 [dua puhuh) IKM untuk Pulau Jawa dan
Bali, paling sedikit 10 [sepulub} (KM unrak Pulau Sumatera dan
Kalimmantan zerta paling sedikie 3 {lima] IKM uncuk Pulan lainnya
rang  dilengkanpi dengan dara nama,  hilal inwestass
mesin/ perailatan, jumlah lenapa kena, dan kapasilas produlgs,
serta nilai produksi dan nilal bahan akuw per tahun dao masing-
masing IKM. Lokasi/tcmpar sentra IKM dimaksud berada o
dalam satu wilayah kecamatan,
Telah menslapkan lokasiDAK Revilalisast Sentea TKAD sesuai
dengan propoesal vang telah disampaikan.
Untuk peiubahan lokazi DAK Revitalisasi Sencra 1IKM harus
disertai denpan peesetojuan dar MHrektloral Jenderal Towdustn
Kecil dan Menengah Kementerian Permdustrian.
Memerlubkan pembuslan/ perbalkan sarana ;
1] Untuk Pencirian .
« UPT
«  Rumah Kemasan
s Puxal Promoes Sentra
«  Kamor Peneslola dan Admineslras
+ Unit Pelayanan Bahan Baku dan Penclong
= [PAL
+ [nztalasi Pengolahan Air Bersih
+ Ruang untuk Barana Penumang Lain,
Maka Permds haras menyediskan lahan sesus) denpan
Rencana Tata Ruang Wilayvaly (ETEW) untuk Industr,
bersertifikat  milik  Pemda, mempunvai  infrascraknay
penunang (alan, listrnk], discrial dengan Feasibalify Study
((2), Mosterplan, Oetail Erpreesrng Design [DEDY dan
Analisis Mengenal Dampak Lingkunpan Hidup (AMDAL)
Upaya Pengelolaan Lingkungan Fhdup [CKL] / Upaeya
Permanrauan Lingkungan Hidup (UPL} scsuo kcbutuhan
dan kercrsediaan anggaran;

in Untuk . ..
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1] Unluk perbalkan sarana penuinjang Senira ;
Diperiikan adanya Proposal Pengembangan Barana Penanjang
dalam Sentra:
Bagi sentra  dan  unil  pelavanan yang  bolum memiliki
kelembagaan, Pemda menyiapkan surat yang menyatakan
kesiapan dan  membenluk  kelembagaan  sentra dan unit
pelayanan  dalam bentuk BIPTRY,  Koperast alauw organisast
berbadan hukurn lminnys dan disahkan olehh Kepala Dacrah
Kabwparen/Kola alag [nstans: Terkatt S MNotans;
FPemda wajlh menycdiakan biava operasional bapi kelembapaan

fdan keberlanjulan sentra tersebuat:

3] Kegiatan:

)

=1

b

Fermatangan Laban sebapal bapian konstruks: Sentra IKM dan
arau,

Kevitaltzasy RuangfAres Produksi dan atau mesing peralatan
vang diperlukan di dalam Scntra 1KM dan atau;

Mendirian / Bevitalizasi 1PT dan ruang laberatoriam mini beserta

alat uji serta peralatan lainnya yang diperlukan di dalam Sentra
[KRKI dan atau,

Fendinan/ Revitalizsas Rumeh Kemasan serta peralatan lainma
yvang diperlukan di dalam Sentra [KM dan ataua;

Fendirian/ Revitalizasi Ruang Kantor Pengelels dan Adminstras:
serta peralatan lainnya yang diperlukan di dalam Sentra [KM dan
#EaL;

Pendirian/Revitalisasi 1nit Pelavanan Bahan Baka dan Penolong
sorta peralatan lainova yang diperlukan di dalam Sentra 1KM
dan atqw;

Pembuatan/Revitalisasi [nstalas Pengnlah Air Limmbah [1PAL}
werta peralaran lainnya yanp diperlukan di dalam Seneea JKM dan
atal;

3

Mernbuatan, Revilalisas) Instalasi Pengolahan Air Bersih dan
atau;

i} Pendirian . . .
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Pendirian/Revitalisast Pusat Promasi Sentra scrta peralatan
laannya yang diperlukan di dalam Sentra IKM dan atau;

Pendirian/Revitalisasi Ruang untuk sarana penunjang  lain
sepert] @ Solar Cell, Generator, Sarana Komunikasi, Tower Inlemet
serta peralalan lainnya yong diperlukan di dalam Sentra IKM dan

Ald,

Pernbuatan Revitalisasi Tnlrastruktur Fisile di dalam sentra Jdan
atau;

Pembuatlan/ Revitahisasi Pagar Keliling Sentra atau bapian dan
Eentra dan;

Pembuatan Papan Nama Senlra [KM dan Papan Potensi Sentra
1KM;

4] Uralan Kegiatamn:

al

b}

Pematangan Lahan sebagai bagian konstruksi Sentra TKA;

Penggunaan DAK untuk pematangan lahan lidak dapat berdiri
sendirt. karena haruza diikati denpan pembangunan fisik ciatas
tahan tersetal,

Fevitalisast Rusang/Ares Produksi dao aran mesin/peralatan
vang diperlukan Jdi dulam Sentra TKM;

Revitalisasi Ruang/Area Produksi dan alau mesing peralatan
dapat dilakukan pada mang peoditksi yang masih menyatu
dengan rumah tinggal serta tidak memenuhi syarat.

Dutam hal akan dibuar Ruangf Arca Produksi vany lerpisah dari
rumah tnggol, maka IKM haros memiliki tanah diluar romah
tinggal untuk dibangunkan Ruang/ Area Praduksi,

Pendirian/ Reviralisasi UPT dan ruang labreatorium beserta alat
W1 serta peralatan lainnya vang dipecluban di dalam Sentra TKM;

Fendirian UPT dan ruang labordlorivm dapat dilakukan jika
tersedia lahian yang memenuhi ketentian

Untuk . ..
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Untuk Eevitalisast UPT  dan ruang laboratorium diperlukan
adanya Surat Kepala Daerah Kabupaten / Ko vang menjelaskan
kelembagaan maupun dukangan APRTD dalam  mendukung
operasional UFT,

LIPT 1o dimabksudkan sebagar sarana pelavanan bagi TKM yvang
dapat digunakan secara berzsama dan bukan sebagal pesaing
Dleh karena ilu mesin/ peralatan vang terdapat i UPT adalah
rinesin fperalatan vaog Gidak maromy dimiliki oleh TKM atau tidak
dapat dicperasionalkan olch |EM ataupun tidak ekonomis nka
dinperasikan nleh KM secars modividoal,

Pendinan/Rewitalisasi Kumah Kemasan scrta poralatan lainnya

yanyg diperiubkan di dalam Sentra 1K,

Pendirian Rumah Kemasan dapat dilukukan jika tersedia lahian
yang merneritht kelentian.,

Untuk Eevitalisast Bumah Hemasan diperiukan adanya Surat
Kepala Braemabh Kobupatlen/ Koels vang mengelaskan kelembagaan
maupun dukungan APBD dalam mendukung operasional Rumah
Kemasan.

Pendirian f Revitabsaz) Ruang Kantor Pengelola dan Adminstrasi

girta peralatan vanp diperlukan di dalam Scncra [TKM;

Pendirian f Revitalisas Ruang Kantar Pengelola dan Administrasi
dilakukan apabila Sentra tersebot belum memiikl kanter
pengelola atau memilkl tuang kantor pamun tdak
memuangkinkan bagi penpelola sentra untuk melakukan akibtas.
Pendinian Fuang Kantor Peongelela dan Adminmistras:  dapat
dilakulkan jika terzedia lahan vang memenuhi ketenroan.

Uniuk Revitalisasi Buang Kantor Peneelola dan adminisiras
diperlukan Surar  Kepala Daeralh Kabupaten/Kota vang
menjelaskan  adanya  kepenguoruasan gerta mendapatkan
dukungan APED dalam operasienal pengelola scntra.

Fuang Kantor Penppelala dan Adminislrast dimaksodkae sebagal
sarana operasinnal senira delam melakukaen pelavanat bagi ITKM.

I} Pendirian . ..
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Mendirian} Revitalisasi Unit Pelayanan Dahan Daku dan Penalong
serta perslatsn yang diperlukan di dalam Sentra IKM,

Pendinan/Rewvitalisast  Unit  Pelayanan  Bahan Baku dan
["cnolongdapat dilakukan apabila Senira telah memiliki UPT.
Pendirian Unit Pelayanan Bahan Baku dan Peneclong daparc
dilakukan jika tersedia lahan yaop memenihi keleniosn,

Untulk Revitalisas Unil Pelavanan Bahan Bakuw dan Penolong
diperlukan  Burat  Kepala Daerah Kabhupaten/Kora  yang
merpelaskan adanya kelembagaan dan mendapat dukunpgan
APBD,

Pernbmiatan/ Revitahisasi Instalasi Pengolah Air Limbah {IPAL)
scrta poralatan yang diperlokan di dalam Sentra TkM,

Instalasi Pengolah Air Litmbeah (1PAL) merupakan unil vang harls
ada wuntuk Sentra yang menimbulkan pencemaran sesual
ketentuan SKIPDr vang menangani Lingkungan HMidap.
Pembuatan Instalas Pengelah air limbah (IPAL] dapat dilakakan
Jika tersedia lahan yang memeamahi ketentaan,

Pemnbuigisn) Revitalisas: Instalazi Pengolalh Air Limbah  [1PAL)
diperiukan Surat  Kepala  Daerah  Kabupaten/Kota  vang
menjelaskan adanyes kelemmbagasn dan mendapat dukunpan
APBD dalam opcrasional IPAL terselnat.

Pembuatan/Revitalisasi Instalasi Pengolahan Air Bersih;

Fembuatan/Revitalisasi lnstalasi Pengolahan Air Bersilh dapat
dilakubkan apabila didalam Sentra tersebut tidek rersedia sugmber
alT bersith yang mendukung proses produksi baik  kualitas
maupun kuanidas ataupun air yvang terzedia tidak memenuhi

persyaratan untuk diperpunakan calam proses peodoksi

i) Pendinan . ..
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PendirianfKevitalisasi Pusat Promaosl Sentra serta peralatan yang
diperlulean Jdi dalam Sentra IKR;

Penpgunaan DAK untuk Pendinian/Eevitalisasy Pusat Promost
Sentra tidak dapat Terdin sendiri karena harus diikatd dengan
pembangunan stk minimal UFPT dan atau gedung produks)
elisesaikan denpan angearan yang lersedia,
Pendirian f Revitalisasi Pusat Promosi Senitra dilakukan apabila
Scntra terscbut telah menghasilkan produks: yane berkualiras.
Pendirian Pusatl Promosi Sentra dapar dilakukan jika torsedia
lahan yvang memenmahi ketentuan.

Untuk Revitalisasi Pusat Promosy Senlra diperlukan Suarat Kepala
Dacrah Kabupaten/ Kota yang menjelazkan baliwa Pusat Promosi
Sentra dan kelembapasnnva yang sucdabh ada edak bekerja secara
pptimal Jdan disertal surat pernyataan akan dukungan APBD
sebagai biayva aperasional.

Pendiriang Revitalisasi Buang uniluk  sarane penuamang  lain
seperil: Solar Cell, Goncerator, Sarana Komunmikast, Tower Inlernar
serta peralatan yang diperlukan di dalam Sentra 1KM;

Percdirian/ Revitalisasi REuang untul sarana penahjang lain dapar
Jilakukan apabila didalam Sentra tersebut tidak lersedia Sumber
Encrel, Sarana Komunikasi, Tower Intcmct sorta peralatan
lainnya yanp mendukunp proscs produks baik kualitas maupun
kuantitas.

Pernbuatan/Eevitalisasi Infrastruktur Fisik di dalam sentra;

Penggunaan DAK uncuk Pembangunan/ Bewitalisas) Infrastrukour
Fiszik hanva untuk vang berada di dalam scintra dan merupakan
sarana dan fasilitas vang rerkar dan ridalk  terlepas  dari
kelenghkapan proses revilalisas: Sentra (KM secara keseluraban.
Kepiatan 1M1 batu dapat dilakukan apabila
pembanginan frevitahsam UPT dan roang lahorasloeriome i,
Fuang kantnr Penpelala dac Adminsiras, Tlout Pelayanan Bahan
Rakly dan Penoleng, Ruang Produksl, lostalasi Penpolah air
limbah  {IPAL) doan  Pusat Fromosi Sentra telah  selessi
tilaksanakan,

Iy Pembmiatan . ..
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Pernbualen/ Revitalisasl Pagar Keliling Sentra atau bagian dari
Senlra

Pembuatan/ Revitalisast Pagar Keliling Scntra atau  baglan dan
Senrra Japat dilakukan apabila alat kelenpkapan Senlra ielah
Berdir dan becoperasi serla memerluksan pengamanan terhadap
kelanoaran produksi,

Fembuatan Papan Ivama Sentra lKM dan Papan Potens) Senira
T,

Fernbuatan Papan Nama Sentra JKM dan Papan Porensi Sentra
IKM merupakan hal yang wajlb dikerjakan.

Fapuan Nama Sentra memuat Nama Scntra, Alamat Sentra, serta
Logo Kementerian Perindustrian dan Pemda Kabupaten Kota.

Papan Patenai Sentta memuaat Jenis Komodity, Jumlah Unil
Usaha Anpgota Scutra, Jumlah Tenaga Kerja, Milal Investasi
BMesin Peralalan, Wilai Produksi dan Nilal Bahan Baku per tahun
serra dilctakkan di dalam kantor pengelola senrcra.

Ketentuan spesifikasi teknis kegiatan DAK Fisk Bidang Sentra Industri Kecil
dan Menengah menpacu pads peraturan mentori yang mcnangand urusan

pernnduslnian menpenal petunjuk operasional penyelenggaraan DAK Fialk

Bidang S1KM.

6.3, Fenilalian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

1. Kinerja pelaksanaan reknis adalah basil pelaksanaan DAK Fisik Bidang
Sentra Indosin Keaoll dan Menengah vang sesua dengan spesifikast teknis
dlan peraturan perundangan yany berlaku. Adapun indikator outpuf dan
putcome masing-masing bidang scbagai berikur:

L,

Indikator Chetput
Jumnlaby Sentra IKM vang dibangun dan atau divevitalisasi.
. [ndikator Chitoomne -

Sentra THM yang telahh beroperasional serta mampu meningkatikan
kapasitas dan kualicas produksinya,

2. Aspel o
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2. Aspek kinegja yang diukor

¢, Lapuran realisasl penggunaan keuangan DAK Bidang Seofra Indusin
Keeil dan Menengah,
d. Laporan realisayl pembangunan/ pengadaan fisik kegiatan.

3. Indikator kinerja

E. Pembangunan fisik dindlai dar eealisas keuangan,
al Triwalan 1 = 20,
6] Triwulan II : o 5{Fn
7] Triwulan 1T ;= 75%
& Triwualan 1v = L

¢, Pembangunan/Belanja modal Disik sesuai dengan kontrak  yanp
disepaloall.

Kinerja penyelenpparaan DAK Fisik Bidang Sentra Industn Kecill dan
bMenengah oskan dijadikan  salah satu pertimbangan dalam  usulan
pengalokasian DAK Bidang Sentra Induastr] Keell dan Menengsh pada tahuan
brerikallnys,

Koctontuan mengeanas spesiﬁl-:asi tekmig, pedompn dgn bal - hal yang letbah rioc
dalam rangka pclaksanaan DAK Fisik Bidang Sentra Tndustri Kecil dan
Menenpsah menpacu pada Peraturan Menteri Perindustrian teatang Petunjuk

Operaginnal Penvelengparaan DAK Fisik Bidang Scntra lndustri Kecil dan
amenengah.

7. BIDANG . . .
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T. BIDANG PARIWISATA

T.1. Arah Kebijakan

Arah kebipakan Pengembangan Destinas: Pariwisatla yaitu untuk meningkarkat
kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata serta mentngkatkan daya saing
deatinasi pariwisafa di dalam negeri dan di luar negeri, melalui:

l.

Fasilitasi pembangunan dan peogembuangan inftastruktur dan elosistem
kepariwisataan antara lain perancangan destonasi pariwisata, permmmgkatan
aksesibilitas, atraksl, ameniras, dan ekoslatem pariwisata;

. Penpembangan destinasl wisata alam terdini dari wisata bahari, wisata

pehualangan dan wisata ekologl, penpgembanpgan destinas] wisala alam
budaya terdiri dan wisata scjarah dan religi, wisata kuliner dan belanja dan
wisata kota dan desa; dan pengembangan destinasi wisata buatan dan minat
khusus yvang terdini dari wisata Meetmg fncemitive Conference dan Fxhibtion
MICE} clat Event, wisata clahraga, dan wisara kebugaran (wellness) berbasis
budaya nusantara =erta wisata kawasan terpadun; dan

Peningkatan tata kelola destinasi pariwisata dan pemberdayasn masyaralat
anrara lain tata kelola destinasi pariwisata prioritas dan kbusus, internalsasi
dan pengembanean sadar wisaln, dan pengembanpan polense masvarakar di
bidang panwizata.

7.2, Tujuan dan Sasaran

Pembangunan TFasilitas Pariwisara melalui DA Fisik Bidang Pariwisata

bertujuean untuk:

1.

2.

53

melenglkapi (asilitas pariwisara di daerah;

mendoenng kemaodinan dan pemberdaysan masvarakat dacrah;

- menunjang pereepatan pembangunan di dacrah;

. memingkatkan predulktivitas dan perluazan kessmpatan kerja;

meningkatkan kualhtas dan kuantitas desrinasi parnwisara; dan

meninpkalkan days saing destinas) pariwisata Indonesia.

Sasaran . - .
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Sasaran Pembangunan Fasilitas Parivnsata melalui DAK Fisik Bidang Pariwisara
antara lain;

1. Memngkatnya kuantitazs dan kualitas fasilitas  pariwizata di deslinae
[Eriwisata: dat

2. Meningkalnya layanan kenysmanan berwisata di daya tarik wisata.
7.3. Ruang Lingkup Kegiatan

7.3.1. Peskripsi Menn Kegiatan

Kegiainn DAK Fisik Bidang Pariwisata Fisik Tahun 2007 rerdird dari:

1. Penataan Kawasan Parnwisata

Penataan Kawasan Pariwisats scbagar upayva peninpgkatan kualitas fazilitas
daya Larik wisata, mencaknp;

2. Pembangunan pusat informasi wisata/TIC dan perlengkapannysa;
. Pembuatan ruang ganii dan/atan milet;

¢ pendtaan tamen dayn tarik wizata (pembuatan pergola, pemasangan
larnpu taman dan pembuatan pagar pembatas);

d. Pembangunan panggring kesenian/ pertunjukan;

e. Pembangunan/revitalisasi sarana pendubiing daya tarik wisara [kios

cenderamata, plaza pusat jajanan/kuliner dan tempat ibadah);

I Pembuatan jalur pejalan kaki/jalan setapak, boardwalk, pedestrian dan
tempat parkir, dan

g. Pembuatan rambu-rambu petangule arsb,
Z. Amcnitas Pariwisata

Pembangunan Amenitas Pariwisala scbagal upaya mendukung kesiapan
destinasi pariwisata dan meningkatkan daya saing pariwisata, tnencakiln;

a. Pembacgunan dermagn wisata;

b. Permhangunan titik labuh/ singgah kapal layar éecht);
¢. Pembangunan dive center dan peralatannya; dan

d. Pembangunan surfing center dan peralatannva.

T.3.2, Kriteria . . .
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7.3.2. Kritaria Lokasi Prioritas

Penentuan lokasi pencrima DAK Fisik Bidang Pariwizsata Tahun 2007 dilskukan

dengan memperhatilan kriteria sebapgai berilage:

1.

Prioritas pengembanpgan kepariwisataan ndonesia mengac pada Peraturan
Presiden Nomor 43 Tahun 2016 tenmang Rencana Kerja Pemerintah (RKF)

Tahun 2017, yvaitu 10 Deslinasi Priorilas Masional;

. Peraturan Permernintah Nomer 20 Tahun 2011 wentang Rencana lnduk

Pengembangan  Kepariwisataan  MNasional (RIPPARMAS] yaing S0 IYPN
(Deslinasi Partwisata Nasional], 88 KSPN (Kawasan Pariwisata Serategis
Nasienal] dan 222 KPPN [Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional), dan

Dacrah yang lelah memilikl Rencana Induk Pembanpunan Keparmwisataan
Daerah (RIFPARDA).

Menu kegiatan dan lokasi prioritas DAK Fisik Bidanyg Pariwisata Tabun 2018
cdlart 2019 sesual dengan Rencana Kerja Pemenintah [RKP).

T.4. Tatacara Pelaksanaan Heglatan

Kegiaran DAK Fisik Bidung Parwisata dilaksanakan olch SKFD yanpg menangani

uruzan bidang pariwisafa dengan lata card peleksanaan keglatan penatasan

kewasan pariwisala dan amenitas pariwisata:

1.

[*znataan Kawasan Pariwisata
a. Pembangunan Pusat Informas Parmansata ST dan perlengkapannya

1] Lokas: pusat miormast wisata/TIC yang terletak di pusar kota hamas
strategis dan mudab dijangkau oleh pengunjung, yaitu lokasi dengan
aksgesitulitas yang mudah dicapast, balk menpzunakan transportasi
WM Maupun transportast pribadi;

2] lokasi pasat informasi wisata; TIC di Terminal Bus, Bandara, Stasiun,
Polabubhan, dibangun di lokas lempatl kedalangan vang stralegls,
mudah dilihat dan mudah dicapai oleh perglirgung;

3] Lnkaxi pusal informasi wisata/TIC di dayva tarik wisara, dibangon i
dalara Kawasan Daya Tarik Wisara yang stratems, mudah dilibat dan

mdah dicapal alch pengunyung; dan

4] Pusar . _ .



k.

1< ES IR
FEF_BLI~ 1006 IESHA

123

4) Pusat infoemast wisata; TIC yang bersilal Satellite Motsle, dapat
ditempatkan dimana sapa sesual kebutuhan.

Pernbaatan roanyg ganll duof ataw 1oiker

Ketentuan lokasi penempatan ruang gantl/ tollet disesuaikan dengan buas
dari kawasan pariwisata, Kawasan pariwisara sehaiknya menyvediakan
fasilitas raang =eantiftoilet scrap 300 mcrer, Apabila ruang pantif oilet
terletak o1 dalam bangunan, maka lekast ouang gantifoealer ridak holeh
MEeEngEanpeu pemandanpan dan bangunan sekitarnys, letapn letap madah
terlibiat dan didemubean seclangkan Qi dalam bangunan hendakaya berada
pada lokasr vang tdak menggangen pomandanpan dan bangunan o
aekitarnya, tetapi tetap mudah rerlibat dan ditemukan. Euang gantif toalct
dapat dibiasi dengan tanaman sehingga terlihat menarik dan tidak cerlala
terlihat terbuka. Dalam melakukan pembangunan maang gantftoilet di
kawazan pariwisata, pembangunan harus mengikull pedoman konstoukst

seeaal dengan standar todlel umum Indenesia vaity kenng itu sehat.

. Penataan taron dava tark wisata (pembuslan perpola, pemssanpgan

lampu taman dan pembuatan pagar pembatas]
I} Pembualan Pergola

Perpala merupakan sogia filgr elemen pelenpkap raman vang
trembentuk penedub pada jalur pedestnian, area dudulk ataupun arca
Berkumynd] [gasshba). Perpela pada umumovs berupa deretan tiang/
kolom/pilar yang umumnya menopang balok-balok mehnlang <
atasnya ang dilenglkan dengan sepenis penublp atay penaung yvang
bersifat transparan, dan scring diberi tanaman merambsat,

Sckain bersifat fungsional, desoam pergela Jupa harus memperhalikan
fabalor esletiky, yaitu sesual dengan arsitcktur budara selempal 41s0
transtormast dan arsitcktur lokal. Dalam kaitannya denpan taman dan
lasilicas lawn di dalamnva, desain pergola haras selacas denpan Konsep
PErenrAnEAan lamAan sseaca keseluruhan, duan secara khlsus misaloga

selaras denpan desain paeebo alau elemen laman lainnya.

) Pemasangan ...
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Pemasangan Lanipu Tamarn

Lampu atau penerangan taman merupakan Otur clemen pelenpkap
laman yang berkaitan eratdengan aspek keamanan taman, khususnya
pada mialain han, Terkait syarac penerangan, pencahayaan vang dipilih
untuk penerangan dalam taman dapat dibedakan menjadi dua jenis,
Jenis pencahayaan pertama adelsh pencahayaan antuk keamanan,
Lersilar terany denpan warna cahaya lampu umumnya pucih. Jenis
pencrangan dengan pencahavaan ini digunakan pada area penting di
tlalam taman, sepertl arca pintu masuk - keluar serta sepanjang jalur
pedestrian. Jemis pencabavaan kedus adalah pencahaysan wuniuak
memberikan kesan hangat dan nyeman namun lelap memperhalikan
faktar Keamanan, Kesan il dipercleh melalui pemilihan  lampu
berwarna orange/jingga dengan  lokasi pemasangan dioama-anes
kbsus sepech gezebo alan ares 1stirahat.

Pernbiiatan Pagar Pembatlas

Pembuatan pagar pembatas taman dimaksudkan untule mengarabkan
sirkulasi dan pergerakan pengunung meangikubi pola tertentl, seper
mizalnya menghmdar area berbahaya atau mengerahkan  peads
beragam ttik-ttk atraksi wisata dalam satu puraran. Desain pembalas
taman sebaiknya merespon baik persyvaratan fungsional maopun
kuakbita s estetika darl lingkungan di sekelilingnya. Secara prinsip pagar
pembatas taman merupakan pembatas properti schinpea desainngya
harus jelas dan memperhatikan faktor keamanan dari lingkungan
sekitarnya. Selain bersifar fungeienal, desein pager juge haros
memperhatilian faktoe estetika, yaitu sesiai dengan arsitekiur budaya

serempal ataw lransformasi dar arsitektur lokal.

d. Pembanginan - . .
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d. Pembangunan pangeung kesenian pertunjukan

Panggling kesenlan/ pertunjukan merupakan salah satu altermatl fasihilas
chatcloor otk menampillan perlunjukan sen vang dapat dpacikan dayva
tank wisata dh suatu destinas wizata. Faktor vang diperhitungkan dan
diperhatikan dalam pembangunan pangpung  kesenian/ pertunjukan
antara lain:

1] Ukuran;

21 Ormicntas;

3] Abkustik:

4] Srage/Panggung;

2] Tempat duchik; dan
f1] Pencahayaan/hghting

Pangpung kezenian/ pertunjukan harus dibuat sesual untuk keterbatasan
renglihatan penonton lelapt ags haris dapat menyediakan cukup ruang
untuk banyak penonton.

e, Pembanpunan/revitalisas] sarana pendukang daye tarik wisata (kios

cenderamara, plaza pusat jajanan/lkuliner dan tempat ibadah)

Pembangunan frevitalisasi sarana pendulkung dava tarile wisata {kios
cenderamata, plaza pusal  Jajanan/kuliner dan  lempat abadah)
memperhitungkan dan memperhatikan ketentuan teknis standar, antara
lait:

1) Besaran Fuang;
21 Sirkulasi Uidara; dan

31 Fencahayaan.

I Pembuaatan . . .
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. Pembuiatan jalur pejalan kaki/jalan sclapak, boardwolf, pedestrian dan
tempat parkir

11 Pembuatan jalur pejalan kakifjalan sctapak, pedestrian

memperhitungkan dan memperhatikan hal-hal sebagai benkuot

2l

al

=)

£

1]

memudahkan pejalan kakl mencapal tojuan dengan jarak scdekat
mungkin;
menghulungkan satu tempat. ke rempat lan dengan adanya

konektivilas odan konoinuitas;

menjamin ketcrpaduan, baik darl aspek penataan bangunan dan
lingkungan, aksesilibitas antar lingkungan dan kawasan, maupun

viztem transportasi,

IMENLPALINYAT SArana rang pejalan keaka uantuk seluruh penpaina

termasuk pejalan kaki dengan berbapal kcterbatasan hsik;

mermpunyal kemmingan rang cukup landa dan permmulkaan ja2lan
rata tidalk naik fuman;

memberikan kondisi aman, nyaman, ramah lingkungan, dan mudal

univk digunakan secara mandied;

mempunyvai nilai tambah baik secara ekooomi, sosial, maupue
lingkungan bagi pejalan kaki;

mendoreng terciptanya ruang publik yang mendalung altivitas

susial, seperll olahrags, interaksi sos1al, dan rekreas;

menvesuaikan karakrer fisik denpan kondizsi sosial dan budaya
setempal, sepertl keliasaan dan gaya hidup, kepadatan pondudualke,
serta warisan clan nilan vang dianad terhadap ingkungan.

Pembangunan boardwalk memperhitungkan dan memperhatikan hal-
hal aebapai berikt:

aj
Bt
i)
dj

Memenuhi fangsi dan kebuluhan;
Kenyomanan psilolopis penpeuns bosedwall;
Renyamanan lisik pengguna boardwalk;

Feosthnlify, dan aspek lokkas! atau siandar ketinggian dan lebar,

g] Penggunaan . .
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t] Pengpunaan material vang tidak menimbuikan silau; dan
[}y Harmonisas] arsitektur dengan alam sckitar.

3] Pembangunan lempat parkir memperhilongkan dan memperhatikan
hal-hal sebapgai berilkt:

a) Memenuhi fungs dan keburshan;

h] Benvamanan psibolops peneepung packin; dan

c|] Feasibidy, darl aspck lokast dan Juas lahan.
E- Permnbuatanrambu-rambua petunpuk arah

Sebapal walah satu dan sistem informasi pada suaty deshines wasata,
rambu-rambu berfungst bagi wisatawan sebagay ponunguk arah dan
mlnrmast ferhadap suala desiioas Al fasiliias wisata, Permobuoatae
rambu-rambu petunuk arah memperhitungkan dan memperhatikan hal-

hal zebagal beriloat:
1} Bentul, Ukuran dan Tingg;;
2) Lnlkasl,
3 Warna dan Tekstur, dan
4] [lucritiAst chare arienssi.
2. Amenitas Pariwizata
8. Pembangunat dertnaps wisaia

Pemilihan  lokasi dermaga  melipun daerab pantai dan darcaran,
Pehempatan Jukas) pembangunsn dermaga di kawasan  parmisata
lerganiung heberapa faktor scperti:

1] Kondisi tanah dan geologi;
2] Keontur kedalatman dan luas peraican;
3] Perliodungan dermaga terhadap gelommbang, arus dan sedimentasi;

4) Daralan vang cukup huas untuk Meonamoung barang dan penumpang;
dan

) Akzes untuk transportasi

b. Pembanganan - . .
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b. Pembangunan dive center dan peralalanoya

Pembangunan dive center memperhitungkan dan memperhatikan hal-hal
sebagar bertnl:

1] Dive center yang dibangun harus berada i kawasan pariwisala yvang
memuilikl potens] wisata sclam dengan letak yanp mudah dyanpkaw;
clan

2y Dpee cender yapR dibangun mempunyal lguan iama yairg menjual
pakect wisata sclam, menyowakan peralatan sclam dan menyediakan
jasa fhHpe Guide.

. Pembanpunan L0k Talaghf singeah keapal layac [yechl)

Titik labuh/sinpgah adalabh tempat para pelovar dapat menvandarlan
kapal layvarnva. Pembangunantitik labuh/singeah kapal layar (woche)
mermperhitungkan dan memperhatikan hal-hal sehagai berikae

1) Penentuan titik labuh/ singesh mempertimbumnglesn airaks pariwisaca,
budaya dan keludupan fway of ife} vang menarik;

2] Tk labuh/sinpgah harus nyaman dan aman; beradsa ol kawasan
pergitan yang  terlindung  dari pelombang  dengan kedalaman
mencukupi, yang bersih baik dari limbah kapal maupun dan daratan;

3] Harus mempunyal pensrangan vang cubup pada malam har dengan
akses vang mudaty; dan

4] Memiliki jaringan telekomunikaszi dan akses internct.
d. Pembangunan surfitg center dan peralatannya.

IP*rmbangunan surfing cenfer memperhitungkan dan memperhankan hal-

hal sehapal berikuat:

1} Surftrg cerder yang ditvanpun harus berada o Rawasan parierisata vang
memulikl polens: wisaly selancar dengan letak yang mudah djangkag;
dat

2 Surfarg center vang dibangun mempintyal tujuan utama yaatu mengual
pakct  wisata selancar, menvewakan peralatan  selancar  dan
menyodiakan jasa pelacih selancar.

3) Swrfing . . .
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3 Surfing center yang dibangun menuliks tenaga penvelamat {rescuer] dan
perangkat penyelamatan.

Ketentuan spesililkasi teknis kepimtun DAK Fisik Bidanp Pariwisata menpgacu
pacda peraturan menteri, vang menangant Irlsan kepaciwisalaan, mengenal

petunjuls aperasional penyelengparann DAK Fisik Bidang Pariwisata.
¥.5. Penilaian Kinerja Pelaksanasn Kegiatan

Kinerja divkur dan dinilei pada seat akhir tahun dengan cara membandingkan

anlara tarpet dan realisasi (capaian).

{A1ddpaiat:

1. Peningkatan Penataan Kawasan Pariwisata di 261 daerah; dan

2. Peningkatan amenitas pariwisara oli 77 daerah,

Outcome:

i. Meningkainya kelengkapan sarana dan prasarana pariwisata di daerah; dan

2. Memngkatnya dava saing pariwisata dacrah.

B. BEIDANG . _ .
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8. BIDANG ATR MINUM
8.1. Arah Kebijakan

Kebjakan DAL Bidang Air Minum diarahkan untuk mendukung sasaran
priorifas pembangunan nasional yang tertuang dalam BRPIMN 2015-200149 dan
Mawacita, yang diutarnakan untuk memperluas dan meningkatkan Sambungan
Eumah {3E] melalu Jaringan Perpipaan [JP dan Bukan Jaringan Perpipaan
(IRJF) dan membangun Sistem Penyediaan Air Minum [SPAM) lengkap kapasitas
sampai dengan 10 liter fdetik termaszuk peningkatar SPAM BJP menjadi ST'AM
BJF Terhndungt, dalam rangka pencapaian sasaran nasional 1008 akses aman

81T [TILTLLM,
8.2, Tojuan dan Sasaran

Dana Alokasa Khusus Fisik Bidang A Minum uotuk memperluas dan
meningkatkan Sambungan Rumah (SE) melalui jaringan perpipran dao Bukan
Jaringan Perpipaan [BIP} dan membangun Sistem Fenvediaan Air Minum
[SPAM] lengkap dengan kapasitas sampal dengan 10 literfdetik termasuk

peningkatan SPAM BJP menjedi SPAM  BJP Torlindungi dalam rangks
peningkatan cakupan layanan,

B.3. Rnang Lingkup Hegiatan
5.3.1. Deskripsi Meuu Kegiatan

Menu kepiatan DAK Fisik Bidang Air Minum untuk kabupaten/kota adalah
sebagal berikuc:

1. Perluasan {an peningkatan Sambungan Rumnah {8R] melalut janngan
perpipaan dan Bukan Jacimgan Perpipaan (BJF)

a. Pengembangan jaringan Sistem Penyedizan Air Minum (SPAM) Remonal.
. Pengembangan Jaringan 3PAM Hota Binaan.

c. Pemantaslan Idle Capacity SPAM (b Kota Kecamatan ([KK), Perusahaan
Daerah Air Minum (PDAM), dan SPAM skala komunal).

2, Pembangunan . ..
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2. Pembangunatn SPAM lengkap dengan kapasilas sampai dengan L0 Tiger/ deatike
a. Pecnpembangan SPAM berbasis masyarakat.

bB. Pengembangan SPAM di kawasan khusus [kawasan rawan air, kawasan
kumuh, daerah tertinggal, terpencil, kawasan perbatasan, KEK, KSFN,
kawasan  ranscoigrasi, kawsasan pesisic - nelavan dan pulau-pulaa
kel fterluar].

3. Peningkatan SPAM Bukan Jarngan Peorplpasn memjadt SPAM Bukan
Janngan Perpipaan terhndung

a. Pembangunan sumur dangkal terlindungi.

b, Pembangunan SPAM mata aie teclindungi.

£, Pembangunan SPAM dengan Penompungan Air Hajan [PAH].
8.3.2. Hriteria Lokasi Prioritas

Eriteria lokasi prioritas nasional sesual BEPSMEN 2015-201% dan Nawacila, maka
DAK Fisik Badang Alr Minum diarahlkan untok mendukung sasaran priosias

nasional sebagar berilgr:

1. Dacrah Tertinpeal
Sebapaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 131 Taliun 20135
Feriang Penetlapan Daerab Tertineggal tahun 2015-2019, 1erdapatl 122 daerah
tertinggal (kabupaten).

2. Draerah Perbatasan
Berdasarkan peraturan lembags vang meneclola perbatasan menpsnsl
rencana aksl pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan
vang rerdiri dari 12 Provinsi dan 39 Kabupaten pada 150 Lokesi Prioritaz
Ferbatasan (kecamatan).

3. Dacral Kepulauan
Beordasarkan Peraturan Presicen Momor 78 Tabhun 2005 tentanp Penpelolaan
Pulau-Fulaa Terluar, yang terdiri dari 95 daerah kepulavar.

4. Kawasan Ekonormi Khusas (KEK)
debapairmana  lercantum dalam Perpres Nomor 3 Tabhuan 20716 tentang
Kawasan Ekonomi Khusus dimand lerdapatl 11 KEK, dan Perpres Momor 45
Tahun 2016 tentang RKP 2016 irmans rerdapal 1O KEEK,

o, Parvensata .
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Pariwisata

Sebagaimana diamanalkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun
2011 tenlang Binduk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-
2025 terdapal 88 Kawasan Strategia Pariwizata Nasional.

. Kawaznan Kumth

Berdasarkan penetapan oleh Kepala Dacrah atas Kawasan Kumoh rerdapal
333 Kabupaten fRola yang tolah memiliki penerapan Kawasan Kumuh.
Transmigras

kawasan Mandioo [KTM) terdapat di 26 Provinsi dan lersebar di 37
kKabupatennva <dan 104 Saluan Permukiman [SP) sesual surat menteri yang
menanganl urusan desa, dan dascah leminggal.

Daerab vntuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan
tingkut calkupan pelayanan air matnm.

8.4, Tatacara Pelaksanaan Kegiatan

Tala vara pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Air Minum, meliputi:

1.

Ferluasandan peningkatan  Sambungan Rumeh (3R] melalui  Jaringan
Perpipaan [JP} dan Bukan Jaringan Perpipaan [RJP)
A, Memilikiidle capacity (uniok JP% BJM

b Meruliki kelembagaan pengelola SPAR [uniuk JP & BJF
. Mermenubn dekamen keslapan yvang ditiatuhkan;

1} DED [untuk P& R
2} Lahan [untuk JP& BJIP
3] terakomaodic dalam business plan FDAM [untul JP; penpembangan di
wilavah POHAM)
d. sexual Rencana lnduk SRPAM [RISPAM) (untuk JF & BJPR)

¢. mendukung privrilas nasional juntul JP & BJF)

. Pembangunan SPAM lengkop kapasitas saompai dengan 10 liter fdetik

a. Memiliki dobkumen kesiapan vaog dibutubkan, meliputi

1) DED,

21 kelersediann lahan,

2 terakomedir ..
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A terakomodic dalam business plan PDAM juntuk penpgerobangan i
wilavalh PDAM)
4 terakomodic  dalam  Mencana Kena Masyarakat {RKM]  [untuk
pengembangan 3PAM berbasis masyacakat)
b, Memilk kelembagaan pengelela SPARK

)

Memihki sumber air baku vang memadal dazn gy pengambilan
pemakalannya [S1PA}

d. sesual Kepcana Induk SUPAM (RISFAM)|
e, mendubkune prioritas nasiondl

3. Peningkatan 5PAM Bukan Jaringan Perpipaan monjadi SPAM  Bukan
Jaringan Perpipaan terlindungi
a. Jarak unit 3PAM ke aumber pencemaran > 10 m

b. Melihk:  doknmen  kesiapan  wvang  diburabkan, meliputi DED &
ketersedinan lahian

¢ Memiliki kelembagaan pengelola SPAR

d. Memilikl sumber air bala yang memadal dace Gin pengambilan
pemakaiannyra [SIEAY)

c. socsual Hencana lndule 3PARL {RISPAM|)
(. mendukunyg prierilas nasional

Ketentuan spesifikasi teknis kepgiatan DAK Fisik Bidang Air Minum mengacu
pada peraluran menlerl yang menanganl urusan pekerjaan umuth mengenal
petunjuk aperasional penyelenggaraan DAK Fisik Bidang infrastrulitur.

8.5. Penilajan Kinerja Pelaksanaan Keglatan

Kinena pelaksanaan tcknis adalah hasii pelaksanasan DAK Fisik Bidang Air
Minum yang sesuai dengan spesifikazi teknis dan peraturan perendangan yvang

berlaku. Adapun indilkator ourpit dan outeome masing-masing bidang schagai
herikut;

I. [ndikarer Chetput - Jumlsh sarana prasorana air ronum (mt) dan debit air
[(liler fderik];

4. [ndikater Cutcome ! caboupan prslayanan (fwal;

9. EIDANCG . ..
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O, BIDANG SANITASI
8.1. Arah Kehijakan

DAK Fizsik Bidang Saniasi ditujukan untuk meoingkatkan cekupan pelavanan
wanitasl lerutams uniuk sarana pengelolaan air liwbah domestik terpusal dan
setempar, yang dantaranya dapat berupa sarana komunal matipun individual
herhasis masyvarakat danfatau penambahan sambunpan rumah, pembangunan
Instalasi *cnpolahan Lumpur Tirgas (TPLT] dan pengadaan trok tinja pada
Kabupaten atau Keta yang mempunya dokumen Siraleg Sanilam kota [S5R],
pembangunan Tempal Pengelnlaan Sampah Fewse feduce Recpele [TPS 3R] serta
pembangunat 1PAL USK yang terdiri dard IPAL tutik, TPAL usaha tahu, dan [PAL
digester ternak untuk mendukung 15 DAS pricritas nasional.

9.2, Tuyjuan dan Sasaran

DAK Fizik Bidang Sanitasi untuk meningkatkson cakuipan pelayanan sanitasi
leruigmma uniuk sarana pengelolaan air hmbah domestik terpusat dan secetopat,
vang diantaranva dapal beropa sarana Komunal maupun mdividual berbasis
magyvarakat dun/atau penambahan sambungan rumah, pembanpunan [Instalasi
Penpolahan Lumpur Timga ((PLT) dan pengadaan lruk g peeda Kabupaten ataa
Knota yang mcmpunyal dokamen Strategi 3anitesi Keta (88K]  sera
pembanegunan Tempal Pengelolaan Sampah Reuse Reduce Recycle (TPS 3R],

9.2, Ruang Lingkup Kegiatan
9.3.1. Deskripsi Menu Kegiatan

Ruang lingkup dan menu DAK Bidang Sanitasi adalah pembangunan prasarana
sanitasl pads kawasan permukiman padat Ji perkotaan, permukiman padat
pusdl pertumbaihan daerah, melipali

1. Pengembangsn Sistem Pengelolasn Aic bimbah Doroesak (SPALD) Terpusat,
melipuri:
A. Pembangunan ey SPALD Terpusat skala permukiman yang terdiri dard

Instalasl Pengolahan Alr Lunbal Domestik ([PALD permukiman, jarngan

prngorpal, dan Sambongan Ruroab deogao joomlab leyanan coaeinal S
SR,

b. Penambahan . . .
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b. Penambahan janngan pipa pengumpul dan Bambungsn Bumah [8R)

untuk Kabupaten{Kara yang telah memiliki IPALD Llerpusat (skala kata
dan permukiman.

Pembangunan baru Instalasi Pengolahan ab- Limbah Uzaha Skala Kecil

(IPAL USE} yang eerdirt dari 'AL Bank, IPAL Digester Ternak, dan IPAL
Uzaha Tahu

4, Penpembangan 3stern Penpelolaan A Limbabk Domeslide (SPALDY Setempal,
mclipubs:

=

cl.

f.

Pembangunan tangkl seplik skala individual di perkolaan pada lokasi
denpan Kepadatan peoducduk =150 1wa/Ha.

Pembangunan tangki septik skala kemunal [(3-10 SR).

Penpadaan truk tinja untuk mendukong Layanan Lumpur Tinja Terjadwal
[LLTT)

Pembanpunan Toiler Timoam i Kawasan Strategpis Pariwisata Nasional.

. Pemlrangunan fanglki sepnk azkals mdivadual antok perbaikan unit

pengolaban sctempat individual dari akses dasar menjads akses layak
pada lokasi vang telah dinyatakan sebagal kawasan Opern Defecation Froe
fODF) selama mimmeal 2 rabun, berdasarkan data STBM,

BCK ++ untuk lembaga pendidikan agama minioal 300 (tga ratus) siswa.

Filihan prasarana air imbah a, b, o dan d khosus bagi Kabupaten/Kota yvang
sudah memiliki 1IPLT dan LLTT.

3. Pembangunan TIPS 3R bescrta sarana pengumpulan dan pengolahan sampah

gkaln komuanal, melipuari:

.

k.

Merypakan wilayah pengamanan sampah vang berlokasi di 15 [limna belas)
DAL Prioritas.

Kecamatan / Kelurabian yang audah Bebms Buang Al Besar Sembarangan
{BABS), dilhuktikcan dengan Surat Pernyalasn dan Kepala Daerah).

9.3.2. Kriterin . . .



R I |
ACIIELIE INTIEMNE S S

-136 -

9.3.2. Kriteria Lokazi Prioritas

Kriteria lokasi prioritas nasional sesual RPJMN 20015-2019 dan Nawacita, maks

DAK Fisik Bidang Sanitasi diarahkan untuk mendukung sasaran prioritas

hasiongl schapgai berilogl;

1.

Dacrah Tertinggak

Sebagramand lereantem dalam Peraturan Fresiden Nomor 131 Tahun 2015
lentang Penetapan Daerah Tertinggal rahun 2015-2019, terdapac 122 dasrah
tertinppal (kkabupaten).

. Daerah Perbatasan

Berdasarkan peraturan lembaga yang mengelola perbatasan meogenai
rencana aksi pengelolaan batas wilayah negery dan kawasan perbatasan
yang ferdin dar 13 Provinst dan 39 Kabupaten pada 150 Lokasi Priorilas
Ferbatasan [kecamalan).

- Daerah Kepulanan

Berdaszarkan Peraturan Presiden Nownor 78 Tahun 2005 tentang Penpelolaan
IMalau-Pulau Terluar, yang teedivi dari 95 dacrah kepulauan.

. Kerdaulatan Pangan

Ecrdasarkan peraluran Kcmentenan yang menangani pertatian MEeTIgEnal
pedomnan pengembangan kawasan pertanian, terdapat 50 Kawasan Pertanian
petgembangan komoditas padi, jagung, kedetai, dan (wbu.

. Pariwisara

sebmgaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerntah Bomor 50 Tahun
2011 tentang Rinduk Pembangunan Kepariwisataan Nazional Tahun 2010-
2025 terdapal 88 Kawaszan Stralepis Pariwisata Nasional,

Kawasan Ekonomi Khusos [KEE)

Sehagmimana tevcantum dalam Peraturan Prestden Nomor 3 Tahun 2016
lentang Kawasqan Ekonomi Khusus dimana cerdapar 11 KEK, dan Peraturan
Presiden Nomer 45 Tahun 2016 tcntang Rencana Kerja Pemerintah Tahun
Arnpggaran 2014 dimang lerdapat 10 KEK.

. Kawazan Kumuh

Berdasarkan penetapan aleh Kepala Daerah atas Kawasan Kuomuh terdapat
233 Kabupalen/Keta yang telah metmalki penelapan Kawasan Kumuh,

8. Transmigrasi . .
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Transmigrasi

Eawasan Mandiri [KTM) ferdapat di 26 Provinsi dan torzebar i 37
Kabupetennys dan 104 Saluan Permukiman (SP) sesual surat menteri vang
teEnanganl urusan perclessan, dan doerah teflinpgal.

. Daerah usaha skala keeil yang berada di 13 DAS priomitas nasional, yaitu DAS

Ciarum, DAS Ciliwung, DAS Cisadane, DAS Serayu, DAS Sola, DAS Brantas,
DAS Asahun Toba, DAS Biak, DAS Muei, DAS Way Sckampunpg, DAS
Jeneberang, TIAS Saddang, DAS Moy, DAS Limboto, dan DAS Hapuas.

9.4. Tatacara Pelaksanaan Kegiatan

Talw cara pelaksanaun kegiotan DAK  Fisik Bidang Sanitasi, melipud

Fengembangan Sistem Penpgelolaan Air Limbah Domestiic {SPALD) Terpusat,

Fengembangan SPALD Sclempat, dan Pembangunan TPS 3K beserta sarans

pengumpilan dan pengelaban sampah skala komunal, persyaratannva sebagai
baeridond:

1.

R

Lahan/ tanab hibah dari warga masvarakat, lahan fasum fasos dan lahan

sielah dibebaskan peruda khusus untak perpbangunan [PLT;
Sesllal Rencana Tata Buang Wilavah;

Mendukunp prioritas Nasjional;

Ada kelengkapan FS dan DED

Fada Pembangunan TFS 3R beserta sarana penpumpulan dan penpgrlahan
satnpah skala komunal:

a. Merupalkan wilayah pengamanan sampah untuk mengurang sampah ke
15 DAS Prinritas;

b, Kecamstan/ Kelurahan vang sudah Bebwas Buang Air Besar Semmbarangan
(FAIIS), dibuktilean dengan Surar Pernvataon dari Kepala Dracrah); dan

. Optimalizazi TPS 3R |pelayanan diatas 400 KK) berupa penambahan
mator sampah dan mesin pengolabian sampah.

koesiapan  program investast (dilihal o dan kepernilikan dokumen
Sk Memorandum Program Sanitasi {MDPE) dan Rencana I'ragram [nveslias]
Janpgka Menengah (RPIZIM].

7. Penambmaban . .
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Fernambiaban Sambungan BEumah (SR) dilaksanakan pada Kabupaten/Kota
vang sudah  memitiki  Sistem Pengolahan Air Limbabh Domesiik
Terpusal f SPALD-T [skala komunal, kawasan dan atau kota),

Pembanpenan Sistem Pengolahan far Limbah Domestik Terpaisat/SPALD-T
shala komunadl dilaksanakan pada RKabupaten!Kota wanE mempuanysl
kawasan permubkiman dengan kepadatan = 100 jiwa/ Ha;

Peryvedinan  Tanegkt Sepluk  ]lndividu Perkolaan dilaksanakan  pada
Kabupaten/ Kota vang scdanp mcoiyusun atau sudabh meomilikl Peraturan
Diaerah lentang LLTT dan memilikl IPLT serta tersediansya Truk Tinga;

Pengadaan Truk Thna dilaksanakan pada Kabuparen/Kota vang sedang
menyusun alau sudah metmilikl LLTT dan memailika 1PLT

 Pembanpunan IPLT baru dapat ditaksanakan pada Kabupalen) Kola vang

sudah memilikl cakupan akses sanitasi layak lebith daor 30% jumlah
penduduk, memenuhi kritera kesiapan dokamen, lingkongan, lahan, DED,
kesiapan truk tinja, sedang arai sudah menyvasun peraluran Daerah lentlang
LLTT, kesiapan repgulasi, tersedia institust serta Operasi dan Pemeliharaan,

Penyvedizan Tanpghkt  Septik  Indnridy Perdesaan dilaksanakan  pada
Kalnipatlen/Kata vang sudah memiliki Desa lenverilikas Ooen Defecation
Freg [ODEF) berdasarhan dala dan STEM. sedang menyusun atau sudah ada
Peraturan Daerah tentang LLTT dan mermiliki TPLT serta tersedianya Truk
Tinja.

pembangunan [IPAL TISK baru dilaksanakan pada Kabupaten/)Kota yang
herada d1 15 DAS priontas casicnal.

Keteniuan spesifikas toknis kegiatan DAK FISTK Bidang Sanitasi mengaoy pacda
PETALUTATL MENteTl, vang tmenangani Ledsan  pekerj@an  umlm,  mengens
pelunjuk aperasicnal pengelenggaraan DAR Fisik Tclang Inftasirukiar.

9.5. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

Kinerna pelaksanaan toknis adakah hasil pelaksanaan DAK Fisik THdang Sanitas
vang sesual dengan spesifikas reknis dan peraluran perundangan vane berfakoa.
Adapun indikator audput dan oufeome masing-masing bidang sebagai beriloat:

N

lredilewtor Onigant ;- jumlah sarand prasarana sanitast funil)

- Jumlah IPAL TEK [unir)

b Indikator Cuteorne @ cakupan pelayanan {jisa)

10. EIDANG . . .
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10. BIDANG JALAN

180.1. Arab Kebijakan

Kebijakan [ME Fisik Bidang Jalan disrahkan untlk mendukung sasecan
prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPIME 2005-2019 dan
Mawacita, vang ditamakan untuk mendukung prioritas nasional scperti:
Ketahanan Pangan (Lumbung Pangan), Pariwizata [10 Besrinasi Prioritas dan 25
KSPN), Kawasan Industri, Koneliiviras, Daerah Alirmasi [daerab tertingpal,
perbatasan, pulag kecil terluar dan transmipgresi serla kawasan kumuh

prrkotaan).

10.2. Tujuan dan Sagaran

(34K Fisik Bidang Jalan  unfuk meningkatkan koncktivitas nasional untuk
meningkatlan integrasi Tunesi jaringan jalan, meningkackan akses-aleses e
dacrah potensial [Kawasan IndustrifKawasan Ekonomi Khusus, Pertaman,
Perkebunan) dan akses ke simpul-simpul rransportasi, membuka daerah
terisolasi, terpencil, rertinggal, perbatasan serta kawazan pulag-pulau kecil dan
terluar, transmigrasi, dan pariwisata.

10.3. Ruang Lingkup Kegiatan
10.3.1. Deaktipsi Menu Kegiatan

Menu kegiatan DAK Fisik Bidang Jalan unmk kabupaten/ kota adalah sebapal
berikut:

}. Kegiatan pernehiharaan berkala/ rehabilitazi, den peningkatan jalan.

2. Kegiatan pemeliharaan berkala/ rehabilitasi dan pengpantian jembatarn,
3. Kegiatan pembanpunan jalan/jembacan.

10.3.2. Kriteria Lokasi Prioritas

Krtcria lokas) prinrilas nasional sesuai REIMN 2015 2019 dan Nawacita, maka
DAK Fisik Bidang Jalan diarahkan untuk mendukung sesaran priocitas nasional
sebmpal berikoar:

1. Daerab Terlingpal
Sebagaimana tercantum dulam Peraturan Presiden Nomor $31 Tahun 2015
tenitang Penetapan Daerah Tertinggal tahun 2015 2019, (erdapat 122 daerah
tertingpeal (kahupaten).

2. Dacral . ..
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Daerah Perharasan

Berdasarkan peraturan lembaga yang mengelela perbatasan mengenai
réncana aksl pengelelaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan
yarg terdin darn 13 Provinsi dan 3% Kabypaten pada 150 Lokasi Prioritas
Perbatasan (kecamatan).

Craerah Kepulanan

Berdasarkan Peraturan Presiden NMomuor T8 Tahun 2005 tentang engelolaan
Putau-l*ulau Terluar, vang tecdini dari 95 daerah kepulanan.

. Kedanlatan Pangan

Berdasarkan peraturan kementerian yang menangani pertanian mengenal
pedoman pengembanpan kawasan portanian, terdapat 50 Kawasan Perlanian
pengembanpan komoditas padi, jagung, kedelai, dan 1elnt.

Pariwisaln

Schagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemernntah Mamar 50 Tahun
2311 tentang Kinduk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-
2035 terdapat B8 Kawasan Siralegis Pariwisata Nasional.

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

sebapaimana tercantum dalam Peratursn Presiden Nomeor 3 Talun 2016
tentang Kawasan Ekonomi Khusus dimana terdapat 11 KEK, dan Peraruran
Presiden Nowame 45 Tauhun 2016 tentang Rencena Kedja Pemerintah Tahun
Aneearan 2016 dimana terdapat 10 KEE,

kawasan Kumuh

Berdasarkan penelapan olch Kepala Daerab atas Kawasan Kumulh terdaparc
333 Kahupaten/kota vang telah memiliki penetapan Kawasan Kumuh,
Tranzmipgrasi

Kawazan Mandini (KTM}p terdapat di 26 Provinsi dan tecselear i 237
Eabupatennya dan 104 Satuan Permukiman (SP) sesual surat menteri yang
menangani Urusan perdesaan, dan daerabh tertinggal

10.4. Tatacara Pelaksanaan Kegiatan

Tata cara pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Jalan, melipuli;
1.

Pembangunan jalun barma, peninpkatan dan preservasl  [pemelibacsan
berkala} provinsi/ kabupaten / kota harus memenuhi Ketenyan;
a. lahan, tanah sudah dihebaskan pemda,

b sesuni. .
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. sexual Rencana Tata Ruang Wilayah

«. mendUKUng prioritas nasional,

4. ada kelengkapan FS, DED, kajian lingkungpan dan ksjian system
Jjaringan jalan

. srsual dengan kebunihan lalu linlas vane diperkirakan

[. mengacu pada standar debnis julan dengan umur rencana minimal 10
takun

E. pekerjaan  pembangunan il tidak menyanpkuat  perobebasan
permasalahan lahan dan/atau yong melintaz hutan lindung,

2. Ruas jalan provinsifkabupaten/kota yanpg dapat ditangani adalah ruas.
rias jalan sehagmimana telah ditctapkan atau dalam proses penetapan
kepurusan  CGuibernarf/Bupati/Walikota tentang Penetapan KHuas Ruas
Jalan schagal Jalan Provinst Kabupaten ! Kota,

A. Huas jalan priernitas  pada  jalan provinst dan kabupatenkota
mempertimbangkan azpek:

A. Prieriias nasionalmeningkatkan incegrasi fungsi jaringan jalan, yang
terdiri dari:
1} penanganan jalat provins paog meriprakan akzes ke jalan nasional
atay stratepls noasional;

2) penanganan jalan kabupalen/kola vung merupakan akscs ke jalan
provins alaug siratepls provins scrta akses ke jalan nastonal arau
stratepis nasinal;

b meningkatkan alses ke daerab polensial {pariwisata,industr, lumbung
pangani;
¢ membuka daerah tenisclin, terpencil, tertinggal  pesisit dan kepulauan
lerluar yang menangani dagrah rawan bencana serta menduliong
peogembangan kawasan perbatasan.
Ketentuan spesifilcasi telknis kegiatan DAK FISIK Bidang Jalan mengecu pads
peraluran menter Yang menangani Ucisan pekerjasan umum mengenal petunguk
opcrasienal penyelengparasn DAK Fisik Bidang Jalan,

10.5. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

Kinerja pelaksanaan leknis adalab hasil pelaksanaan DAR Fisik Bidang Jalan
yang sesuul denpan spesifileasi teknis dan peraturan perundangan vang berlakou,
Adapun indikalor output dan onfcome selagai berigul:

I Indikator Cutpuer . panjang jalan/jcmbatan (ki meter).

2. Indikator Cedcorne @ kondisi kemantapan jalan %),

11. BIDANG . ..
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11. BIDANG PASAR
11.1. Arah Hebijakan

11.1.1. Pagar Hukum

-

& Undang - Undang Nemor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangsam
[Lemburan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 55172);

b, Peraturan Presiden MNewonore 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dar
Penyimpatian Barang Kebutohan Pokok dan Barang Penling,

. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penafasn dan
Pembinaan Pagar Tradizional, Pusat Perbelanjaan dan Tuko Modeorn:

d. Peraturan Menterl Perdagangan Newoor 2o/ M-DAG/PER /972014
tenteng Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdaganpan Nomar
TO/M-DAG/PERS12/2013  Tenraneg  Pedoman  Penataam dan
Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Merbelamjaan dan Toko Modern:

e, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 617/M-DAG/PER/&/2015
tenfang  Pedoman  Pembangunan  dan Pengelolaan Sarana
Perdagangan,;

11.1.2. Arah Kebijakan

Eehjakan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakval akan diarahkan
wituk meningkatkan kualilas dan koantitas sarana perdagunpan Yang
mendukung  kelancaran  distribust dan  akses masyarakat terhadap
Barang kebutuhan pokok terutams dacrah denpan kondisi ketersediaan
sarana prasarana yang tecbalas, dacrah tertinggal, kawaszan fransmiprasi
dan kawasan perbatasan.

11.2. Tujuan Dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran Pembangunan atau Reviralisasi Masar Rakyal Tahun
Anggaran 2017 yaitu uniuk meningkatksn kualitas dan kuancdons sarane
perdagengan pendukung kelancaran distribusi pangan, melalui Pembangunan
pasar rakvat Tipe Cdun Tipe T dalam rangka mendukung penca paian sasacan
nasional pembangunan 1000 pasar rakovat pada tahun 2017,

11.3. Ruang . ..
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11.3. Ruang Lingkup/Menu Kegiatan

11.3.1. Deskripsi Menu Kegiatan

Fuang hngkup sarana dan prasarana vang (ereakup dalam pembanpunan pasar
ralyat meliputi;

1.

Bangunan Utama Pasar meliput Arap, Selasar!Karidar! Gang, Kios, [os,

dan/atau;

Sarana Pendukung lainnya melpuati:

a. Kanior penpelola berada di dalam lokasi pasar
b. Tailet; W

c. Area penpghijauan

d. Area parbar

2, Dmainase (ditutuap grill),

Ruang lingkup DAK Penugasan Pasar Tahun 2017 diprioritaskan bag)
pembangunan baru dengan terap berpedotman pada Prototipe Pasar Ralyat
Tipe C dan Tipe 0O, pamun dacrah masih  diperkenankan untuk
melaksanakan revitalisasi pada bangunan lama pasar lama vang swdab
tidak layak.

Pembangunan barn

Pembanglinan banl diluyjukan untuk Banpunan Utama Vasar dan Sarana
I*endukung Lainoyva depgan berpedoman pada Protolipe Pasar Rukvat Tipe
C dan Tipc O dan/atau penambaban tempat berdagang berups bangunan
Lews flan falau Kios,

Revitalisasi Pasar

Eevitalisast adalah melakukan pembangunan ulang vang dilakukan
terhagdap Dangunan utame pasar yvang sudah tidak lavak (dilenpghkaps
dengan rekomendasi Dinas PU setempat), scrta harus meningkatkan nilas

asset fisik terhadap pasar, tanpa mengubah lokasi tempat kedudukan
bangunan Pasar dan memherikan prioritas kepada pedagang lama.

11.3.2. Kriteria Lokasi . . .
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11.3.2. Kriteria Lokasi

Lokasi prinritas pembangunan atau revitalisasi pasar rakyat, sesual dengan
¥ang telah ditentukan oleh Bappenas, melipun beberapa kritevia sebapai berikut;

1. Daeral rectinpgal, kawasan pecbulasan, kawasan transmigrasi, atau daevah

YANE minim sarana perdaganganmiya; dan atau

4. Pagar vang telah berumur =23 tahun atau mengalami kerusakan berat {Udak
layuk], dan atau

3. DBukan merupakan lokas pasar pencrima atokasi DAK Saruns Perdazangan
dan Tugas Pembantuan (TF) pada tahun 2015 dan 2016; dan/atau pasar
yang mengatami kerusakan, terarama pesca kebakaran dan bencana alam,

1].4. Tata Cara Pelabsapnaan
11.4.1. Penentuan lakas)

1. Telah memiliki embrio pasar, yang merupaksn tempar interaksi jal heli
barang dagangan secara terus mencrus pada satu aces)lempat vang tetap
dan tidak berpindsh-pindah di suatu bangunan betum dalam Dentuk
permancn atag dalam bentuk semi permanen;

2. Sesuai dengan Rencana Telw Ruang Wilavah (RTRW) kabupaten;kota
Setempadl;

3. Lahan pasar merupskan laban matang, siap bangun dan tidak memerlukan

Pengurugan tanal,

4. Lahan merupakan milik/aset Pemenntah Daerah Kabupaten/Kota yang
dibuktikan dengan sertifkat kepemilikan vang sah dan tidak dalam keadaan
senplears;

<n

- Dalam hal labhan merupakan milik masvarakat adat/desa harus sudah ada
penyerahan hak dar masyvarakat edst kepada pemerintah dasrah untul
dimaniaatkan bapl kepentingan umum (sarana distribags perdagangan) dan
tidak dalam keadaon sengkets;

6. Tersedianya akscs jalan menuju pasar dan didukung sarana ransporedst
urnLym;

T. Adanva . ..
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7. Adanya sural juminan dari pengelola pasar bahwa pedagang vang dirclokast
(pedaganp lamaj berhak mendapatkan pricritas untuk menempati bangunan
pasar vang bana:

#. Gerada di lokasi vang stratepis dan dekat pemulkiman penduduak artau pusat
kegiatan ekonomi masyvarakat,

11.4.2. Batasan dan Harakteristik Pasar

l. Pembangunan/pengembangan pasar berada dekat wilavab permukiman vang
dwitamakan pada lingkat kecamatan maugpun pedesasn;

2. Waktu beroperasi secara ceguler alag rutin minimal beroperasi 1 {satu) kali
dalam semingpu;

3. Pasar hererogen yany utamanya menjual komoditi bahan kebattiuhan pokok
yang dijual sccara eceran.

4. Pembangunan Baru diprionitazskan untuk bangunan pasar dengan umur
pazar = 2 Tahun.

11.4.3. Perencanaan Bangunan Pasar

Pergncanaan bangunan pasar hars menyesuaikan dengan luas tanah yang
tersedia dan jumlah pedagang vang akan ditampung sesusi denpan desain Pasar
Rakyal Tipc D dengan asumsi dana  antara REp3.000.000.000,00 s,
Rpd, 000,000, 000,00 dan dessin Pagar Ralgat Tipe © dengan asuins dana sebesar
Eps 0unann.qQo000  daerah  diperkenankan  untuk  melaksanakan  Revitalisast
bangunan utama pasar larns yang sudah tidale layale

Gamlbsar 1. .
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Gambar 1 Conteh Perencanaan Tapak Fasar Tipe ©

11.4.4. Hal . . .
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Ciambar 2 Conroh Perencenasn Tapak Pasar Tipe D

11.4.4. Hal yang Harus Diperhatitan Dalam Pembangunan Los dan Kios

1. Elemen bangunan pasar hares mengikui persyaratan bangunan teckait

yang sudah ditetapkan, dengan memenuhi kelentuan khusus untuk pasac
rakyar Yailyg-

a. Pertemuan lantai denpan dinding, serta peclemuan dua dinding harus
berbeniuk lengkung [renes],

b, Lanlat .. .
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b, Lantal yang selalu terkena air harus mempunyae kemiringan ke arah

saluran pembuangan alr schingea tdak tegad penangan.

c, Meja tempat penjualan mempunyal permukaan vang rata, lepl mejs
berbentuk lengkung, mudah dibersihikan, dan dilengkapt dengan lub:ang
pembuangan ar sehingga dek memmbulkan genangan.

. Meja termpat penjualan untuk zonasi panpgan harus memilikl tnggt
minmmal B0 o dari lantan serta terbuat dan bahan tahan karat dan bokan
dari ko,

Birkulasi udara

3. Banpunan harus memiliki ventilasi alami atau aakan sesual dengan
Tumgsinya.
b. Bukaan saluran venlilast harus dirancang unruk menghindari ganpgguan

Hewsan.

c. Teknis sistermn ventilasi harus terdin dan bukasn permanen, seperh
jendela, pintu atan sarana lain yang dapar dibuka.

Pencahsyaan

Bangunan harus memiliki pencahayaan alam alau pencahayaan brakan,
lermasuk  pencahayaan  darurat scsuaal dengan [ungsinyva denpan
persyaratan tereentu untuk pencahayvaan vrnam, aren sekitar tangga scrta
area toilet datv kamar maeds.

Kotiehor

a. Koridnr antara 2 los diusahakan menyesusikan arah terhil dan
tenpgelamnnyva matabari,

Iv. Lebwr koodor dapal mengakomodir kebutuhan keluar masuk barang
sekaligus tctap menjaga kenyamanan pengunjung berbelanja.

11.4.5 Aspek yang haruy diperhatikan dalam Sarana Pendukung Lainnya

1,

Uramnasc

a. Ditatuap dengan kist schingga saluwran muadah diberaibkan.

E. Memiiiki .. .
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B. Memiliki kerniringan sesuai dengan kotentuan vang berlaka sehingpa
mencegah penangan air,

. Trlak ada banpunan los/ kios di atas saluran drainase.
2. Rantor Pengelola dan Pos keamanan

Letaknya mudah dicapai oleh pedagang dan pengunjung serta dilengkapi oleb
papan nama [sign board). Kaotor peogelnla dan pos keamanan  dapal
diletakan secara werdammnean.

3, Toulet) W

Letaknyn mudah dicapsi serta terdapat pemisaban tollet laki-lala dan
prrempuan dengan papan penanda identitas (sign board], Toilet dapat dibaat
lebih darn satu lokasi jika luas pasar vang dibangun cukup besar guna
memudahlan akses penpunjung pasar ataupun pedagang.

4. Tempal Parkic
a. Tersedia area parkir yvang proporsional dengan area pasar.
b. Tersedia pemisah yang jelas antara area parkir dengan wilayah ruang
dagang.

. Meamilikl fands masulk dan keluar kendaraon vang jelas dan dibedalian
antara jalur masuk dan keluar.

d. Area parkir dibedakan antara jenis alat anghkut, sepertl: mobil, motor,

sepeda, andone/delman, danfataa bocalk,

£. Memiliki area yang rata, Udak menyebsbkan genangsan sir dan modah
dibersilikan.

oL fonasi

FPermnbagian suatya area sesusl lungst, tujuan pengelolaan, scria akscsibilitas,
sebagai herikut:

4, Rikelompokkan sccara terpisah untuk bahan pangan basah, bahan
pangan kering, siap sail, nnn pangan, dan tempat pemotonean unpess
hidup.

bB. Memdiki jalur yang mudahn diakses untuk sefuruh penpunjung dan tidak
menimbulkan penumpukan orang peacda satd lokasi 1ertenil.

c. Tersedia . _ .
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. Tersediy papan nama vang menuanjukkan keterangan lokasi zonasi.

G. Ruanp Terbuka Hijau

Untuk kecteduhan dan kenyamanan lingkungan pasar, perly diadalan

tanamean baik di dalam maupun di luar arca pasar sepertl arca parkir
7. Papan Nama Pasar
#, Selxp unit pasar yang dibanpgun, harus dibuatkan papan nama pasar

dengan  mencaniumban  nams pasar dan lepe Permeninlab Dasrah
setetnpal.

b. Papan nama pasar tersebut dapat berbentul: (1) papan nama/ plank; (2§
prasasti; atau (3] gapura.

o, Mddapun tatadesain papan nams pasar dengan penjelasan sebapal berikol:

1] Ukuran papan namsa, prasastl atau gapura, dibuat secara proporsional,
disesuailkan Jdengan banganan sl pasar;

2] Mama pasar dibuat dan dilempatksan secara simetris oi bagian atas
papan nama. Dilawah Dllisan oama pasar ditambabken  kalimat
“PEMDA ... {diisi dengan nama Pemdal MELALULI DANA ALOKAS]
HHUSUS PENUGASAN PASAR TAHUN XXXX",

3] Ukauran Logoe Pemerntah Dacrab (Permda), dibiar secara propoesional
dan ditempatkan pada siz1 sebelah kanan papan nama pasar; dan

4] Papan nama pasar ditempatkan di depan akses masuk pasar agar
tlapat dengan mudah dilihar gleh rmasyaralat.

11.4.6. Optimalisasi . ..
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Gamber 3. Tata Leamin Papan YNama Pasar

11.4.6. Optimalizsasi Anggaran

Untuk optimalisazsi  pemanfaatan  sisa angeacan,  Pemnerintzh Dactah
Rabupaten/ Koly dapat mengalokasikan untuk penyeciaan sarana pendukung
lainnya pada banpunan pasar vang mcendapat alokasi DAK penugasan bidaop

pasar.

11.4.7. Penetapan Harga

Fenetapan harga pembangunan harus dilakukan secaran akuntabel sesuai
dengan kelentuan yang berlaku denpan berpeganp pads hargs satvaan vang telah
ditetapkan.

Ketentuan spesililkasi leknws keglalan DA FISIK Bidang Pasar mengacu pada
peraturan menteri ¥ang menangard urasan pordaganpan mengenat petunjuk
operasional penyclenggaraan DAK Fisik Bilang Pasar.

13. BIDANG . . .
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12. BIDANG IRIGASI
12,1, Arah Kebijakan

Kebijakan DAK Fisik Bidang Irdgasi disrahkaco untuk mecndukung sasaran
prioritas pembangunan nasional vang tertuang dalam EPOMN 2015-2019 dan
Nawsacila, untul mendukung pricritas nasional Kedaulatan Pangan.

12.2,. Tafuan dan Sasaran

BAK Fisik Bidang Irigasi untuk mendukung pemenuhan kedaulalan pangan
yany nelaksanaannya dilakubkan melalui kegiatan pembangunan, peningkatan
fungsi atau menambah Juas arcal layanan dan rehahililas] pada sistem irigasd
yang menjadi  kewenangan  daersh untuk mencapal sasaran nasional
pembangunan inigasi 1 (sat) jLila ha doan rehabilitass icigasi 2 (tiga) juls ha serta
perlindunigan duerah hulu sumber air ifpasi di 15 (lima belas) Daesrab Aliran
Zungal (DAS) Prioritas.

12.3. Ruang Lingkup Kepiatan
12.3.1. Deskripsi Meny Kegiatan

Menu kegiatan DAK Fisik Bidang Irigasi unmk provins dan kabupaten/kota
aclalaby sebagal berkout:

1. Kegiatan Pembangunan [ngasi
Merupaskan seluiib kepiatan penvediaan ingasi di wilayah tertentu yang
belum ada jaringan irigasinya, apabila kondisi jaringan irigasi vang menjad
leewenungan provinsi/ kabupalen/kota sudah berfungst dengan baik

2. Pernungkatan Trigasi
Femingkalan Jaringan Irigasi adalab kepiaton meninplatkan fungsi dan
kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atan kegialan menambal luas areal
pelayanan padya jarinpan irigasi yang sudah ada denpan merapertimbangkan
perulmaban kondisi lingkungan daerah itigasi,

4. Kegiatan Eehabilitnsi,
Rehabalitast Jaringan [rigasi adalah kepiatan perbaikan jaringan iripasi guna
mengembalikan fungs dan pelavanan irigasi scpert semula.

4. Pechndungan daerab hulu suinber air irigasi

12.2.2. Kriteria . _ .
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12.3.2. Kriteria Lokasi Prioritas

Kriteria Jokasi priontas nasional scsoal BPSMN 2015-2019 dan Mawacila, maka
DAk Fisik Bidang Irigasi discabkan untek mendukung sasaran prioritas
nasional scbagal berilooe:

L.

Macrah Tertinpgat

Scbapaimana tercanrom dalam Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2015
tentang Penetapan Daerah Tertingeal tahun 20153-2019, terdapat 122 daerah
tertinggal [(kabuparen).

. Daerrah Perbatasan

Recdasarkan peraturan lembaga vang mengelola perbarasan mengenai
rencana aksl pengelolasn batas wilayah nepara dan kawasan perbatasan
vang terdin dam 13 Provinsi dam 30 Kabupsaten pada 150 Lokasi Prioritas
Perbatasan (kecamatan).

Daerah Kepulanan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tencang Fengelolaan

Pulaw-Pulau Terluar, yvang terdivi davi 95 daerah kepulavan,

. Kedaulatan Pangan

Berdasarkan peraluran kemenilerian yanp monangan! pertanian mengenai
pedoman pengenibangan kawasan pertanian, terdapat 530 Kawasan Perlanian
pengemmbangan kernoditas padi, japung, kedelat, dan tebu.

Parnwizata

Behagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor S0 Tahun
2011 tenlang Rinduk Pembangunan Keparwisataan Nasional Tatogn 24010-
2035 terdapat 88 Kawagsan Srrategis Pariwisala Nasional,

Kawasan Ekonatni Khusus [KEE)

Hebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomaor 3 Tahun 2016
lentang Kawasan Ekanoemi Khusus dimana terdapat 11 KEK, dan Peraturan
Presiden Nomor 45 Talhan 20106 tentang Feneana Kerja Pemerintah Tabun
Anpgaran 2016 dimnana terdapat 10 KEK.

. Kawasarn Kumuh

Berdaxarkan penetapan oleh Kepala Daerah atas Kawasan Kunmh terdapat
333 Kabupalen/Kota vang telab memiliki penetapan Kawsasan Kumuh,

. Transmigras: . .
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Transmigraszi

Eawasan Mandioo [KTM] terdapat di 26 Proving: doan tersebar di 37
Kabupatennva dan 104 Satuan Peemukiman [SP] sesudl sural menteri vang
menangani arusan desa, dan daerab tertingeal,

153 DAE Prioritas yang merupakan daerah bula sumber air irigast.

12.4. Tatacara Pelaksanaan Kegiatan

Tata cara pelaksanaan keplatan DAK Fisik Bidang lrigasi, melipuari:

1.

[Membangunan bara jaringan irigast dan caws dengan persyarartan sehagal

berikut:

a. ada patensi sumber &irmnya,

b. kesuburan lahan yang cukup,

i2. ada pctant penpgarap,

d. sesual Rencana Tara Ruang Wilayah

Peninghkatan dan Rahabilitas) jaringan irigasi dan rawa dapae dilakukan jika

kondiz balk susatu jarmgan <B3

{Iperasi dan Pemeliharaan juringan irigasi wajib dizediakan melalui AFED

nleh masing-masing penerim« DAK Fisik Bidang lrigasi zetelah melakukan

pembangunan dan peningkatan antuk keberlangsungan ketersediaan air

kewenangan pengelolaan jarnopsn rigast berdasarkan Peraturan

Pemerintah Now 23 Tahun 2014 {entang Ingas: adalah scbapai berikoae:

a. Daerah Ingasi ([M) dengan luss < 1000Ha2 menjudi weowenang  dan
tangmung jawab kabupaten/kota (sistem irigasi primer dan sekunder);

b [aerah Ingasi (DI dengan loas (000Ha sampal denpan 3000Ha
menjad: wewenang dan lungpung jawab provinsi {sistem iripasi primer
dan sekunder); dan

¢ Daerab  Ingas (L) dengan lues =3000Ha menj@di wewenang dan
tangeung jawal: Pemerinizh Pusal,

a. Berdasarkan . ..
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2. Perdagarkan Peraturan Menleri Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria
dan Penetapan Swatus Dacral Ivigasi, terdapal 56,294 Daerah Teigasi (TH)
dengan total hiasan 9, 136.028Ha terdiri:

a.

L.

£. Bagi

Irigasi Permukasn, scluas 7.145. 168 hektar, dengan jumlah DL
sebanyak 48,024,
Ingas1 Rawa, seluas 1.643.283 hektar, dengan jumlab DL sebanyak
2,227, yang terdhinl dani 516,619 hekrar kewenangan kabupateny kora
dengan jumlah 1l sehanyak 1.876; dan 423 302 heltar kewenanpan
provinst dengan jumlah DL sehanyak 241
Irigasi Air Tanah, seluas 113,600 hekrar dengan jumlah DI schanvak
2.03%, dan scmuanya merlpakan kewenangan kabupsaren loda,
Irigasi Pompz, seluas 44 230 hektar dengan jumlah DU schanyak 45,
vang  tlerdirl darlk 519K hektar merupakan leewenangan
kabupaten/kota dengan jumlah [ 37 dan seluas 2,305 hektar
merupakan kewenangan provinsi denpan jumlab Do, sebanvak 2.
Irigasi Tambak seluas 1893747 hektar dengan jumlah DI schanyak
332, yanp terdiri dari 60,432 hektar merupakan  kewenangan
kalupaten/ kota dengan jumlah TE sebanyak 256 dan seluas 103386
hektar merupakan kewsnanegan provinsi denpan jumlsh N1, scbanvak
£

Davrah Pemekaran,  dacrab ingasi yang  akan  dilakukan

Pembangunan/Rehabilitas:/ Peningkatan, berdasar usulan dari Dacrah,

samitnt menunggu  revisi Peraturan  Menteri Pekerjpan Umum dan
Ferumnshan Rakyar tentang Krileria dan Penetapan Slatus Dacrah [ripasi.

Jdika kabupaten/kata mengusulkan pemanfaatan DAK Fisik Bidabg Trigusi

untuk menangani kegiatan di daecah irigasi vang bukan kewenanpannya,
maka :

a.

Jika ducrah irigasi fersebut kewenangan provinsi maka kabupaten f
kota, tersebur harus mendapat perseiujuan dari Dinas PU/PSDA
Provingi,

Jika daerah irigas: tersebut kewenangan pusat maka kabuparen/knota
tersebut  harus  owndapdat persetujuan dan Direktorat Jenderal
Sumber Daya Air dan mengkoordinasikan usulan tersebut dengan
Balal Busar,/ Batai Wiluyah Sungai feckait,

B, Jika ...
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Jika provinsi mengusulkan pemanfaatan DAK Fisik Bidang Inigas) untuk
menangant  kegiatan di daerah inpasi yang bukan kewcnangannys,
maka:

a.  Jika dacrah ingasi tersebut kewenanpgan kabupaten/kota maka provinsi
tergebul harus  mendapal perselujuan darnt Dinas PUSPSDA
Kabupaten /Kora,

b. jka daerah rigasi tersebut kewenangan pusat maka provinsi terscbut
harus mendapat persctujuan dart Direktorar Jenderal Sumber Daya
Air dan mengkeordinasikan usulan tersebut dengan Balal Besar/Balai
Wilayah Sunpa terkait.

I'rovinsi yang melaksanakan kegiatan Perlindungan Dasrali Hulu Sumber

fur Ingast haras memenuht ketentuan dan kriternia sebagal benkul:

a. Keplatan difokoskan ook pemualiben 15 DAS Priovitas yaitu DAS
Citaruam, DAS Cilitwung, DAS Cisadance, DAS Seravu, DAS Solo, DAS
Brantaz, DAS Asahan Toba, DAR Sialk, DAS Musi, DAS Way
Sekamplng, DAS Jeneberang, DAS Saddang, DAS Move, DAS Limboto-
Bone Bolange, dan DAS Kapuas.

b Heglalan dalam Perlindunpan Dacrah Hulu Sumber Air lngasi adalah
Kegiatan Rehalbihitasi 1uten dan Lahan, dan Pembangunan Bangunan

Konservas Tanah dan Air

1. Ketentuan speesifikast teknis kematan BAK Fisik Bidang lngas) mengacu

11.

pada peraluran meplert yang menangsanl urasan pekeraean amam
mengenal petuniuk operasional penvelenggaraan DAK Fizik Bidang
Imfrasiruktur.

Ketentuan reknis pelaksanaan keplatan DAK Fisik Bidang Inpast kegiatan
perlindungan daeraby huly sumber air irigast dialar lebih lanjpol pada
potunjuk operasional Kementecian Lingkungan Hidup dan Kehotanan.

12.5. Penilaian Kinerja Pelaksanann Kegiatan

Kinerja pelaksanaan tebnis adalah basil pelaksanaan OAK Fisik Bidang Irgasi
yang sesudl dengan spesifikas relonis dao peratiran perundangan yane berlako,

Adapuan indikatoe ortpnat dan owicome scbagai beriloar:

1.

2.

Indikator Cutput: PAnjAng jaringan iripdgsl [(metery, I0as  pensngman
thektar], yalab banpunan kenservasi tanah dan air (unit}.
Indikator Outcame @ Lalas M Fungsional Thektar).

13. BIDANG _ . .
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13. BIDANG ENERG] SKALA KECIL
13.1. Arah Kehijalkan

Kejakan DAK Fisik Penugasan Bidang Energi Skala Heeil secard umum
diarahkan untuk membanlu mendanal kepiatan khusus vang merupakan
urusan daerah dalam ranpgka pencapaian sasaran Prioritas Nasional Bidang
Kedaulatan Energl denpan menu terbatas dan lokus yang direntukan.

Kebijakan DAK Fisik Penugasan Bidang Energi Skala Kecil secara khusus
diarahkan untuk percepatan  pemnzgkatan  rasio  elektrifikas:  oasional,
menpdnrong pengembangan  cnergl terbarukan di daerahh dan pencapalan
kehijakan energi nasional, sehingpa diperlukan dukungan penvediaan cnergi
berupa pembangunan mstalas pemanfaatan energl terlsacruakan.

13.2. Tujuan dan Sasaran
13.2.1. Tujuan

bendorong perungkatan raso elektrifikasi nasional dan penyediaan akses bagl
tnasvarakat terhadap energi bersih di daerah cdenpan memanl=atkan enendd
seternpat atay energl terbarakan,

13.2.2. Sasaran:

Terwujudnya peningkatan rasio elekreifikasi dan lersedianys akses  bagi
masyarakat terhadap energi bersih melalan pemtsangunan pembangkit listrik
vang bersumber darn eénerel terbarakan dan pemanfaatan energi terbarulean
intuk keperlusn nen hstrik.

13.3. Ruang Lingkup Kegiatan
13.3.1. Deskripai Menn Kagiatan

Menu kepiaran DAK Fizik Penugasan Bidang Energl Skala Keeil berupa
pembangunan instalasi pamanfaslan energi terbarukan bagi Pemerintah Daerah
provinsi, unfuk whun angparan 2017

l. pcmbangunan PLTMH,
2. pembangunan PLTE Fotovoltaik (Terpusat dan Tersebar);

3. pembangunen [nsislasi Biopas Skalys Rumah Tanges,

Aecdangkan .o
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Sedangkan menn kegiatan DAK Fisik Penupasan (erkail bidang enerel antuk

tahin anpegaran 20158 sampal dengan tahun 2019 disesuaikan dengan Rencana

Kerja Pemerintah dalam rangka pencapaian prioritas nasional.

13.3.2, Kriteria Loka=zi Prioritaz

LAK Fisik Penugasan Bidanp Energi Skals Kecil diprioritaskan uniuk daerah

Lerbmegal, daerah perbatasan, dacrah kepulavan dan daerah transmigeasi serta

dasrah-dacrah yang belum akan dibangun jaringan listrik PLY paling sedikit 3
[tiga] tahun ke depan {off grd].

13,4, Tatacara Pelaksanoeen Kegiatan

1. Kegliatan DAK Fisik Penugasan Bidang Enerpi Skala Keril dilaksanalkan

dengan mengacu pada lala cara yang lercanium dalam Pedoman Operasional

CAK Fisik Prnugasan Bidang Energl Bkala Kecil yang ditetapkan aleh menters

yang menvelengparakan urusan pemerintahan di bidang energl dan sumber

dava mineral.

2. Persyaratan wimum pelakszanaan kegiaran adalab sehagai herikur

.

lelah mempunydl dokumen perenicanaan vang melipuati:

1Y mama kegialan;

2) lokasl desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi;

A dava ataly kapawilas inslalas pemanfaatan cnerg terbarukan;

4] data pemanfaatan energi antaca lain jumlab tumah, fasifitas vmuam,
dan kegiatan procuktif; dan

5] rencana anpgaran blava;

tersedianva lahan unrik kegiatan pembangunan instalasi pemaniaatan
energl [erbarukan dun instalasi penunjang, dengan status lahan bukan
terdpraban kawnsan erlarang atao kontlik kepentingan,

. adanya  kesiapan masyarakat  selaku calon pengpuna unfuk

mengoperasikan instalasi pernanfaatan enerpl terbarukan dan membayar
bioya pemakaian energi pade lingkat harga yanp wajar sesuai dengan
ketentuan persluran perundang-undangan:

tl. menputsmakan . ..
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. mengutamakan  pemanfaatan barang/peralatan produksi dalam
negeriflokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

. Pemerimlah Dacrah provine! penerima DAK Fisik Penupasan Bidang Energi
Skala Kecd menunjuk lembags pengelola instalasi pemanfaatan energi
rerbarikan sesuai dengan kelentuan peraturan perindang-undangan.

Ketentuan spesilikasi leknes keplatan DAK FISIK Bidang Energi Skala Kecil
rienpacy pada peraturan menteri yong menangani urusan energi dan suiber
daya mineral mengenal petunjuk operasional penvelengparaan DAK Fisik Bidang
Encrgi Skala Keeil.

13.5. Penilajan Kinerja Pelak=anaan Keglatan

1. Penilaian lkinerja didasarkan pade kesesusian antara rencans Kecja dengan
ey Kegiatan DAK Fisik Penugazan Bidang Energl Skala Keoil dan
kesesualan antara polaksanaan dengan rencana kerja.

2. [ndikator kinerja antara Tain kapasitas alau jumlah unit yang terbangun

dJan realisas anpgaran.

14. BIDANG . |
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19, BIDANG TRANSPORTAZ] DESA
14.1. Arah Eebijalkan

Dana Alokasi Khusas Fisik Alicmast Bidang Transperlas Desa disrahkan untuk
mendukung pengentasan kesenjangan wilayah sesual Agenda Nawacita ketipa
yaitu membangun [ndonesia dan pinggiran dengan memperkuat dacrah-dacrah
dun desa dalam kerangka nepara kezatuan melahll penyediaan sarana dan
prasarana transpartasi,. Dengan demikian maka dacrah tersebut akan tumbuh
lebily cepat sehinggs tercipta permeratman pembanglioan Tasion:al,

Hebiyakan penpgunaan DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi secara khusus
diarahkan wuntuk meningkatkan  aksesibililas di kabupailen/kota vang
mernipakan dacrah terisolir, daerab tertinggal, perbatasan negara, transmigrasi,
dan  kepulauan  yang  menghubungkan kepusal produksi, passat

distribustfekonomi, pusat administrasi pemerintah dan ibo kota kecamatan.
14.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran DAK Fisik Airmasi Bidang Transporrast yaitu untuk
meningkatkan aksesibilitas dy kabupaten/kota  yang  merupakan  dasrah
tcrtinggal, perlbatasan nepara, lokas transmmigras, dan kahupalen yang memliki
pulau, yrang metiphiibinghkan;

1. daerah tertingpal atau terisolir menuju pusat disteibusi, kecamaran dao
thrukota kecamatan:

2. pusat produkst menuju pusat distnibusi, kecamatan dan ibukota kecamatan,

3. kawasan {fransmigrasi menuju pisat dislribusi, kecamatan dan ibukota
kecamataty;

d. Kawasan perdesaan di kecamatan lekper perbatasan menuju il Kota
kecamatan dana atau pusat distrilbus lerdekat;

W]

pulau kecil berpenghunt meouju kecamatan dan ilnikota kecamatan alal
pusal distribus terdeliat. '

14.3. Ruaag . . .
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14.3. Ruang Lingkup Hegiatan
14.3.1. Deskripsi Menu Hegiatan

x4k Fisik Afirmasi Bidang Transporctast Tahun 2017 hanyva dapat dipunakan
untuk membnasai

1.

Kegiatan fisik berupa penyediaan moda Lransportasi darat/ perairan untuk
rneningkalkan mobihitaz barang dan/atau penumpang  antar  daetah
rertinggal, perbalasan  negara,  transmigrasi, dan kepulavan yang
menghubungkan kawasan  terisplic memgju pusat  produakss,  pusal
chatribs e Kenomi, pusat adminisioast pemenntiah dan ibu kota kkccamatan;
Kegiatan fizik berapa pembangunan dermaga rakyat dan fambatan peraby
unrak mepdukang angkutan orang dan barang, kbususnya di wilayah
pesisir dacrah tertinggal, perbatazan negara, transrograsi, dan kepulavan
vang menghubungkan kawasan tensolir menuju pusat produkss, pusat

dhsrrihasifelonomi, pusal administrasi pemerintah dan ibu kota kecamatan.

14.3.2. Eriteria Lokasi Prioritas

Cracrallertinggal berdasarkan Peraiuran Presiden Nomor 131 Tahun 2413;
Fembuangunan dermaga raloyat dan tambatan perainl pada Katnipaten [/ Kota
Ferbatasan Negara diprieritaskan pembangunannya di pulau-pulau kecil
terluar scsual Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2005 tentang
Fengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar, dan Kecarnaran Lokaal Priorilas
berdssarkan Peraturan Kepala BNPF Nomor 1 Tabun 2015; dan

Kawasan Tranzmigrasi yang termasuk dalam target Rencana Pembangiinan
Jangka Menengah [RPJRN] Tabuan 2015-2019,

14.4. Tatacars Pelaksanaan Kegiatan

L.

Moda Transportas: Darat

Kabuparenfkota denpan akses darat yang balk dalam menghubungkan
masvarakatnyn ke pusat produksi, pusat distribusifekonomi, pusac
administrazi pemerintzh dan (bu Kota kecamatan dapat memilih roda
tranaportas dacat berupa kendaraan bermotor vang harus mampu
dimanfaatkan unluk mengangkut barang dan orang sesuai dengan
karakteristik wilayah setempar.

Rancang . . .
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Fancang bangun dan rckayaza scrap npe kendaraan bermolor unbuk
angkiulan barang dan/fatau orang ersebut disuzun dan ditctapkan oleh
SKPD Vengelola Kabupaten/ Kota.

Moda Transpoerlas) Peraman/ kepulauan
Boda Transportasi Peravan yang diperbolehlian berupa:
a. Unit Kapal fiker glass [Kapal Mesin Tempel);

Unie kapal Fiber Giass dipergunakan di dacral dengan karaklenstk
perairan dangkal atau dalam dengan intensilas ombak yang relatif stabil
{laut danau/ sungai), sehingpa kapal fiber glass lebih berfungs: sebaga
alat transportas: jarak dekat,

b, Unit kapal Pofysthylene;

Uril kapal Polygethylerse dipunakan pada daerah dengan karalkteriztik
perairan danpkal atau dalam hinggs perairan dalam dengan milensitas
embak wang rclarll stabil (laut/danaw/sungal), schingga kapal
pulyethylene lebih berfunpsl sebogeai alal Transporias jarsk deloar. Bag
deerah wang bkelum  memiliki pelabuhan arae dermaga,  kapal
patycthyiene dapat digunakan sebapal alat/ kapal penghubung antara
kanal besar dengan daralan alan gans pania,

c. Unit kapal penyeberangan laut.

LInit kapal penyeberangan yvang medintasi laat herapa kapal fiker glass
maupun kapal polyethylens atau bahan lainnyva [kecoall kaya) untuk
dacrah denpan karakteristok perairan dangkal/dalam hingga perairan

tlalarm denpan intensiias ommbak vang relalifl staknl
Dermags Halorat

Dermagz adalah suamn banpgunan pelabuhan yang dipunakan wntuk
merapat dan menambatkan kapal yvang melaliukan hongkar muat barang
dan menailkiurunkan penumpang, dan jasa lainnyva. Dermaga rakyat

berperan  sebagal lempal pelaysnan mulofunps: antuk  mendulung
Lehidupan masyarakal  sekitamys,  khosusnya d7 daerab terpencil,
terizolasi, perbatasan, melalui:

a. Pelayvanan . . .
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Pelayanarn lambat dan labuh kapal;
Pelayanan bongkar mual barang;

Pelayanan perbaikan dan pemeliburasn kapal;

. Pelayanan logistik dan perbekalan kapal,

Wisata bahari;

Penyediran dan/falau pelavanan jasa lainnya sesuai dengan perdluran
perundang-undangan.

Beberapa hal yang perla diperhalikan dalam pembangunan dermnapga
raloyat, antara laim

=

Perabangunan dermega cakyat haruslah merupakan bagian daci sistem
kepelabuhanan yang komprehensid, baik yang sudah ada maupan vang
akan dibangun mendukung jaringan rransporias laul;

Pembanpunan Dermaga rakyat haros dilengkapi denpan dekomen
peroncanaan melipati studl kelayvakan! Feesthility Study (F3) , Detodl
fngmeerng Design (DED) dan Upaye Kelols Lingkungan dan Upaya
Pengelolaan Lingkuogan [UKL-UPL);

Memiliki fasilitas tambat atau dermags,

Tipe dermags rakyat dibuat sesuai dengan kebuiahan dasrah dengan
mecmperhatikan kondisi 1ebing sunpai, perbedaan mulka air pasang dan

surut, sertd memenuhi standar keselamatan (bukan dermaga apung);

Dalarn penyusunan rancang bangun dermaga rakyal harus mengacu
kepads kelenluan yarg diatur dalam peraturan perundansan yang
berlaku serta mendapat pengesahan dar mstansi yang berwenang.

Fembangunan Tambatan Perahuo

Tambatan perahu adalah suatu pangkalan rempat menpikal/ mensmbat

perahu saat berlabuh, sekaligus berfungsi scbagai tempat menunpgaa beapgi

penumpang dan menimbun barang scmentara.

Boberapa | ..



FRESIDFE
E3 R L K I S Bt | e R | A Y

-16d -

Reherapa hal yang perlu diperhatikan antara lain:

a.

Lokasi desa adalah yang menphubungkan antars desa yang satu
dengan yang lainnya melalui sungai/danan /lal, schinpgga dapal
tnemingkatkan  eksesibilitas masyarakat ke pusal produksi, prasal
distribusi/ebomemi, pusar administrasi pemerintah dan il kota
kecamatan;

Pembangunan tambartan  perabu haruslah  merupakan bagian
kelengkapan sistem pelavanan masvacakat, baik vang sudah ada
maupun yang akan dibangun seperri: lempat pelelangan ikan, dermagsa
bongkar mual, tempat rekressi, lokasi parkicr umum, gudang, dar
penghubung antara rambatan  perahu  dengan perumahban dan
permukiman:

Lokasi pembangunan tambaran perahu pada laszan daratan dan
perajran ferlentu dan tedindung dari pelombang, di sekirar pLsAL
pectumbuhan ekonomi kabupaten kola, berpedoman pada tata ruang
wilayah, serts tidak dilaldi jalur transporiasi laut reguler kecuali
hepernintisan,

Tambatan prrahue harus dirancang agar mampu menarmpung beban

lantal tambatan;

Tipe tambaran perahu dibual sesuai denpan kebutuhan daerah dengan
memperhatikan kondisi lebing sungai, perbedaan mukes air pasang dae
Surut, serta statdar keselamatan;

Dalam penyusunan rancang bangun tambatan perahu harus TIETNRACL
kepada ketentuan yang diatur dalam peraturan perundangan yang
berlaku serta mendapal pengesahan dard instacesi yang berwenatyg.

g. Tambalan . ..
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g. Tambatan Perahu dupat dibuat menggunakan beton maupun kayu yang
dibagz alas dua tipe, yaitu tipe tambatan peraehuo satu lantai dan tipe
tambatan perahu dua lancai, denpan karaktenistik scbagal beriknt:

1] Tipc tambatan perabtiu satu lantai, sesual untuk daerah bulu sungai,

i mana perbedaan muka air pasang dan surut cdak tertalu basar.

2] Tipe lumbatan perahu dua lantai, sesiai untuk dacrah hilic sunpai,
di mana perbedaan ks Jir pasang dan surut cukup besar karena
dipengaruhl vleh pasang surut air laut,

Tipe Tambatan Perahu:

Tambatan Perabu dapat dibuat mengpunekan heton maupun kavu yang
dibagi atas dua lipe, yailu tipe tambaran perahu satu lantai dan lipe
tambratan perahu dua lantai, dengan karakleristik sebagal berikuot:

a. Tipe tambatan pershuyg satu lantai, scsuad untuk daerab hulu suogesi, d;
mana perbedaan muka air pasang dan sueat tdak lerlalu besar;

b, Tipe tambatan perahu dua lanai, scsual untulk daerah hilic sungai, o
mana perbedaan muka alr pasang dan sundl cukup besar karcoa

dipengaruhi oleh pasang surut atr laut,
Pengelalaan
a. Pengelolaan dan Pemeliharaan Moda Transportasi Darat dan Perairan

l} [hserahkan kepada Unit usaha yang Berbadan Hukum dibawal
BUMDesy [Badan Usaha Milik Desa) dan/atau Koperasi dengan

menggunakan mekanisme hibah kepada Desa sehagal penyertaan
Medal Dicsa;

2] Penerunaan f Pendapatan dari Mode Trangportasi merupakan bapian
dart sumber pencrimaan Desa dan dapat dipunalkan untuk Biayva
Lperasional, Biaya Pemeliharaan dan Pengembangan Usabia:

3] Moda Transporiasi Darat yang dihibwbkan kepada BUMDesa (Badan
LIsaha Milike Desap dian/atan Koperasi suilah memenuhi syarat
sebapal snpkutan wnatn [Plat Kumngy;

4} Mckanizme . . .
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Mekanisme hibah yang dilaksanakan mengacu pada FPeraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 centang Pedoman
Pengelolaan Kenangan Daerah atau peribahannya,

Khusus unluk Provins: Papua dan Papua Barei pengelodaan mexla
transportasi darat dan air diberikan kewenangan kepada Dinas
Perhulingan alau nams lamnya untuk menunjuk lembaga pengelola
vang ada dl dacrahnya vang ditetapkan dengen Surar Keputusan
Bupat.

Hal-hrl  Tain meneenal Pengelelaon  dan Pemeliharaan Medda
Transportast Darat dan Peraican diatur oleh Dinas Perhubunpan
Kabupaten /Kota dalam hentuk petanjuk operasional

Penpeltdaan dan Pemeliharaan Dermaga Rakyat dan Tambaran Perabu

1

2)

il

Mnas Perhubungan Kabupaten/Kota bertanggungjawal terhadap
Pemeliharaan dan Pengelelaan Dermags Rakyal dan Tambatan
Perahuw;

Ihaya Pemeliharaan dan Pengebclaan  dibebankan aleh APBD
Eabmipaten / Koy,

Uriuk mendukung blava pemeliharaan dan operasional Dermaga
FKakvat/Tambatan Ferahu Pemerintsh  dacrah  dapat menarik

relribugl yang diatur melalui Peratuean Bupaiif Peraturan Daerah,

Hal-hal lain mengenai Penegelolaan dan Pemebiharaan terhadap
Dermaga  Kakyat dan Tambatan Perahu distur oleh Dinas
Ferbubungan Kabupaten/Kota dalam benruk petuniuk operasionsl

2, Ketentuean ...
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Ketentuan Khiusus

a, DaK Ahrmasi Bidang Traosporlasi tidak heoleh dipergunakan untuk
membiayal operasionalisasi serta kegiatan kegiaten lainnya vany lidak

berhubungan dengan aarana an prasarana yang dibangun,

b, Moda transportasi tidale bodeh diperpunskan sebagai kendaraan dinas

pregabmat atan kendaraan operasional instansi pemerintah;

¢. Pada lokas: kegiatan wajib diletskkan papan informasi kegiatan yang
memuar informasi tentang: nama kegiatan, volume fisile, nilai kontrak,

sumber dana, lokasi, waktu pelaksanaan, kentraktor, dan konsalian;

d. Pada setiap rmoda ilransporlasi mencantumkan sumber pendanaan
kegiatan, yartu: Dana Alokasi Khusus Alirmosi Bidang Transportasi
Tahun 2017;

¢, Dhalam hal terdapat sisa dana DAK Afirmasi Bidang Transportasi Tahun
2017 dapat digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana yang
menunjang langsung output DAK Afirmasi Bidang Transportasi dan
mcmbenkan manfaat esar bagl penerima manfaat.

Ketentuan spesidikas tekmis kegiatan DAK Fisik Bidang Transportasi Desa

mengatu pada peraturan menler yEang mMenanpahi urusat pecdesssn dan
dacrah tertinggal mengensi petunjuk operasional penvelenpearasn DaK Fisik
Bidang Transportasi Desa.

14.5. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kepiatan

Ot

1.

Jumlah sarana-prasarana transporiasi baitk moda cransportasi daral,
perairan, dermags ralgrat dan tambalan perabu yang dibangun sehinggs
masyarakat memperoleh kemudahan dalam mengakses  pusat
pertumbilhan, pelayanan publik, pemerintahan, pusat produksi dan
distritiysi;

Jurmnlah desa (dalam  lokasi prioritas] yvang  meningkatkan  kualitas

pelavanan bongkar muatl burang/oranpg-nya melalui dermaga rakyat dan
tambatan perahiu;

3. Juamlah - ..
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Jumlah kabupaten fkola yang melakukan sinergl kematan yang didanai
oleh DAK Fisik Afirmoasi Bidang Transportasi dengan sumber suimnber
pembiayaun lainnya [termasiik DAK bidang lain);

Jumlah  Kabupaten/Kota  yang menerapkan  prinsip-prinsip  good
povernance dalum perencanaan, pcloksanasn, pengendalian DAK Fisik
Alirmasi Bidang Transportasi;

Jumlah Kabupaten/Kota vang menverahkan laporan tepat sakta.

Chetearie

1.

£

Meninghatnya pergerakan barang/penumpang dati pusat-pusat pelayanan
plblik dan pemeriniuhan scrta pusat-pusal produksi dan disrribosi ke
dacrah tertinggal, perbatasan negara, lokasi transmtgrasi, dan kepulauan.

Meningkatnya  kualitas  pelayanan  transportasi  perairan i dacrah
tectinggal, irunsmigrasi. dan kepalauan.

Terciptanya sinkronisasi kegiatan dan  koordinasi kelembagaan antara
SKPD [$atuan Kerja Perangkat Peranpkat Dacraby Pengelola DAK Afirrnasi
Bidang Transportasi Tahun 2017 dengan SKPD luin vang terkait di
Kabupaten /Kota,

Meningkatnya tata kelola kepemerintabhan yang baik dalam perencanaan,
pelaksanaan, pengendalian DAK Alirmasi Didang Transportasi di tingkat
Kabtupaten fKata,

Meninghkatnys kepatuhan dalam penyampaian laporan sesual dengan
aturan yang ditetaphkan vleh Hementerian Keuungan.

FEESIDEN REPURLIK INDMDNESIA,

rtd.

JOED WIDOTHD

salinan sesual dengen aslinva

EEMENTERIAN SEKRETARTAT NEGARA

EEPUHLIK [NDWJNESIA

Azisten Leputi Bidang Perekonomian,

Deputi Bidang Hukum dan
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Rocdefikas Masalah Keberengan :
Eoxlr AMasaah ;o [diber penjelasan)
i, Permasalahan ter<a:s dengan Perattcen perindangan. |. Pelaksana DAK Fiaik adalah SKPD terkair yang bertanpgune jawab terhaalap
2. Permasalahan terkast denpan Prtunjuk Tekois bidang DAR m.s_ufs:ing TR,
3. Permasalabas teskair dengan Rencana Kega dan Aoggersn 2. Bidang DAK Fisik sesiai dengan Urdang-Undang AP,
SKTT. 3. Huamp, Linggup) Meno leegiatan sesuai denpan Prapees tonzang Petuniuk Tekrs
4. Permasalalan teckzit dengan DES SeID. [2AK Fisik. - . _
5. Bermasalaban teckail dengan SE Penetapan Pelaksans kegintun 4 Boiom 16 diis dengan rasalah-mazalah yang terjac s lipasgan eerkeait dengan
& Fermgsalaban  reckait denegan Pelaksanaan Teoder Peler asn ““dfx"_"“:"‘m"at_-' _'r'_ang Fcrs-:.dm. ] ] _
E.amcrak. 5. Berisl toral nilei realisasi kumalidil sapal dengan trivialan pelaporast
7. Prrmasalaban teckal <dengan Persiapan Pekerzagn Serakoriata _ _ o _
A&  Pramasalahan oerkait deogan Penerbcian SE2D, ‘I Buih Jenis DAK Fiaik @ Coret FabE tidak prerlu. _ _
% Permasalaban cerkait dengan Pelaksunaan Pekerjaan Konces ~) Satuan penerica manfaal disesituken deegan kegistan di masing sy

bidang DAK Fisls

100 Permazaaban terkiul :lepgon Pelalsansan Peleraan S3ealboelals . .
FETMASLEREATL TR SR & Melodls peralsayaran por kontrak; SPE: Sekaligus atan Termin.

ek
11 Fermnesiaebaan Tao-lain, ]

PRESIDEN REPUBLIL INDOMESIA,

ted.
Balinan sesual dengan pslinyo OIS WIDODO
EEMENTERIAN SEEREETARIAT KEGARA
EEPLELLE INDOMNES]LA
Asizten Depot Budanp Perekonomian.




